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Nama 
Program Studi 
Judul 

: Septiani Fitrian 
: Kenotariatan 

ABSTRAK 

: Analisis Terhadap Pemberian Jaminan Rekcning Bank (Bank 
Account) (Studi Kasus: I'T X, Tbk dengan Z Limited) 

Tesis ini membahas mengenai pemberian jaminan rekening bank (bank 
account) yang diberikan oleh pemberi gadai kepada pencrima gadai dan apabila 
debitur wanprestas~ dijelaskan pula mengenai ketentuan pelaksanaan lelang 
eksekusi terhedap jaminan gadai rekening bank (bank account). Pokok 
permasaJahan daJarn tesis ini adalah bagairnana proses pemberlan jaminan gadai 
rekening bank (bank account) yang diberikan oleh pemberi gadai kepada 
penerima gadai dan bagaimana ketentuan pelaksanaan lelang eksekusi terhadap 
jaminan gadai rekenlng bank (bank account). PeneJitian ini merupakan penelitian 
yuridis normatif dengan metode kepustakaan. Kesimpuian dari tesis ini adalah PT 
X, Thk dengan Z Limited telah membuat pajanjian gadai rekening bank yang 
mengikuti pe!janjian pokoknya, yaitu perjanjian kredit. Rekening bank yang 
dimiliki I'T X, Thk bereda di bewah penguasaan Z Limited sehingga timbulnya 
gada! Ielah terpenahi. Dalam hal ini yang digadaikan adalah rekening 
penampungan (escrow account). PT X, Tbk wanpreswi terbedap peljanjian kredit 
sehingga Z Limited berhak untuk melakukan eksekusi terbadap jaminan yang 
diberikan oleh I'T X, Thk. Dalam perjanjian gada!, diatur bahwa apahila I'T X, 
Thk wanprestasi. maka. PT X. Tbk: tersebut wajib untuk memberitahukan secara 
tertulis kepada bank dimana rekening bank .atas nama PT X, Thk berada bahwa 
selurnh pembayaran oleh bank te<Sebut wajib diberika,, kepada Z Limited. 
Apabila pembeyaran olah bank tersebut diberikan kepada I'T X, Thk rnaka 
pembayaran tersebut tidak sah dan bank tidak akan dilepaskan dari kewajiban 
pembayaran tersebut Namun, apabHa tidak diperjanjikan, maka penerlma gadai 
memiliki hak untuk menjual berang gadai di mnkn umum (pelelangan). Pada 
dasamya, ketentuan pelaksanaan lelang eksekusi gadai rekening bank sama saja 
dengan ketentuan pelaksanaan ielang pada benda bergerak. 

Kata kunci: 
Jaminan, Lelang Eksekusi) Rekening Bank. 
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ABSTRAcr 

Name ; Septiani Fitrian 
Study Program: Notary 
Title : Analysis of Granting of Pledge of Bank Accounts (Case Study: 

PT X, Thk with Z Limited) 

This thesis concerning the granting., of pledge of bank accounts which is 
given by pledgor to pledgee and in the event the debtor breach (event of defuult) 
the agreement, also explaintX! the provisions of the jmplementation of auction of 
execution ilirough pledge of bank accounts. The subject matters of this thesis are 
how the process of granting of pledge of bank accounts and how the provision of 
-the implementation of auction of execution through pledge of bank accounts. The 
method of this thesis is legal nonnative with literature method. The conclusion of 
this thesis are PT X. Thk with Z Limited bas entered the agreement of pledge of 
bank accounts and follows the master agreement, which is the facility agreement. 
Also the bank accounts which is owned by PT X, Thk under the possession of Z 
Limited in such a way that the pledge has been incurred. In this matter the form of 
bank account is escrow acoounl PT X, Tbk breached the facility agreement and Z 
Limited has the right to execute the guarantee which given by PT X~Tbk. In the 
pledge of bank accounts agreement. it is stated that in the event PT X~ Tbk breach 
such agreement, PT X, Thk is obliged to notify in writing to bank where the bank 
accounts under the name of PT X, Tbk located that aU the payments by such bank 
must be made to Z Limited. In the manner that such payment made by the bank 
concerned to PT X. 'Ibk will be invalid and will not discharge the bank concerned 
of its payment obligation. However~ if it is not agreed by the parties, pledge has 
the right to sell the pledged object by auction. Basically. the implementations of 
auction's execution of bank accounts apply equally to the implementation of 
auction~s execution of movable asset. 

Keywords: 
Pledge, Auction ofExecuti~ Bank Accounts. 
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BABI 
PENDAHULUAN 

Ll Latang Belakaog Permasalahan 

Pemberian kredit atau penyediaan dana oteh pihak perbankan merupakan 

unsur yang terbesar dari aktiva bank, yang juga sebagai aset utama sekaHgus 

menentukan maju mundurnya perbankan yang bersangkutan dalam menjalankan 

usahanya menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat. Dalam kenyataannya, 

kredit yang diberikan oleb pihak perbankan tersebut, sebagian tidak dapat 

dikembalikan secara utuh oleh nasabah debiturnya, yang membawa risiko usaha 

bagi pihak perbankan yang bersangkutan. akhimya menimbulkan kredit-kredit 

macet.1 Oleh karena itu, bank daJam memberikan kredit harus melakukannya 

berdasarkan analisis perbankan kredit yang memadai, agar kredit yang diberika.n 

oleh bank itu adatah kredit yang tidak mudah menjadi kredit macet Pada 

umumnya, dalam rangka mengamankan pemberian kreGitnya,. bank menuntut 

nasabah debitur untuk memberikan jaminan kebendaan. Jaminan kebendaan 

tentebut pada hakikatnya berfungsi untuk menjamin kepastian akan pelunasan 

utang debitur hila debitur cidera janji atau dinyatakan paiiit. Dengan adanya 

jaminan pemberian kredit tersebut akan memberikan jaminan periindungan. baik 

bagi kepastian hukum k:reditur bahwa kreditnya akan tetap kembali walaupun 

mungkin nasa bah debitumya cidera janji~ yakni den galt -cara mengeksekusi benda 

yang menjadi <lbjek jaminan kredit bank yang bersangkutan.2 Selain itu1 bank 

dituntut untuk dapat membuat suatu hubungan baik dengan nasabah debitumya. 

Apabita nasabah debitumya dinyatakan cidera jarUi. bank dapat mengeksekusi 

objek benda yang menjadi jamina.n yang telah diberilrut nasabah debitur 

berdasarkan hubungan hukum yang telah dibuat sebelumnya. Dengan demikian1 

jaminan kebendaan dalam pemberian kredit ini menjadi sa:rana. yang ampuh untuk 

rnengama:nkan pemberian kredit. Untuk itulah diadokan lembaga dan ketentuan 

hukum jaminan. Terhadap banda bergerak, lembaga jamirum yang ada dalam 

pemberian kredit di Indonesia adalah gadai dan fidusia. Namun. apabila yang 

1 Rachrrutdi Usntall, llukum Jaminan Keperdauum, (Jakarta:' Sine.r Grafika, 2008), hal. ix. 

1 Ibid, haL x. 
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dijaminkan adalah rekening bank dalam hal ini rekeil.fng penampungan (escrow 

account) rnaka lembaga jaminan yang da:pat digunakan adalah gadai. Hal ini 

dikarenakan rekening penarnpungan tidak dapat didaftarkan pada Kantor 

Pendaftaran Fidusia. 

Dewasa ini lembaga gadai masih berjaian, terutama pada lembaga 

pegadaian dalam pe!janjian kredit perbankan. Lembaga gada! tidak begitu 

popular, sudah jarang dltemukan bagl benda berwujud. Akan tetap~ pengganaan 

gadai bagi benda-benda tidak berwujud seperti surat-surat berbarga dan saham­

saham mulai banyak ditemukan pada beberapa bank. Berdasark.an definisi dari 

gadai yang diatur dalam ketentuan Pasal 1150 Kitab Undang-undang Hukum 

Perdata. maka gadai pada dasarnya adalah suatu hak jarninan kebendaan atas 

benda bergerak tertentu milik debitur atau seseorang Jain dan bertujuan tidak 

untuk rnemberi kenikmatan atas benda terse but melainkan untuk memberi jaminan 

bagi pelunasan hutang orang yang memberikanjaminan tersebut. 

Dengan demikian benda-benda itu khusus disediakan bagi pelunasan 

hutang si debitur atau pemilik benda. Bahkan gadai memberi hak untuk 

didahulukan dalam pelunasan hutang bagi kreditur tertentu setelab ter!ebih dahu!u 

didabulukan dari biaya untuk lelang dan biaya menyelamatkan barang-barang 

gadai yang diambil darl basil penjualan rnelalui pclelangan umum atas barang~ 

barang yang digadaikan, serta memberi wewenang bagi si kreditur untuk meajual 

sendiri benda-benda yang dijaminkan. 

Pada dasamya semua kebendnan bergcrak yang berwujud dapat dijadikan 

sebagai jamiaan pinjaman alau kredlt gada] pada lembaga pegadaian. Kredit gada I 

adalab pemberian pinjaman (kredit) dalam jangka waktu tertentu kepada nasabah 

atas dasar hukum gadai dan persyaratan tertentu yang telab ditetapkan oleh 

perusahaan pegadaian, Lembaga jaminan gadai ini ma.~ih ban yak dipergunakan di 

dalam praktik, hal ini dikarenakan kedudnkan pemegang gada! lebih kuat 

dibandingkan dengan pemega:ng fidusia, hal ini dikarenakan benda jaminan 

berada da!am penguasaan kreditur. Dalam hal in~ kreditur terhindar dari itikad 

tidak baik {te kwader iroum) pemberi gadai, sebab dalam gadai~ benda jaminan 

sama sekali tidak bo!eh berada dalam penguasann pemberi gadai. Ini merupakan 

syarat mutlak terjadinya hak gadai. Apabi!a barang gada! tersebut tetap berada 
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dalam penguasaan debitur (pemberi gadai) ataupun karena kemauan kreditur 

(pemegang gadai) diserahkan penguasaannya kepada debitur (pemberi gadai), 

maka hak gadai masih beium terjadi, walaupun sudah ada perjanjian gadainya. 

Perjanjian gadainya masih belum menimbuJkan hak gadai, bilamaoa barang gadai 

tetap berada dalam penguasaan debitur (pemberi gadai) atau barang gadai maslh 

belum diserabkan dalam penguasaan kreditur (pemegang gadai). Dengan katalain, 

hak gadainya menjadi tidak sah. Ancaman ketidaksahan hak gadai dapat dijumpai 

dalam kerentuan Pasal 1152 ayat (I) Kitab Undang-undang Hukum Perdata. 

Gadai dilaksanakan terbadap benda-benda bergerak, baik bertubuh 

maupun tidak bertubuh. Pelaksanaan pemberian kredit dengan jaminan gadai 

berkembang sesuai dengan perkembangan peruntukan kredit itu sendiri, yang 

salah satunya gada! dapat ditakukan dalam bentuk rekening bank. 

Ekseku•i alas gadai rekening bank dilakukan apabila basil eksekusi alas 

jaminan pokok tidak mencukupi untuk membayar utang debitur kepada kreditur 

(bank), Penerlma gadai. yang dalam hal ini bank, mempunyai hak mengambil 

pelunasan uang dari bamng gadai dengan cara mengesampingkan kredltur lain. 

Namun~ penerima. gadai baru dapat melaksanakan eksekusi terhadap gadai 

rekening bank tersebut hanya apabila debitur cidera janji melaksanakan 

kewajibannya dalam tenggang waktu yang ditentukan dalam perjanjian, atau 

apabila tenggang waktu pernenuhan kewajiban tidak: ditentukan dalam perjanjian, 

debitur dianggap melakukan cidera janji memenuhi kewl.\iiban setelah ada 

peringatan untuk membayar. Setelah ketentuan tersebut dipcnuhi, barulah timbul 

hak penerima gadai untuk ruelak.ukan ek.sekusi .3 

Sepanjang tidak diperjanjikan, pelaksanaan eksekusi atas gadai telah 

ditentukan dengan cara dan bentuk terrentu yang diatur dalam Pasal 1155 Kitab 

Undang~undang Hukum Perdata. Pertama, menjual barang gadai di muka umum 

(parole executie). Kedua, Terhadap ba.rang perdagangan atau efek dapat dijual di 

pasar atau bursa. Ketiga, penjualan menurut cam yang ditentuka.n Haklm. Selain 

kctiga cara tersebut diatas, seringkali dalom praktek, benk dan nasabnh dabitumya 

1 M. Yahya Harnhap, Ftuang Lfngkup Permwalahtm Ek.teJ:usi BJdang Perdala, (Jaka.rtn: 
Siner Fraflka, 2007), hal. 2I3. 
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membuat pe:janjian gadai yang mengandung kJausula penjualan. baik di muka 

umum maupun dibawah tangan. Munculnya opsi penjualan dibawah tangan 

karena biasanya hasil yang didapat dari penjualan dibawah tangan tersebut 

memberikan hasil yang lebih haik dan menguntungkan kedua belah pihak. 

Biasanya dalam penjualan di bawah tangan, kreditur meminta persetujuan dari 

debitumya. 4 Dikaitkan dengan cam yang pertama, Adanya ketentuan yang 

mensyaratkan penjualan benda gadai di depart umum sering kali tidak praktis dan 

menyuJitkan kreditur untuk menguangkan benda jaminan. Padahal, dengan gadai 

saja. kreditur tidak menjadi pemiJik dari surat~surat tagihan yang digadaikan 

kepodanya dan karenanya dalam hal wanprestasi, ia tidak berhak untuk menagih 

sendiri kepada debitur. Untuk rnengatasi kesulitan seperti itu, ada kalanya kreditur 

mempeljanjfkan kuasa dari debitur untuk atas narnanya sendiri dapat langsung 

menagih debirur tagihan yang digadaikan. Dan untuk menjaga agar debitur tidak 

dengan seenak.nya rnenarik kembali apa yang telah ia janjikan, maka kuasa itu 

ditua.ngkan dalam wujud kuaaa mutlak (tidak dapet ditarik kembali}.' 

Hat diatas merupakan salah satu kasus yang terjadi dalam hal pemberian 

kredit. Contoh lain yang sangat menarik untuk dibahas lebih lanjut adalah jaminan 

gadai da:lam bentuk rekening bank. Saat 'int. sudah merupakan hal yang umum 

menggunakan rekening bank (bank account) sebagai jaminan kebenda.an untuk 

debjtur dalam memberlkan jaminan kebendaan untuk menjamin kepastian akan 

pelunasan utang debitur tersebut. Namun, akan menjadi suatu rnasalah apabila 

debitur tersebut wanprestasi, maka hagaima.nakah ketentua.n pelaksa.naan lelang 

eksekusi terhadap rekening book (bank account) tersebut. Permasalahan tersebut 

menjadi salab satu pokok permasaJahan dalam tesis ini yang berjudul "AnaUsis 

Terhadap Pemberilln Ja.mina.n Rekening Bank (Bank Account) (Studi Kasus: IT 

X, Tbk dengan Z Limited)". 

L2 Pokuk Permasalahan 

Berdasarlam !alar belakang yang Ielah diuraikan sebelumnya, maka 

permasalahan yang akan dibahas dalam tesis ini adalah sebagai berikut: 

• J. Satrio,. !Iufcum JamitUm RakJaminan Kebentklan, (S1111dung: PT Citra Aditya Bakti, 
2007), hal.123. 

~ Ibid, hal. 112. 
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1. Bagaimanaka.h proses pemberian jaminan gadai rekening bank (bank 

account) yang diberikan oleb pemberi gadai kepada penerima gadai? 

2. Bagaimanakah ketentuan pelaksanaan lelang eksekusi terhadap jaminan 

gadai rekening bank (bank account)? 

1.3 Tujuan Penelitiao 

Tujuan umom darl penelitian ini adalah untuk memberikan penjelasan 

mengenai lembaga jaminan di Indonesia, kbususnya pemberian jaminan berupa 

ga.:lai dan ketentuan pelaksana.an lelang eksekusi terhadap barang jaminan 

terse but. 

Sedangkan tujuan khusus dari pcne1itian ini adalah sebagai berikut. 

1. Untuk memberikan pcnjelasan mengenai proses pemberian jaminan gadai 

rekening bank (bank acccunt) yang diberikan oleh debitur (pernberi gadai) 

kepada kreditur (penerima gadai). 

2. Untuk memberiknn penjelasan mengenai ketentuan pelaksa.naan lelang 

eksekusi terhadap jaminan gadai rekening bank (bank account). 

lA Metode Penditian 

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan metode 

kepustakaan.6 Dalarn mengumpulkan data yang dit.t~~uhkan, penulis menggunakan 

alat pengumpul data berupa studi dokumen untuk mcngumpulkan data sekunder.7 

Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini mencakup:& 

1. Bahan hukum primer~ yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan 

mengikat di masya.ra.kat, seperti per:aturan perundang-undangan. yaitu 

Kitab Undang-undang Hukum Perdat.a, Undang-undang Nomor 7 Tahun 

! 992 ten tang Perbankan beserta perubahannya, Undang-undang Nom or 40 

Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Peratu.ran Mcnteri Keuangan 

11 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelltfan Hulrum, (Jakarta: Pencrbit Universitas 
Indones1a, 19&6), hal. 52. 

' Sri Mamudji, et al, Metodtt Penulisan diJn Penelilion Hukum, (Jakarta: Badan Penerbit 
Fakultas Hukum Universitas InOOnesia, 200S), lml. 21. 

t Soerjo.no Soekaoio. Op. cit. 
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Nomor 40/PMK.0712006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang yang telah 

diuhah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 150/PMK.06/2007 

tentang Perubahan Pertama atas Peraturan Mentert Keuangan Nomor: 

40/PMK.0712006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang dan Peraturan 

Menteri Keuangan Nomor: 61/PMK.0612008 tentang Perubahan Kedua 

atas Peratumn Menteri Keuangan Nomor: 40/PMK.07/2006 tentang 

Petunjuk Pelaksanaan Lelang dan Peraturan Direktur Jenderal Piutang dan 

Lelang Negara Nomor: PER-02/PI../2006 tentang Petunjuk Teknis 

Pelaksanaan Lelang,. yurisprudens[~ dan lain-Jain, 

2. Bahan hukurn sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan 

mengenai bahan hukwn primer seperti buku-buku, tulisan-tulisan, artikel­

artikel yang berkaitan dengan topik penelitian. 

3. Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberika:n petunjuk dan 

penjelasan atas bahan hukum primer dan bahan hukmn sekunder. Dalam 

penelitian ini digunakan kamus dan ensiklopedia. 

Untuk menunjang pen~Jitian ini, digunakan wawancara yang dilakukan terhadap 

narasumber yang ahli dan berkompeten dengan pokok pennasalahan yang akan 

ditelid, yaitu konsultan hukum dari pihak kreditur dan Kantor Pelayanan 

Keknyaan Negarn dan Lelang, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Departernen 

Keuangan. 

L5 Sistematika Penulisan 

Dalam membahas masalah pada tesls ini serta mencapai tujuan penelitian 

yang tersebut di atas. rnaka disusun sistematika penulisan dengan pembabaka.n. 

yakni dengan membagl pokok pokok tulisan kedalam tiga bab, yang tiap tiap bob 

akan dirinci lagi kedalam bagian bagian yang lebih kecil sesuai dengan urutan 

permasalahan. Adapun sistematika penulisan ini secara garis besar adalah sebagai 

berikut: 
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PENDAHULUAN 

Bab ini merupokan bab pertama, terdiri dari Jatar belakang 

pennasalahan, pokok permasalahan, tujuan penelitian, metode 

penelitian, dan tentang sistematika penulisan tesis ini. 

TINJAUAN TEORITIS GADA! DALAM JAM1NAN 

KEBENDAAN DAN 

LELANG EKSEKUSI 

KETENTUAN PELAKSANAAN 

TERIIADAP JAM1NAN GADA! 

REKENING BANK SERTA ANALISA KASUS 

Da1am bab ini menguraik.an tentang dnjauan umum tentang hukum 

jaminan dan jaminan kebendatn4 serta pengertian gadai, sifat dan 

ciri..ciri gadai, objek dan subjek gadai, terjadinya hak gadai. hak 

dan kewajiban para pihak dala:m peijanjian gadai, hapusnya gadai. 

Selain itu dijelaskan juga mengenai timbulnya hak penerima gadai 

melakukan eksekusi, tata ca.ra eksekusi, serta ketentuan 

pelaksanaan leJang eksekusi terlladap wanprestasi atas perjanjian 

kredit dalam pemberian jaminan berupa gadai. Serta, anaHsa kasus 

pemberian jaminan gadai rekening bank (btmk account) dan 

ketentuan pelaksanaan lelang ek.sekusi terhadap jaminan tersebut. 

PENUTUP 

Bab ini tcrd.iri atas kesimpulan dan saran, berisi kesimpulan dari 

apa yang telah dijabarkan oleh bab-bab sebelumnya. Selain itu juga 

diberikan sara.n~saran yang diharapkan dapat memberikan masuka.n 

terhadap implemenVlsi pemberia.n jaminan gadai rekening bank. 

Universitas IndOnesia 
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BABll 
TINJAUAN TEORITIS GADAI DALAM JAMINAN KEBENDAAN DAN 

KETENTUAN PELAKSANAAN LELANG EKSEKUSI TERIIADAP 
JAMINAN GADAI REKENJNG BANK SERTA ANALISA KASUS 

D.l Tinjauan Toorifis Gadai dalam Jaminan Kebendaan 

II.l.l Pengertian Jaminan 

Pengertian jaminan merupakan terjemahan dari istilah zekerheid 

atau cautie, yaitu kemampuan debitur untuk memenuhi atau melunasi 

perutangannya kepada kreditur. yang di!akukan dengan cara menaban 

benda tertentu yang bemilai ekonomis sebagai tanggungan alas pinjaman 

atau utang yang diterima debitur terhadap krediturnya.9 

Dari perumusan pengertian jaminan di ata.<;, dapat disirnpulkan 

bahwa jaminan merupakan suatu tanggungan yang dapat dinilai dengan 

uang, yaitu berupa kebendaan tertentu yang diserahkan debitur kepada 

kreditur sebagai akibat dari suatu hubungan perjanjian hutang piutang atau 

perjat""tjian lain. Kebendaan tertentu diserahkan debitur kepada kreditur 

dimaksudkan sebagai t:anggungan atas pinjaman atau fasilitas kredit yang 

dibedkan kreditur kepada debitur sampai debitur melunasi pinjamannya 

tersebut Apabila debitur wanprestasi, kebendaan tertentu tersebut akan 

dinilai dengan uang, selanjutnya h~.ut digunakan untuk pelunasan seluruh 

atau sebagian dari pinjaman atau utang debitur kepada kreditumya. 

Dengan kata Jain~ jaminan disini berfungsi sebagai sarana atau menjamin 

pemenuhan pinjaman atau utang debitur seandainya wanpre>iasi sebelum 

sampai jatuh tempo pinjaman atau utangnya berakhir. 

Jaminan dapat dibedakan dalam jaminan umum dan jaminan 

khusus. Pasa11131 Kitab Undang-undang Hukum Perdata mencenninkan 

suatu jaminan umum. Sedangkan Pasal 1132 Kitab Undang~undang 

Hukum Perdata disamping sebagai lrelanjutan dan penyempumaan Pasal 

1131 Kitab Undang-undang Hukum Perdsta yang rnenegaslam persamaan 

kedudukan para kreditur, juga memungkinkan diadakannya suatu jaminan 

9 Rahmadi Usman, Op.cif .. hal. 66. 
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khusus apabila diantara para kreditur ada alasan-alasan yang sah untuk 

didahulukan dan bal ini dapat terjadi karena ketentuan undang~undang 

maupun karena diperjanjikan. 

a. Jaminan Umum 

Jaminan umum adalah jaminan yang diberikan bagi 

kepentingan semua kreditur dan menyangkut semua harta kekayaan 

debitur. Hal ini berarti benda jaminan tidak diperuntukktm bagi 

kreditur tertentu dan dari basil ~njualannya dibagi diantara para 

kreditur selrnbang dengan piutang-piutangnya maslng-masing, 

Jadi apabila terdapat lebih dari satu kreditur dan basil 

penjua1an harta benda debitur cukup untuk rnenutupi hutang­

hutangnya kepada kreditur~ maka mana yang harus didahuiukan 

dalam pembayarannya diantarn para kreditur tidaldah penting 

karena walaupun semua kreditur sarna atau seimbang {konkuren) 

kedudukannya. masing-masing akan mendapatkan bagiannya 

sesuai dengan piutang~piutangnya. Adanya beberapa kreditur~ baru 

menimbullom masalah jika ha<il penjuahm harta kekayaan debitur 

tidak cukup untuk melunasi hutang~hutangnya; dalam hal ini akan 

tampak betapa pentingnya menjadi kreditur yang preferen, yaitu 

kreditur yang bar.JS didabululom dalam pembayarannya diantarn 

kreditur~kreditur Iainnyajika debitur melakukan wanprestasi. 

Karena jaminan umum menyangkut selnruh barta benda 

debitur maka ketentuan Pasal 1131 Kitab Undang-undang Hukum 

Perdata dapat menimbulk:an dua kemungkinant yaitu pertnma 

adalab kebendaan tersebut sudah cukup memberikan jaminan 

kepeda kreditur jiku kekayaan debitur paling sedikit (minimal) 

sama atau melebihi jumlah hutangNhutangnya artinya basil bersih 

penjua[an ha.rta kekaye.an debitur dapat menutupi atau memenuhi 

selumh hutang-hutangnya, sehingga semua kreditur akan menerima 

pelunasan piutang masing-masing karena pada prinsipnya semua 

kekayaan debitur dapat dijadilom pelunasan hutang. Krunungldmm 

kedua adalah, harta henda debitur tidak cukup rnembarllom 
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jaminan kepada kreditur dalam hai nUai kekayaan debitur itu 

kurang dari jumlah hutang-hutangnya atau bila pasivanya melebihi 

aktivanya. Hal ini dapat terjadi mungkin karena harta kekayaannya 

menjadi berkurang nilainya atau apabila harta kekayaan debitur 

dijual kepada pihak ketiga semenlara hutang-hutangnya belum 

dibayar lunas.10 

Atau dapat juga terjadi ada lebih dari seorang kreditur 

melaksanakan eksekusi, sementara nilai kekayaan debitur hanya 

cukup untuk menutupi satu piutang kreditur. Jika hanya ada satu 

kreditur saja,. maka ia dapat melaksanakan eksekusi atas kekayaan 

debitur secara bertahap sampai piutangnya. teilunasi semuanya atau 

sampai harta benda debitur habis terjual. 

Perbuatan debitur yang menjual harta bendanya kepada 

pihak ketiga tentu saja sangat merugikan pam krediturt hal ini 

antara lain disebabkan hak menagih para kreditur tidak mengik.uti 

harta bcnda yang bersangkutan. Karena itu jaminan umum kurang 

member rasa runan disamping kurang menjamin pemberian kredil 

oleh pihak pemberi kredit !<arena disatu pihak jika eda beberapa 

kreditur maka kedudukan mereka adalah koakuren, di Jain pihak 

debitur dapat melakukan tindakan yang merugikan lcreditur. ltulah 

sebabnya dalam praktek pe:rbankan, jaminan umum tidak member 

kepuasan pada pibak kreditur. Kreditur barn merasa aman jika ada 

benda-benda tertentu yang ditunjuk secara khusus sebagai jaminan 

piutangnya. 

Dari uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa jaminan 

umum mempunyai ciJ'i.-ciri sebagai berikut:11 

i. Para kreditur mempunyai kedudukan yang sama atau 

seimbeag, artinya tidak ada yang leblh didahulukan dalam 

10 Fiieda Husni Hasbullah, Hvfrum Kehendoan Peniota 'Hcl:rhakyang Memberi Jaminatt ', 
(Jakarta: Ind.Hii-Co, 2002), haL 8. 

H Ibid, haL 10. 
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pemenuhan piutangnya dan disebut sebagai kreditur yang 

konkuren. 

ii. Ditinjau dari sudut haknya., pam kreditur konkuren 

mempunyai hak yang bernifitt perorangan, yaitu hak yang 

hanya dapat dipertahankan terhadap orang tertentu. 

iii. Jaminan urnum timbul karena undang-undang. nrrinya 

antara pem pihak tidak diperjanjikan terlebih dahulu. 

Dengan demikiarn para kreditur konkuren secara bersama­

sarna memperoleh jami.nan umum berdasarkan undang­

undang. 

b. Jaminan Khusus 

Untuk mengatasi kelemahan·kelemahan yang ada pada 

jaminan umum. undang-undang memungkinkan diadakannya 

jaminan khusus. Hal ini tersinlt dari Pasal 1132 Kitab Undang­

undang Hokum Per data dalam kalimat •• .... kecuaU diantara para 

kreditur ada alasan·alasan yang sah untuk didahulukan". Dengan 

demikian, Pasal 1132 Kitab Undang-undang Hukum Perdala 

mempunyai sifat yang mengatur/mengisi/melengkapi 

(aarrvul/endrecht) karena para pihak diberi kesempatan untuk 

membuat petjanjian yang menyimpang. Dengan kata lain ada 

kraditur yang diberikan kadudukan yang lobih didahulukan dalam 

pelunasan hulangnya dihanding kreditur-kreditur lainnya. 

Kemudian Pasa! 1133 Kitab Undang-undang Hukum Perdata 

memberikan pemyataan yang lebih tegas lagi, yaitu: "Huk untuk 

didahulukan diantara or•ng-orang berpiutang terbit dari hak 

istimewa, dari gada~ dan dari hipotik". 

Oleb karena itu alasan untuk didahulukan dapat terjadi 

karena ketentuan undang-undang, dapat juga terjadi karena 

diperjanjikan antara debitur dan kreditur. Berdasarkan ketentuan 

undang-undang m!salnya, yang diatur dalam Paso! 1134 Kitab 

Undang·undang Hukum Perdata tentang butang piutang yang 

Urt1versltas Indonesia 

Analisis Terhadap..., Septiani Fitrian, FH UI, 2009



12 

didahuiukan yaitu privilege. sedangkan yang terjadi karena 

perjanjian dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu (i) kreditur dapat 

meminta benda-benda tertentu milik debitur untuk dijadikan 

sebagai jaminan hutang at.au (ii) kreditur meminta bantuan pihak 

ketiga untuk menggantikan kedudukan debitur membayar hutang· 

hutang debitur kepada kreditur apabila debitur !alai membayar 

hutangnya atau wanprestasi. Menjaminkan dengan cara-cara 

tersebut diatas dikenal sebagai jaminan kebendaan dan jaminan 

perorangan. Jaminan kebendaan dapat diiakukan melalui gadai, 

fidusia. hipotik., dan hak tanggungan, sedangkan jaminan 

perorangan dapat dilakukan dapat dilakukan melalui peljanjlan 

penanggungan misalnya borgtocht, gamnsi1 dan 1ain~Jain. 

n.t.2 Jenis.-jeois Jaminan Khos:us 

a. Jaminan Perorangan (Perxonal Guarantee) 

Jaminan perorangan adalah suatu perjanjian antara seorang 

berpiutang atau kreditur dengan seorang ketiga yang menjamin 

dipenuhinya kewajiban-kewajiban si berhutang atau debitur.12 

Dengan demikian jaminan perorangan merupabm: jamlnan yang 

menimbulkan hubungau !angsung dengan orang tertentu atau pihak 

ketiga arunya tidak memberikan hak untuk didahulukan pada 

benda-benda tertentu, karena harta kekayaan pibek ketiga rernebut 

hanyalah merupakan jam.inan bagi terSe)enggaranya suatu 

perikatan seperti borgtocht. 

Penanggungan menurut Pasal 1820 Kilab Undang-undang 

Hukum Perdata adalah: 

Suatu petjanjian dengan mana seorang pihak ketiga, guna 

kepentingan si berhutang, mengikatktm diri untuk 

memenuhi perikatan si berutang, manakala orang ini sendiri 

tidak memenuhinya. 

tz Subekti, Jaminan-jaminan UnJUk Pemberian Kredit Menurur Hlikum Indcnesh;, 
(Bandung; PT Citra Aditya BakU, 1989) hat15. 
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Selanjun1ya Pasat 1822 Kitab Undang-undang Hukum 

Perdata menyatakan: 

L Seorang penanggung tidak dapat mengikatkan diri untuk 

lebih, maupun dengan syarat-syarat yang lebih bera~ 

daripada perikatan si berutang. 

ii. Adapen penanggungan boleh diadakon untuk hanya 

sebagian saja dari utangnya, atau dengan syarat-syarat yang 

kurang. Jika penanggungan diadakan untuk lebih dari 

utangnya, atau dengan syarat-syarat yang lebih berat, maka 

perikatan itu tidak sama sekali batal, melainkan ia adalah 

hanya untuk apa yang diliputi oleh perikatan pokoknya. 

Dengan demikian, untuk jumlah yang karang, maka 

perikatan dapat diJangsungkan; sedangkan apabila lebih besar dari 

jumlah yang ditentukan maka tidak mengakibatkan betalnya 

perikatan karena perikatan itu tetap sah, hanya saja terbatas pada 

jumlah yang Ielah disyaratkan dalarn perikatan pokok. Jikn debitur 

wanprestas4 maka kewajiban mernenuhi prestasi dari si 

penanggung dicantumkan dalam petianjian tambahannya 

(perjanjian accessolr) bukan dalam perja.rUian pokok sebab tujuan 

dan isi penanggungan adalah memberikan jaminan pokok., artinya 

adanya penanggungan tergantung peda perjanjian poknknya. 

Pada dasarnya perjanjian perumggungan adalah perjanjian 

yang bcrsifat accessalr, jadi apabila perjanjian pokoknya batal, 

maka petjanjian penanggungan juga bataL Namun, terhadap sifut 

accessoir ini Kitab Undang-undang Hukum Perdata 

memungkinkan adanya pengecualian. Hal i.ni tercantum dalam 

Pasal 1821 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang 

menyatakan: 

i. Trnda penanggangan jika tidak ada suatu perikatan pokok 

yang sah. 

H. Namun dapat!ah seorang memajukan diri sebagai 

peuanggung untuk suatu perikatan, biarpun perikatan itu 
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dapat dibatalkan dengan suaru tangkisan yang hanya 

mengenat dirinya pribadi si berhutang, misalnya dalam hal 

kebelumdewasaan. 

Dengan demikian petjanjia.n penanggungan tersebut akan 

tetap sah meskipun peljanjian pokoknya dibatalkan sebagai akibat 

dilaksanakan oleh seorang yang belum dewasa. 

Penanggungan utang harus dinyatakan dengan pernyataan 

yang tegas, tidak boleb dipersangkakan serta tidak diperbolehkan 

untuk memperluas penanggungan hingga rne!ehihi ketentuan­

ketentuan yang menjadi syarat sewaktu mengadakannya, demikian 

menurut ketentuan Pasal 1824 Kitab Undang-undang Hukum 

Perdata. Maksud diadakannya pemyataan yang tegas bukanlah 

berarti harus diadaka.n secara tertulis, dapat juga diadakan seca.ra 

Iisan namun hal ini dapat mempersulit kreditur untuk membuktikan 

sampai dimana kesanggupan si penanggung tersebut. SeJain itu 

pemyataan tegas dapat melindungi si penanggung yang 

bersangkutant karena dia tidak dapat diminta pertanggungjawaban 

atas hal-hal lain, selain apa yar.g sudah diperjanjikan. 

Disamping perjanjian perumggungan (borgwcht), contoh 

lain dati jaminan perorangan adaJah perjanjian garnnsi. 

Berdasarkan uraian tersebut diatas,. dapat disimpulkan bahwa ciri~ 

ciri jaminan perorangan ada!ah: 

i. Mempunyai hubungan langsung dengan orang tertentu. 

li. Hanya dapat dipertahankan terhadap debitur tertentu. 

iii. Seluruh harta kek:ayaan debitur menjadi jaminan pelunasan 

hutang, misalnya borgtocht. 

iv. Menimbulkan hak perseorangan yang mengandung asas 

kesamaan atau keseimhangan (konkuren) artinya tidak 

membedakan mana piutang yang terjadi 1ebili dahulu dan 

mana piutang yang teJjadi kemudian. Dengan demilcian 

tidak' mengindahkan urutan tetjadinya karena semua 
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kreditur mempunyai kedudukan yang sama terhadap harta 

kekayaan debitur. 

v. Jika suatu saat teijadi kepaiiitan, maka basil penjualan dari 

benda-benda jaminan dibagi diantara P""' kreditur 

seimbang dengan besamya piutang masing-masing (Pasal 

1136 Kitab Undang-undang Hukem Perdata). 

b. Jaminan kebendaan 

Jaminan kehendaan ialah jaminan yang memberikan kepada 

kreditur atas suatu kebendaan mmk debitur hak untuk 

memanfaatkan benda tersebut jika debitur mela.kukan wanprestasi, 

Benda debitur yang dijamlnkan dapat berupa benda bergerak 

maupun tidak bergerak. Untuk benda bergerak dapat dijarninkan 

dengan gadai dan fidusia, sedangkan untuk benda. tidak bergerak, 

setelah berlakunya Undang*undang Republik Indonesia Nomor 4 

Talmo 1996 tentang Hak Tanggungan alas Tanah beserta Benda· 

benda yang Berkaitan Dengan Tanah hanya dapat dibebankan 

dengan hipotik atas kapal !aut dengan bobot 20 m3 atau lebih dan 

pesawat terbang serta helikopter. Sedangkan untuk tanah beserta 

benda-benda yang berkaitan dengan tanah dapat dibebankan 

dengan hak tanggungan.13 Namun, apabUa yang dijaminkan adalah 

benda bergerak tidak berwujud, yaitu rekening baak dalam hal ini 

rekening penampungan (escrow account) maka lembaga jaminan 

yang dapat digunakan adalab gadai. Hal ini dikarenakan rekaning 

penampungan tidak dapat didaftarkan pada Kantor Pendaftanm 

Fidusia. Karena berdasarkan PasaiiO ayat (I) dan Pasal II ayat (l) 

Undang-undang Nomor 4Z Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, 

honda yang dibebani dengan jamlnan !idusia wajib didaftarkan 

pada Kantor Pendaftaran Fidusia. Pendaftaran pada Kantor 

Pendaftan:m Fidusia berkaitan erat dengan lahimya jaminan fidusia, 

11 Frieda Husni Hasbullsh, Op. cit., haL 16-17. 
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karena berdasarkan Pasal 14 ayat (3) Undang-undang Nomor 42 

Tahun 1999 tentang Jarninan Fidusi~ lahimya jarninan fidusia 

adalah Pl'da tanggal jaminan fidusia dicatat dalam Buku Daftar 

Fidusia. Sehingga apabila suatu benda tidak dapat didaftarkan pada 

Kantor Pendaftaran Fidusia, sama saja dengan tidak tetjadi/muncul 

suatujaminan fidusia. 

Jika dehitur melakukan wanprestasi maka dalam jaminan 

kebendaan, kreditur mempWlyai hak didahulukan (preforent) dalam 

pemenuhan piutangnya diantara kreditur-kreditur lainnya darl hasil 

penjualan harta benda milik: debitur. Dengan demikian jaminan 

k:ebendaan mempunyai ciri-ciri yang berbcda dengan jaminan 

peroangan. 

Ciri-ciri yang dimaksud adalah sebagai berikut: 

1. Merupaka.n hak mutlak (absolute) atas suatu benda. 

ii. Kteditur mempunyai hubungan langsung dengan benda· 

benda tertentu milik kreditur. 

HL Dapat dipertnhankan terhadap tuntutan oleh siapapun. 

iv. Selalu mengikuti bendanya ditangan siapapun benda itu 

berada (droit de suit). 

v. Mengandunf; ;:;.sas prioritas, yaitu ha.k kebendaan yang lebih 

dahulu terjadi akan lebih diutamakan dari!"rla yang terjadi 

kemudian (droit de preference). 

vi. Da!"t diperalihkan seperti hipotik. 

vii. Bentifat perjanjian tambahan (accessoir). 

Jika dibandingkan antara jaminan umum dengan jaminan khusus, 

maka dalam praktek perbankan ternyata jarninan khusus lebih disuka.L 

Dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang 

Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbenkan 

tidak dengan tegas (eksplisit) mensyaratkan suatu jaminan namun secara 

tersirnt (implisit) benk menghendaki adanya suatu jamlnan berdasarkan 
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keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan debitur serta seteiah 

melakukan anaJisis mendaJam atas itikad nasabah debitur. 

Secara. umum jika ditinjau dari sudut tujuan dan manfaat atau 

kegunaan jaminan. maka jarninan khusus mempunyai tujuan tertentu dan 

memberikan manfaat khusus baik bagi debitur maupun bagi kreditur antara 

lain: 

a. Jaminan khusus dapat menjamin teiWlJjudnya peljanj ian pokok 

atau pwjanjian hutang piuta..qg; 

b. Jaminan khusus melindungl kreditur (bank) dari kerugian jika 

debitur wanprestasi; 

c. Menjamin agar kreditur (bank) mendapatkan pelunasan dari benda~ 

benda yang dijaminkan; 

d. Merupakan suatu dorongan bagi debitur agar sungguh-sungguh 

menjalankan usahanya atas biaya yang diberikan kreditur; 

e. Menjamin agar debitur melaksanakan prestasi yang diperjanjikan 

sehingga denga.n stndirinya dapat menjamin bahwa hutang-hutang 

debitur dapat dibayar lunas; 

f. Menjamin debitur (nasabah) berperan serta dalam tnmsaksi yang 

dibiayai pihak kreditur. 

Narnun yang paling penting, agar suatu jaminan dapat digolonikan 

dalam suatu jarninan yang dapat melindungi baik kepentingan debitur 

maupun kreditur, rnaka hams diperhatikan pemenuhan atas kriteria atau 

syarat-syarat jaminan yang baik (ideal) sebagai berikut: 

a. Yang dapat secara mudah membantu perolehan !credit oleh pihak 

yang memerlukannya. 

b. Yang tidak melemahlam potensi (keknatan) si pencari kredit untuk 

melakukan atau meneruskan usa.hanya. 

c. Yang memberikan kepastian kepada si pemberi kredi~ dalam arti 

bahwa barang jaminan setiap waktu tersedia unt.uk dieksekusi, 

yaitu bila perlu dapat mudah diuangk:an untuk rnelunasi utangnya si 

penerima kredit. 
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IL1.3 Pengertian Gadai 

Gadai diatur dalam Bab XX Buku II Kitab Undang-undang Hukum 

Perdata Pasal 1150 Kitab Undang-undang Hukum Perdata sampai dengan 

Pasal 1160 Kitab Undang-undoog Hokum Perdata. 

Karena benda-benda yang digadaiklln menyangkut benda-benda bergerak, 

maka ketentuan pasal-pasa! rersebut dinyatakan masih berlaku. Apa yang 

dimaksud dengan gadai dalam Pasal 1150 Kitab Undang-undang Hokum 

Perdata rnerumuskan sebagai berikut: 

Gadai merupakan suatu hak yang dipero1eh berpiutang atas suatu 

banang bergerak, yang diserabkan kepadanya oleh seorang 

berutang atau orang lain atas namanya, dan yang memberikan 

kekuasaa.n kepada si berpiutang itu untuk mengambil pelun.as.an 

dari barang tersehut secara didahulukan daripada orang-orang 

berpiutang lainnya, kecuali haruslah didahulukan biaya untuk 

melelang barang serta biaya yang telah dikeluarkan untuk 

menyetamatkan bara.ng yang digadaikan terse but. 

Berdas.arkan rurnusan te:rsebut maka gadai pad.a dasarnya ada1ah 

suatu hak jaminan kebendaan atas benda bergerak tertentu milik debitur 

atau seseorang lain dan bertujuan tidak untuk mernberi kenikmatan atas 

benda tersebut meiainkan untuk memberi jaminan bagi pelunasan hutang 

orang yang memberikan jaminan tersebut. 

Dengan demikian benda~benda. itu khusus disediakan bagi 

pelunasan hutang si debitur atau pemilik benda. Bahkan gadai memberi 

hak: untuk didahulukan dalam pelunasan hutang bagi. kreditur tertentu 

setelah ter!ebih dahulu didahuiukan dari biaya untuk le1ang dan biaya 

menyelamalkan barang-barang gndai yang diambi! dari hasil penjua!an 

melalui pelelangan umum atas barang-barang yang digadaikan, serta 

memberi wewenang bagi si kreditur untuk menjual sendiri benda-benda 

yang dijaminkan. 

Sebagai bak kebendaan, hak gadai se1alu mengikuti objek a!l!u 

barang-ba.mng yang digadaiknn dalam tangan siapapun berada. Penerima 

gadal mempunyai hak untuk menuntut kembali barang-barang yang 
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digadaikan yang telah hilang atau dicuri orang dari tangannya dari tangan 

siapapun barang-barang yang dlgadaikan itu ditemukan dalam jangka 

waktu 3 (tiga) tllhun. Hal ini dapat disimpulkan dari ketentuan dalam Pe.sal 

1152 ayat (3) Kitab Undang-undang Hukum Perdata, menyatakan: 

Apabila. namun itu barang te~ebut bHang dari tangan penerima 

gadai ini atau dicuri daripadanya, maka berhaklah ia menuntutnya 

kembali sebagaimana disebutkan dalam Pe.sal 1977 ayat (2) Kitab 

Undang-undang Hukum Perdata, sedangkan apabila barang gada! 

didapatnya kemball, hak gadai dianggap tidak pemah hilang. 

Pasal 1152 ayat {3) Kitab Undang-undang Hukum Perda!B ini 

mencerminkan adanya sifat droit de sulle, karena hak gadai terus 

mengikuti bendanya di tangan siapapun. Demikian juga didalamnya 

terkandung hak menggugat karena penerima gadai berhak menuntut 

kembali barang yang hUang tersebut. 

Gadai diperjanjikan dengan maksud untuk memberikan jaminan 

atas suatu kewajiban prestasi tertentu, yang pada \Jmumnya tidak selatu 

merupakan perjanjian hutang piutang dan karenanya dikatakan, bahwa 

perjanjian gadai mengikuti perjanjian pokoknya atau ia merupakan 

pe;janjian yang bersifar accessoir. Pada prinsipnya (barang} gadai dapat 

dipakai untuk menjamin setiap kewajiban presta.si tertentu. Artinya 

perjanjian (jaminan) gadai hanya akan ada hila sebelumnya telah ada 

parjanjian pokoknya, yaitu parjanjian yang menimbutkan hubangan 

hukum hutang piutang yang dijamin peiunasannya dengan kebendaan 

bargerak, baik kebendaan bergerak berwujud maupun kebendaan bergerak 

tidak berwujud. Tujuan gadai membarikan kepastian hukum yang kuat 

bagi kreditur-kreditur dengan menjamin peiunasan piutangnya dari benda 

yang digadaikan, jika debitur wanpres1asi. 

Dalam rangka mengamanka.n piutang kreditur~ maka secam kbusus 

oleh debitur kepada kreditur disemhkan suatu kebendaan bergemk sebagai 

jaminan pe!unasan hutang debitur, yang menimbulkan hak bagi kreditur 

unluk menaban kebendaan bergerak yang digadaikan tersebut sampai 

dengan pelunasan hul!lng debitur. Dengan demikian, pada daaamya 
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perjanjian gadai akan terjadi bUa barang~barang yang digadaikan berada 

dibawab penguasaan kreditur (penerima gadai) atau atas kesepakatau 

bersama ditunjuk seorang pihak ketiga untuk rnewakilinya. Penguasaan 

kebendaan gadai oJeh penerima gadai tersebut merupakan syarat esensial 

bagi Jahimya gadai. Persyaratan ini selain ditentukan dalam Pasal 1150 

Kitab Undang-undang Hukum Perdata, dalam kata-kata " ..... yang 

dlserahkan kepadanya oleh seorang berutang atau oleh seorang lain atas 

namanya, .... ". selanjutnya ketentuan dalam Pasal 1!52 ayat {1) dan {2) 

Kitab Undang-undang Hukum Perdata menyatakart, sebagai berikut:14 

a. Hak gadai atas benda-benda bergerak dan atas piutang-piutang 

bawa diletakkan dengan membawa barang gadainya dibawah 

kekuasaan si berpiutang atau seorang pihak kedga. tentang siapa 

telab disetujui oleh kedua belah pihak. 

b. Tak sah adalab hak gadai atas segala benda yang dibiarkan tetap 

d3.1am kekuasaan si berutang atau si pemberi gadai, ataupun yang 

kembali atas kemauan si berpiutang. 

Dari ketentuan Pasal 1152 ayat (l) dan {2) Kitab Undang-undang 

Hukum Perdata, untuk terjadinya hak gadai atau sahnya suatu perjanjian 

gadai itu didasarkan kepada penyerahan benda yang digadaikan ke dalam 

penguasaan kreditur afz:l pihak ketiga yang ditunjuk beiSama. Apabila 

benda yang digadaikan tetap berada di taugan debitur (pemberi gadai) 

ataupun dikembalika:n oleh kreditur atas kemauannya, maka hak gadainya 

tidak sah demi hukum. Walaupun kebendaan yang digadaikan berada 

dalam pengaasaan kreditur. namun kreditur (penerirna gadai) tidak boleh 

menikmati atau memanfaatkan kebendaan yang digadaikan tadi, karena 

fungsi gadai {barang yang digadaikan) hanyalah sebagai jaminan 

pelunasan hutang yang jika debitumya wanprestasi dapat diganakan 

sebagai pelunasan hutangnya. Penyerahan benda-benda yang digadaikan 

kepada kreditur dimaksudkan bukan merupakan penyerahan yuridis, bukan 

penyerahan yang mengakibatkan penerima gadai menjadi pemitik dan 

14 Rachmadi lisman, Op. cit., hat !05w 106. 
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karenanya penerima gadai dengan penyerahan tersebut tetap hanya 

berkedudukan sebagai pemegang sajo, tidak akan pemah berdasarkan 

penyerahan seperti itu saja menjadi bezitter daalam arti bezit keperdataan 

(burgerlijk bezit). 15 Disini keadaan kreditur yang piutangnya dijamin1 

terhadap perbuatan debitur terjamin, karena kreditur yang menguasai 

bendanya jaminan.16 

11.1.4 Timbuloya Hak Gadai 

Untuk teijadinya hak gadai, harus memenuhi 2 (dua.) unsur mutlak. yaitu:17 

a. Perjanjian. 

Timbulnya hak gadai pertama-tama karena dipeljanjikan. 

Perjanjian tersebut rnemang dimungkinkan berdasarkan ketentuan 

Pasal 1132 Kitab Undang-undang Hakum Penlata dan dipertegas 

dalom Pasal 1133 Kitab Un<lang-undang Hukum Perdata yang 

menyatakan bahwa hak untuk didahulukan diantara orang--orang 

berpiutang terbit dari hak~hak istimewa. hak gada~ dan hipotik. 

Perjanjian tersebut melibatkan dua pihak yaitu pihak yang 

menggadaikan bamngnya dan disebut pemberl gadai atau debitur 

dan pibak yang menerima jaminan gadai dan dlsebut juga 

penerima/pemegang gadai atau kreditur. Jika ada pibak ketiga dan 

yang b=angkutan memegang benda gadai tersebut alas 

persetujuan pihak pertama dan pihak kedua maka orang itu 

dinamakan pihak ketiga pemegang gadai. Mengenai benluk 

hubungan hukum peQanjlan gadai ini tidak: ditentukan, apakah 

dibuat seeata tertulis ataukab cukup dengan lisan saja; tergantung 

kesepakalan para pihak. Apabila dilakakun secara tertulis, dapat 

dituangkan dalam akta notarls maupen cukup dengan akta di 

bawah Iangan saja. Namun yang terpenting, bahwa peljanjian gadai 

1 ~ J. SatriQ, Op. ~it., hal. 93. 

16 Sulx:kti, Op. cit., hal. 77. 

rr Rachmadi Usman, Op. ell., haL 122. 
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itu dapat dibuktikan adanya. Ketentuan dalam Pasal 1151 Kitab 

Undang-undang Hukum Perdata menyatakan bahwa persetujuan 

gadai dibuktikan dengan segala ala! yang diperbolehkan 

pembuktian persetujuan pokoknya. Berdasarkan ketentuan Pasal 

1151 Kitab Undaag-undang Hukum Perdata tersebut pe~anjian 

gadai tidak dipersyaratkan daiam bentuk tertentu, dapat saja dibuat 

dengan mengikuti bentuk perjanjian pokoknya. yang umumnya 

perja.njian pinjam meminjam uang, peljanjhrn kredit bank. 
pengakuan utang dengan gadai barang. jadi bisa tertulis atau secara 

Jis.an saja. 

Sedangkan objeknya atau benda yang digadaikan itu adalah 

benda bergerak yang menurut kctentuan Pasal il50, Pasal il52 

ayat (I) dan Pasal 1153 Kitab Undang-undang Hukum Perdata 

dapat bnropa benda bergerak berwujud kecuali kapal-kapal yang 

terdaftar pada regisrer kapal, maupun bnnda bergerak tidak 

bnrwujud yang bnrupa hak-hak. 

Menu rut Pllsal 1152 ayat (I) Kitab Undang-undang Hukum 

Perdata, hak: gadai atas benda-benda bergerak dan atas piutang­

piutang kepada pembawa diietakkan dengan rnembawa bamng 

gadainya di bawah kekuasaan si bei-Piutang alau seorang pihak 

ketiga, yang telah disetujui oieh kedua behd! pihak. 

Kemudian Pasal 1153 Kitab Undang-undang Hukum 

Perdata menyatakan bahwa hak gedai atas benda-bnnda bergerak 

yang tak bertubuh. kccuali surat-surn.t tunjuk a.tau surat~sumt bawa. 

diletakkan dengan pembnritahuan perihal penggadaiannya, kepada 

orang terhadap siapa hak yang digadaikan ito harus dilaksanakan. 

Tentang pemberitahuan dan izin si pemberi gadai, orang yang 

bersangkutan dapat meminta suatu bukti tertuJis. 

b. Penyerahan benda yang digadaikan tersebut dari Iangan debitur 

(pemberi gadai) kepada kreditur (penerhna gadai). 

Dengan kata lain, kebendaan gadainya harus bernda di 

bawah pengaasaan kreditur (penerima gadal), sebingga pa~anjian 
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gadai yang tldak dilanjutkan dengan penyerahan benda gadainya 

kepada kreditur, maka hak gadainya diancam tidak sah atau hal 

tersebut bukan suatu gadai, dengan konsekuensi tidak melahirkan 

hak gadai. 

11.1.5 Subjek Hukum Gada! 

Subjek nukum gadai adalah pihak yang ikut serta dalam membentuk 

perjanjian gadai. yaitu: 111 

a. Pihak yang memberikan Jaminan gadai, dinamakan pemberi gadai 

(pandgever); 

b. Pihak yang menerima jaminan gadai, dinamalt.an penerima gadai 

(pandnemer). 

Berhubung kebendaan jaminannya berada dalam tangan atau 

penguasaan kreditur atau pemberi pinjaman, penerima gadai dinamakan 

juga pemegang gadai. Namun atas kesepakatan bersama antara debttur dan 

kreditur, harang·barang yang digadaikan berada atau diserabkan kepada 

pihak ketiga berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1152 ayat (I) Kitab 

Undang·undang Hukum Perdata, maka pihak ketiga tersebut dinamakan 

pula sebagai pihak ketiga pemegang gadai. Berdasarkan Pasal 1156 ayat 

(2) Kitab Undang-undang Hukum Perdata memberikan kemungkinan 

barang yang digadaikan untuk jaminan hutang tidak harus kebendaan 

bergerak. milik, namun bisa juga kebendaan bergerak: rni1ik orang lain yang 

digadai'kan. Dengan kata lain, seseorang bisa saja menggadaikan 

kebendaan bergerak miliknya untuk menjamin hutang orang lain atau 

seseorang dapat mempunyai hutang dengan jamlnan kebendaan bergerak 

milik orang lain. Bila yang memberikan jaminan debitur sendiri, 

dinamakan dengan debitur pemberi gadai atau bila yang memberikan 

jaminan orang lain, maka yang beraangkutan dinamakan dengam pihak 

ketiga pemberl gadai.19 Kiranya perlu dibedakan antara pihak ketiga yang 

l$ }bid, hal. 116. 

1
' J. Satrio, Op. cir,, hal9:0. 

Universitas Indonesia 

Analisis Terhadap..., Septiani Fitrian, FH UI, 2009



24 

memberikan gadai atas nama debitur {PasaJ 1150 Kitab Undang~undang 

Hukum Perdata), dalam hal demikian pemberi gadainya tetap debitur 

sendiri dan dalam hal pihak ketiga memberikan jaminan gadai alas 

namanya sendiri, dalam hal mana ada piliak ketiga pemberi gadai. Adanya 

pihak ketiga sebagai pemberi gadai dapat juga muncul !<arena adanya 

pembelian benda gadai oleh pihak ketiga. Pihak ketiga yang memberikan 

jaminan tersebut disebut pihak ketiga pernberi gadai. Pihak ketiga tersebut 

termasuk orang yang, unruk orang Jain. bertanggung jawab atas suatu 

hutang (orang lain), tetapi tanggung jawabnya banya terbatas sebesar 

benda gadai yang ia berikan. sedangkan untuk sclebihnya menjadi 

tanggungan debitur sendiri. Pihak ketiga pemberi gn.dai tidak mempunyai 

hutang, karenanya ia bukan debitur, maka kreditur tidak mempunyai hak 

tagih kepadanya, namun ia mempunyai tanggung jawab yuridis dengan 

benda gadainya.20 Pada dasarnya pemberi gadai haruslah orang yang 

mempunyai kewenangan atau berwenang untuk melakukan perbuatan 

hukum terhadap kebendaan bergerak yang akan digadaikan. Sebaliknya 

berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1152 ayat (4) Kitab Undang-undang 

Hukum Perdata 1ersebut. walaupun yang meletakkan gadai itu orang yang 

tidak bernrenang, namun hal terse but tidak mengakibatkan perjaqj ian 

gadainya menjadi ca<.a~ hukum, karenanya dapat dlbatalkan atau dltuntut 

pembatalan berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1320 Kitab Undang­

undang Hukum Perdata dan Pasal 1!31 Kitab Undang-undang Hukum 

Perdata, 21 

Ketentuan dalam Pasal 1152 ayat (2) !Gtab Undang-undang 

Hukum Perdata menentukan pengecualian terhadap prinsip orang yang 

berwenang menggadaikan barang gadai~ dengan meuyatakan bahwa 

penerima gadai tidaklah dapat dipertanggungjawabkan alas kebendaan 

gadai yang diterimanya dari pemberi gadai yang tidak berwenang 

menggadaikan barang gadai. Dengan demikian, ketidaktahuan penerirna 

gudai alas kebendaan yang digadaikan oleh orang-orang yang tidal< 

;;o lhid., hal. 90~91. 

21 R.achmadi Usman., Op. dt., hal. 117. 
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berwenang atau berhak menggadaikan barang gadaij hal itu tidak 

menyebabkan peljanjian gadainya menjadi batal atau tidak sah dan dalam 

hal ini penerima gadai tetap dUindungi oleh hukum selama yang 

bersangkutan berilikad baik serta pemilik sejati atau asai tidak dapat 

menuntut barang yang digadaikan itu kembali. Namun sebaHknya, hila 

penerima gadai beritikad tidak baik, yang mendapatkan perlindungan 

hukumnya adalah pemilik sejati atau asalnya dan pemilik sejati atau 

asalnya tersebut dapat menuntut kembaH barang yang dfgadaikan tersebut 

asalkan tidak melebihi batas waktu 3 (tiga) tahun. 

Apa yang dikemukakan dalam Paso! 1154 ayat (4) Kitab Undang­

undang Hukum Perdata sebenamya selarns dengan Pasal 1977 ayat (I) 

Kitab Undang-undang Hukum Perdata, dimana dikatakan secara !ebih 

umurn. bahwa pihak ketiga dengan itikad baik menerima suatu benda 

bergerak tidak atas nama dari seorang beziller. dilindungi oleh hukum. 

Artinya pihak ketiga boleh beranggapaa, bahwa orang yang memegang 

benda bergerak tidak bemama adalah pemilik benda tersebu~ dengan 

konsekuensinya menganggap sebagai orang yang memang berwenang 

untuk mengambil tindakwHindakan bukum atas benda tersebut. Prinsip ini 

diterapkan pula dalam gadai merupakan bal yang logis. Perlindungan patut 

untuk diberikan kepada siapa ~a yang memperoleh suatu hak atas benda 

bergerak tidak bernama,. tennasuk orang yang rnempero[eh hak gadai. 

Sekalipun da!am Pasal 1152 ayat ( 4) Kitab Undang-undang Hukum 

Perdata tidak ade syarat, bahwa penerima gadai harus beritikad baik, 

artinya tidak mengetahui, bahwa pemberi gadai orang yang tidak 

berwenang atas benda tersebut, tetapi pada umumnya diterima adanya 

syarat yang demikian itu. Konsekuensinya kalau seorang peminjam 

menggadaikan barang tersebu~ maka petianjian gadai yang terjadi sah 

dan penerima gadai dilindungi oleh huku~ asal ia bertindnk dengan itikad 

baik (to goeder trouw). Akibatnya pemilik yang sebenamya tidak dapet 

menuntut kembali miliknya (revindikasi). 

Dari ketentuan Pasal 1152 ayat (4) Kltab Undang-undang Hukum 

Perdata yang antara lain menyatakan bahwa ndengan tidak mengurangi 
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hak orang yang kehilangan atau kecurian arang gadai itu. ·untuk menuntut 

kembali". sesungguhnya pemitik barang gadai yang dicuri atau hUang, 

tidak kehilangan haknya untuk menuntut kembali barang gadai tersebut 

dari tangan penerima gadai. 

Apakah penetima gadai boieh menuntut pengembalian lebih tepat 

penggantian uang yang telah penerima gadai pinjamkan kepada debiturnya 

kepada pemilik yang menuntut revindikasi. Apabila pemegang tidak 

bertikad baik (te kwader troew) sudab tentu tldak; tetapi apabila ia 

beritikad baik. undang-undang tidak memberika.n jawaban. Namun, 

terdapat pa.sal yang mengatur ma.~lah yang mirip (t~tapi tidak sama) 

dengan hal tersebu~ yaitn Pasal 1977 ayat (2) Kitab Uadang-undang 

Hukum Perdata dan Pasal 582 Kitab Undang-undang Hukum Perdata. 

Berdasarkan kedua pasa1 tersebut dikatakan bahwa pembeli yang membeli 

barang curian atau barang temuan di tempat wnum dapat menuntut agar 

ua.;g pembeliannya diganti oleh pemilik (yang merendivikasi). Artinya 

pembeii yang beritikad balk dilindungi. sekalipun undang~undang 

mengakui hak pemitik: untuk menuntut kembali barangnya. Karena benda 

gadai tetap miUk pemberi gadai. dan penerima gadai yang hanya 

mempunyai pandbezi't, sebenamya tidak mempunyai kewenangan tindakan 

kepemilikan atasnya, maka penerima gadai tidak mempunyai wewenang 

semacam itu. Namun demikia.n, para pihak diperkenankan untuk 

mempeljanjikan dan biasanya memang mernpeJjanjikan kewenangan 

sernacam itu. Terutama pada penjarnina.n surat-surat berharga (efek-efek), 

janji seperti itu sudah biasa dilakukan. Akan tet.api, dalam Pasal 1152 ayat 

(4) Kitab Undang-undang Hukum Perdata tetap mengakui sahnya gadai, 

sekallpun pemberi gadai tidak berwenang untuk itu. 22 

Pemberi gadai bisa perorangan, persekutuan, atau badan hokum 

yang menyerahkan kebendaan bergerak sebaga.i jaminan atau a.gunan bagi 

pelunasan hutang seseorang atau dirlnya sendiri kepada penerima gadai, 

Demiklan pula penerima gadai. )uga bisa perorangan, persekutuan~ atau 
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badan hukum yang menerima penyerahan kebendaan bergerak sebagai 

jaminan atau agunan bagi peJunasan hutnng yang diberikan kepada 

pemberi gadai olch penerima gadaL L 

11.1.6 Objek Gadai 

Objek gadai adalah benda bergerak berwujudlbern1buh dan benda 

bergerllk tidak berwujud/tak bertubuh. Untuk benda·benda bergerak tidak 

berwujud yang berupa macam~macam hak tagihan~ agar mendapatk:an 

pembayaran sejumJah uangt dapat digunakan surat~surat piutang.24 

Surat-surat piutang yang dimaksud adalah sebagai berikut: 

a. Surat piutang atas nama {vordering op naam), yaitu suratlakta yang 

didaiamnya nama kreditur disebut dengan jelas tanpa tarnbahan 

apa-apa (Pasalll53 Kitab Undang-undang Hukum Perdata) 

b. Surat piutang atas bawalkepada pembawa (vordering aan 

toonderllo bearer), yaitu sumtlakta yang didatamnya nama kreditur 

tidak disebut, atau disebut dengan jelas dalam akta namun dengan 

tambehan kata·kata "atau pembawa" (Pasal 1152 ayat (I) Kitab 

Undang·undang Hukum Perdata. Contoh : cek. 

c. Sl!tat piutang kepada pengganti atau atas tunjuk (vorditring aan 

order). yaitu surat/akta yang didalamnya nama kreditur disebut 

dengan jelas dengan tambahan kata-kata "atau penggantP~ (Pasat 

1152 his Kitab Undang-undang Hukum Perdata). 

II.l.7 Sifat dan Ciri-ciri Bak Gadai 

Berdasarl<an ketentuan dalam Pasal 1150 Kitab Undang-undang 

Hukum Perdata dan paaal-paaa1 lainnya dalam !Gtab Undang-undang 

Hukurn Perdata, dapat disimpulkan sifut dan c1ri--ciri yang melekat pada 

hak gadai sebagai berlkut: 

:u Rachmadi Usma.n, Op. cit., haL 119. 

2<1 Frieda Husni Hasbullah, Op. ell., hat 25. 
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a. Objek atau banmg-barang gadai kebendaa:n yang bergerak, baik 

kebendaan bergerak yang berwujud maupun kebeadaan bergerak 

y!lllg tidak berwujud. 

b. gadai merupakan hak kebendaan alas kebendaan atau bara.ng­

barang yang bergerak milik seseorang, karenanya walaupun 

barang-barang yang digadaikllll tersebet beralih atau dialihka:n 

kepada orang lain, barang-barang yang digadaikan tersebut tetap 

atau terus mengikuti kepada siapapun objek barang-banmg yang 

digadaikan itu berada (droit de suit). Apabila barang-barang yang 

digadaikan hilang atau dicuri orang lain1 maka kreditur penerima 

gadai berhak untuk menuntut kembali. 

c. hak gadai memberika:n keduduka:n diutamakan (droit de 

preference) kepada kreditor penerima gadaL 

d. kebendaan atau barang-banmg yang digadaikan harus betada di 

bawah penguasaan kreditor penerima gadai atau pihak ketiga untuk 

dan atas nama penerima gadai sebagat aldbat adanya syarat 

inbezitstelling. 

Syarat inbezistelling yang dimaksud diatas dapat kita 

simpulka:n dari ketentuan Pasal 1150 dan Pasal 1152 Kitab 

Undang..unl!;:::tg Hukum Perdata dan merupakan syarat utama 

untuk sahnya suatu pcrjanjian gadai, Namun sebelum benda-benda 

diserahkan oleh debitur kepada kreditur. peljanjian gadai akan 

selalu didahuJui dengan suatu perjanjian pok:ok atau perjarijian 

hutang-piutang !<arena tanpa perjanjian pekok, maka perjanjian 

gadai sebagai perjanjian accessoir tidak akan terjadi. 

Kemudian benda yang diserahkan haruslah berupa benda 

bergerak baik itu berwujud maupen tidak berwujud. Sedangkan 

oraug yang menggadaikan atau debitur adalnb onmg yang cakap 

atau berhak melakukllll tindakan hukum. Dengan demikian, orang 

yang masih diba.wah umur, atau yang berada di bawah perwalian 

dan dibawah pengampuan tidak dibenarkan menggadaikan sendiri 
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barang-barangnya. Jika hal tersebut tetap dilakuk.an, maka 

berakibat dapat dimintakan pembataJan. 

e. gadai bersifat accessoir pada perjanjian pokok atau pendahuluan 

tertentu, seperti perjanjian pinjam-meminjam uang, utang-piutang, 

atau perjanjian kredit. Yang dimaksud dengan accessoir, yaitu 

berJakunya hak gadai tergantung pada ada atau tidaknya pedanjian 

pokok atau hutang-piutang, yang artinya jik.a peljanjian hutang­

piutang sah, maka perjanjian gadai sebagai perjanjian tarnbahan 

juga sah. dan seballknya jika perjanjian hutang-piutang tidak san, 

malo! peganjian gadai juga tidak sah. Dengan demikian jik.a 

perjanjian hutang~piutang beralih, maka hak gadai otomatis juga 

beralih; tetapi sebaliknya, bak gadai tak dapat dipindahk.an tanpa 

berpindahnya pe!janjian hutang~piutang. Dan jika karena satu 

alasan tertentu perjanjian gadai batal, maka perjanjian hutang­

piutang masih tetap berlak.a asalkan dibuat secara sah. 

f. gadai mempunyai sifitt tidak dapat dibagi·bagi (ondelbaar), yaitu 

membebani secara utuh objek kebendaan atan barang4>1ll1mg yang 

digadaikan dan setiap bagian daripadanya, dengan ketentuan 

bahwa apabila telah diiMasinya sebagian dari utang yang dijamin. 

maka tidak berart:i terbebasnya pula sebagian kebendaan atau 

barang-bnrang digadaikan dati beban hak gadai, melainkan bak 

gadai itu tetap membebani seluruh objek kebendaan atau barang~ 

barang yang digadaikan untuk sisa utang yang belum dilunasi. 

g. Bnrang yang digadaikan merupakan jaminan bagi pembayaran 

kcmbali hutang debitur kepada kreditur. Jadi barang jaminan tidak 

boleh dipakai, dinikmati apalagi dimiliki; kreditur hanya 

berkedudukan sebagal bauder buk.an sebagai burgerlijlre bezitter. 

ll.l.8 Cara Mengadakan Gadai 

Teljadinya hak gadai tergantang pada benda yang digadaikan 

apakah tergolong benda bergerak yang berwujud ataak.ab benda bergerak 

tidak berwujud. Menurut Pasal liS! Kitab Undang-undang Hnkum 
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Perdata, persetjuan gadai dibuktikan dengan segala alat yang 

diperbolehkan bagi pembuktian persetujuan pekoknya'' 

a. Benda Bergerak Berwujud 

Dalam hal benda yang akan digadaikan merupakan benda berg<:Jak 

berwujud, maka hak gadai dapat teljadi melalui 2 (dua) tahap, 

yaitu: 

i. Pada tahap pertama dilaknkan perjanjian antara para pihak 

yang berisi kesanggupan kreditur untuk meminjamkan 

sejumlah uang kepada debitur dan kesanggupan debitur 

\mtuk menyerahkan sebuahlsejumlah benda bergerak 

sebagai jatninan pelunasan hutang. Disini perjanjian masih 

bersifat ob1igatoir konseusual oleh karena baru meietaklmn 

hak-hak den kewajiban.Jrewajihan pada pam pihak. Karena 

undang-undang tidak mensyaratkan bentuk tertentu mak:a 

peljanjian dapat dilakukan secarn. tertulis artinya dalarn 

bentuk akta otentik: a~u di bawah tangan dan dapat juga 

secara lisan. 

ii. Tahap kedua diadakan petjanjian kebendaan, yaitu kreditur 

menyembkan sejumlah uang kepada debitur, sedangkan 

debitur sebagai pemberi gadai menyembkan benda bergerak 

yang digadaika.n kepada kreditur penerima gadai. 

Penyerahan seca.ra nyata ini mengisyaratkan bahwa secara 

yuridis gadai te!ah terjadi. Jika debitur tidak menyerahkan 

bendanya kepeda kreditur, makn berdasarkan ketentuan 

Pasal 1152 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Perdata. 

gadai tersebut tidak sab, 

b. Benda bergerak tidak berwujud 

n !bid, hal. 2g..34, 
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Jika benda yang akan digadaikan adalah benda bergerak tidak 

berwujud maka tergantung pada bentuk surnt piutang yang 

bersangkutan apakah tergolong pada surat piutang ann toonder, 

aan order, ataukah op naam. Namun teJjadinya hak gadai atas 

surat piutang yang digadaikan itu pada dasamya juga dilakukan 

melalui 2 (dua) !>hap, yaitu: 

i. Gadai piutang kepada pembawa (vordering aan toonder) 

Terjadinya gadai piufllng kepada pembawa adalah sama 

dengan te!jadinya gadai pada benda bargerak yang 

berwujud yaitu me1a1ui tahap~tahap sebagaj berikut~ 

a) para pihak melakukan peljanjian gadai yang dapat 

dilakakan baik seoarn tertulis (otentik) maupun di 

bawah tangan ataupun secliili lisan (Pasal 1151 

Kifllh Undang-undang Hukum Perdata). 

b) menganu pada ketentuan Pasal 1152 ayat (I) Kitab 

Undang-undang Hokum Perdata, hak gadai 

dilakukan dengan menyerahkan surat piutang atas 

bawa kepada penerima gadai atau pihak ketiga yang 

disetujui kedua belah pihak. Surnt piutang ini dibuat 

oleh debitur yang didalamnya. menerangkan bahwa 

debitur mempunyai hut.ang sejumlah uang kepada 

pemegang surat tersebut. Pemegangnya ini berhak 

menagih kepada debitur sejwnlah uang tersebut, 

sambil mengambalikan surat yang bersangkallln 

kepada debitur. Cont<lh: Sertifikat Deposito. 

ii. Gadai piutang atas tunjuk (vordering aan order) 

a) diadakan peljanjian gadai yaitu berupa persetujuan 

persetujuan kehendak untuk mengadakan hak gadai 

yang dinyatakan oleh para pihak. 

b) berdasarlam Pasal 1152 bis Kitab Undang-undang 

Huknm Perdata, hak gadai terhadap sura! piutang 

atas tunjuk dilakukan. dengan endosemen atas nama 
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penedma gadai sekaiigus penyerahan surn.tnya. 

Dengan endosemen. kreditur dimungkinkan untuk 

melakukan hak~hak yang timbul dari surat piutang 

tersebut, sedangkan penerima gadai berhak. rnenagih 

menurut hukum sesuai dengan isi surat piutang itu. 

Endosemen adalah suatu catatan punggung atau 

tulis.an djbalik surat wesel atau cek yang 

mengandung pernyataan penyernhan atau 

pemindahan suatu tagihan wesel atau ceK kepada 

orang lain yang dibubuhi tanda tangan oleh orang 

yang memindahkannya (endossan). Ini berarti 

endosemen merupakan suatu cata.tan yang 

mengesahkan perbuatan penerima gadai. Contoh: 

wesel 

Gadai piutang atas nama (vordering op naam) 

a) pada tahap ini pihak: debitur dan kreditur 

mengadakan petjanjian gadai yang bentuknya harus 

tertulis. Seperti halnya dalam petjanjian surat 

piutang lainnya, pada tahap ini perjanjian masih 

bersifut obligatoir dan konsensuaL 

b) menurut Pasal 1153 Kltab Undang·undang Hukum 

Perdata, hak gadai alas banda·benda bergerak yang 

tidak bertubuh., kecuali sumt-surat 1unjuk ('um 

order) dan surat-surat bawa (aan toonder), 

dilakukan dengan pemberi!ahuan rentang telah 

terjadinya gadai, kepada orang terhadap siapa hak 

yang digadaikan itu harus dilaksanakan. Tentang 

pemberitahuan serta izin oleh si pemberi gadai, 

dapat dimintakan suatu bukti tertulis. 

Dengan demikian dapat di.simpulkan bahwa gndai piutang 

atas nama dilakukan dengan cara pemberltahuan oleh 

pemberi gadai kepa<ia seseorang yang berhutang kepadanya 
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atau debitur bahwa tagihannya terhadap debitur tersebut 

relah digadaikan kepada pihak ketiga. 

ll.1.9 Hak dan Kewajiban Para l'ibak 

1. H.ak dan Kewajiban Pemberi Gadai26 

a. Hak Pemberi Gadai 

L berhak untuk menuntut apabila barang gadai itu telah hilang 

atau mundur sebagai akibat dari kelalaian penerima gadai; 

ii. berhak mendapatkan pemberitahuan terlebih dahulu dari 

penerima gadai apabila barang gadai akan dijual; 

iii. berh'ak mendapatkan kelebiban atas penjualan barang gadai 

setelah dikurangi dengan pelunasan hutangnya; 

iv. berhak mendapatkan kembali barang yang digadaikan 

apabila utangnya dibayar lunas. 

b. Kewajiban Pemberi Gadai 

i. berkewajiban untuk menyerahkan banmg yang 

dipertanggungkan sampai pada waktu hutang diluuasi, beik 

yang mengenai jumlah pokok maupun bunga; 

ii. bertanggung jawab atas pelunasan hutangnya, terutama 

dalam bel penjualan barang yang digadaikan; 

iii. berkewajiban memberikan ganti kerugian atas biaya-biaya 

yang relah dikeluarkan oleh penarima gadai untuk 

menyelamatkan blU11ng yang digadatkan; 

iv. apabiia telah diperjanjikan sebelumnya, pemberi gadai 

barus menerima jlka penerima gadai menggadaikan lagi 

blU11ng yang digadaikan rersebut. 

2. Bak dan Kewajibs.n Penerima Gadai 

a Hak Penerima!Pemegang Gadai (kreditur)27 

16 Rachmadl Usman. Op, cit., hal. 133. 
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i. Hak Parate Eksek:usi dan Preferensi Penerima Gadai 

Seorang kreditur dapat melakukan parate execulie 

(eigenmachlige ver!wop) yaitu menjual atas kekuasaan 

sendiri benda-benda debitur dalam hal debitur lalal atau 

wanprestasi.wewenang yang diberikan kepada kreditur 

untuk mengambil pelunasan piutang dari kekayaan debitur 

tanpa memiliki titel eksekutorial. 

Hal ini rertuang dalam Pasal 1155 ayat {I) Kitab Undang­

und<mg Hukwn Petdata yang berbunyi: 

"Apabila olen para pihak tidak relah dipaljanjikan lain, 

maka si be:rpiutang adalah berbak jika si berutang atau si 

pemberi gadai cidera janji, setelalt tenggang waktu yang 

ditentukan lampau, atau jika tidak telah ditentukan suatu 

tenggang waktu. setelah dilakukannya suatu peringatan 

untuk rnembayar. menyuruh menjual barang gadainya di 

muka umurn rnenurut kebiasaan~kebiasaan setempat serta 

syarat--syarat yang lazim berlaku, dengan maksud untuk 

mengambii pelunasan sejumlah piutangnya beserta bunga 

dan biaya dari pendapatan penjualan tersel:mt". 

Pasal tersebut menunjukkan kepada kita bahwa 

ketentuan Pasal !155 Kitab Undang-undang Hokum 

Perdata merupakan ketentuan yang bersifat menambah 

{aaltVullenrechl), karena para pihak bebas menetapkan lain. 

Dalam nal para pihak tidak menyimpang darl ketentuan 

tersebut, barulah kerentuan Pasal !155 Kitab Undang­

undang Hukum Perdata berlaku. 

Dari ketentuan Pasal 1155 ayat (l) Kitab Undang­

undang Hukum Perdata, pambentuk undang-undang 

memberikan kewenangan kepada kreditur penerima gadai 

untuk melakukan penjualan barang gada! yang diserahkan 

n Ibid, hal. 132~ 142. 
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kepadanya dengan kckuosaan sendiri (parate eksekusi) di 

depan umum (melalui pelelangan umum) menurut 

kebiasaan~kebiasaan setempat serta syarat-syarat yang 

lazim berlaku, apabila debitur pemberi gadai wanprestasi 

atau tidak menepati janji dan dan kewajibannya, guna 

mengambil pelunasan jumlah piutangnya dari pendapatan 

penjua1an benda yang digadaikan tersebut. Dengan 

demikian hak parat:e eksekusi atas barang gadai ini akan 

berlaku bila debitur pemberi gadai benor-benar Ielah 

wanprestasi setelah diberiknn peringatan untuk segera 

membayar atau meiunasi hutangnya.28 

Perlu diperhatikan, bahwa wewenang pamle 

eksekus.i atas barang gadai oleh kreditur penerima gadai 

terjadi dengan sendirinya demi bukum. tidak hams 

dipetjanjikan sebelumnya. Parate eksekusi dalam gadai 

teljadi karena undang~undang, sehingga di antara debitur 

dan kreditur tidak dibaruskan untuk memperjanjikannya, 

namun boleh-bo!eh saja untuk mempertegas adanya 

wewenang parate eksekusi atas barang gadai tersebut 

diperjanjikan pula dalam pemberian gadainyn. 

Kapan rlebitur wanprestasi~ bergantung dari 

perikatannya. Jika perikata.nnya memakai waktu sebagai 

batas akhir, sejak saat lewatnya waktu yang dicantumkan 

debitur wanprestasi. Dalam hal tidak ditetapkan suatu 

tenggang waktu tertentu, tagihan pada asasnya bias dibuat 

matang untuk ditagih dengan men.-sommeer debitur yang 

be~. Dalam praktiknya, sekalipun didalam 

perjanjian hutang piutangnya disebutkan suatu waktu 

terten~ masih juga ditambahkan klausul yang Inengatakan 

bahwa dengan lewatnya jangka waktu yang sudah 
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ditetapkan. maka d.ebitur sudah dianggap wanprestasi. tanpa 

diperlukan lagi adanya tegurnn/peringatan me1alui eksploit 

juru sita atau surat lain semacam itu.29 

Penjualan barang gadai oleh kreditur penerima 

gadai berdasarium parate eksekusi sebagaimana diatur 

dalaro Pasa1 1155 ayat {1) Kitab Undang-undang Hukum 

Perdata, tidak memerlukan bantuan atau perantaraan 

pengadilan. Secara hukum berdasarkan ketentuan dalam 

Pasal 1155 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Perdata, 

kepada kreditur penerima gadai diberikan k.ewena.ngan 

untuk menjuaJ sendiri barang gadai tanpa title eksekutorial, 

sehingga tidak memer1ukan bantuan atau perantaraan 

pengadilan. 

Penerima gadai berdasarkan parata eksekusi 

rnenjual banmg gada~ seakan-akan seperti menjual 

barangnya sendiri. Penerima gadai dengan hak tersebut 

mempunyai sarana pengambilan pelunasan yang 

dipermudah, disederhanakan. Walaupun Pasal 1155 Kitab 

Undang-undang Hukum Perdata merupakan pasal yang 

hersifat mengatur dan para pihak diberikan kebebasan 

untuk mempeljanjikan lai~ tetapi memperjanjikan cam 

penjualan yang Jain daripada penjualan dimuka umum tidak 

diperkenankan, yaitu mempetjanjikan seperti pada waktu 

perjanjian jaminan diberikan. Pembuat undang~undang 

membuat kekhawatiran akan kemungkinan timbuinya 

kerugian yang terlaiu besar bagi debitur melalui 

persengkokolan antara penjuat dengan calon pembelinya. 

Namun~ setelah debitur wanprestasi. para pihak dapat 

mengadakan persetujuan.untuk meqjual benda jaminan di 

bawab tangan. 

%9 J Satrio, Op.cit., hal. 121. 
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Di daJam praktik, kira sering melihat perjanjian 

gadai yang mengandung klausul penjualan, baik di muka 

umum maupun dibawah tangan. Adanya janji seperti ito 

sebenamya tidak dimaksudkan untuk digunakan oleh 

kreditur secara semena-rnena. tetapi mengingat bahwa 

seringkaJi penjualan dibawah tangan memberikan hasU 

yang lebih baik dan ini menguntungkan kedua belah pihak. 

Biasanya dalam penjualan dibawab tangan, lcreditur 

penerima gadai meminta persetujuan dad pemberi gadai. Di 

samping itu~ untuk benda-benda gadai yang mempunyai 

niiai yang kecil saja, sungguh tidak prak.tis dan efisien 

untuk melaksanakan penjualan melalui juru Jelang. Tidak: 

tertutup kemungkinan babwa basil penjualan bisa lebih 

kecil dari biaya lelang. Adar.ya janji untuk menjual di 

bawab langan tidak perlu harus menjadikan klausul 

demikian batal demi hukum, tetapi petjanjian tersebut 

menjadi dapat dibatalkan. Harus dilibat terlebih dahulu, 

apabh terdapat dasar yang patut untuk mencantumkan 

klausul seperti itu. Jika tidak terdapat tuntutan dari pemberi 

gada~ mako boleb dikatakan perlindungan juga tidak 

dibutubkan. 

Penjualan oleh kreditur ata.s benda gadai debitur 

apabila debitur wanprestasi adalah sebagai jaminan 

pelunasan suatu hutang dan dapat dilakukan tanpa 

peranta.raan hakim atau pengadilan atau tanpa suatu title 

eksekutorial. Dalarn gadai hak ini diberikan oleh undang­

undang, sehingga tidak perlu dipeijanjikan."' 

Namun demikian, pasal tersebut diatas membuka 

kemungkinan bagi para pibak untuk mengadakan 

peljMjian. Lain halnya dengan hipotik, karena berdasarlam 

»Frieda Husni Hesbullah,. Op.cir., hat 35. 
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ketentuan Kitab Undang-undang Hukum Perdata pada 

bipotik kreditur juga diberikan hak untuk melakakan parate 

executie tetapi wajib ter1ebih dahulu diperjanjikan antara 

debitur dan kreditur meialui suatu perjanjian yang disebut 

"beding van eigenmachtige verkoop"' yaitu bahwa kreditur 

pemegang hipotik diberlkan hak untuk menjual barang 

tidak bergerak milik debitur atas kekuasaan sendiri jika 

ternyata debitur melakukan wanprestasi. 

Kreditur yang diikat dengan jaminan kebendaan 

merupakan kreditur separatis. yaitu kreditur preferen yang 

tidak kehilangan hak agunan atas kebendaan yang mereka 

miliki terhadap herta debitur yang dinyatakan paHit dan 

haknya untuk didahulukan. Kreditur konkuren saja 

mempunyai hak untuk melakukan sitaan umum terhadap 

harta debitur berdasarkan kepailitan rnaupun gugatan 

perdata biasa. apalagi kreditur penerima gadai yang 

merupakan kreditur separatis sudah dipastikan mempunyai 

hak drm kedudukan yang terkuat untuk didahulukan dalam 

pelunasan piutangnya. Oleh karena itu, adanya kepailitan 

tidak menyebabkun kreditur (penerima gada!) tidak dapat 

mengclcsekusi barang gadainya. Dengan demikian dapat 

dikatakan kedudakan seorang kreditur penerima gadai 

sangat kuat. Kreditur penerima gada! tidak hanya 

berk.edudukan sebagai kreditur prefuren, melainkan juga 

berkedudukan sebagai kreditur dengan hak pamte eksekusi 

dan sekaligus kreditur separatis. 

Secrua kbusus dalam Pasal 1!55 ayat (2) Kitab 

Undang~undang Hukum Perdata diatur mengenai cam. 

cksekusi barang gada! berupa barang-barang perdagangan 

atau surat-surat berharga di pasar modal, Pasal 115:5 ayat 

(2) Kitab Undang-undang Hukum Perdata menyatakan: 
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"Jika barang gadainya terdiri atas barang~barang 

perdaganpgan atau efek-efek yang dapat diperdagangknn di 

pasar atau di bursa, maka penjualannya dapat dilakukan di 

tempat-tempat tersebut, asal dengan perantaraan dna orang 

makelar yang ahli dalam perdagangan barang-barang itu". 

Pasal l 155 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukurn 

Perdata mengatur secara khusus mengenai cam eksekusi 

barang gadai yang rerdiri alas barang-barang perdagangan 

dan sumt-surat berbarga yang diperjualbelikan di pasar 

modal, yaitu penjualannya dilakukan di pasar atau di bursa 

efek di tempat kreditur penerima gadainya bertempat 

tinggal dengan bantua."l perantaraan 2 {dna) orang makelar 

yang rnernang ahli dalarn perdagangan barang-barang 

tersebut Sekalipun penerima gadai bukan pemilik benda 

jarninan (surat·surat berharga) tetapi didalam penjualannya 

di bursa efek, ia Jab yang menyerahkan hak milik atas 

benda-benda jaminan rembut berdasarkan bak kebendaan 

yang dipunyainya kepada pembeli, bukan pemilik yang 

menyernhkan hak miltk suatu benda kepada pembeli dan 

orang tersebut (penerima gadai) me1akukannya tanpa kuasa 

daci pemilit.., sedangkan undang-undang hanya menyatakan 

behwa ia diberikan hak untuk menjual tanpa disinggung 

mengenai kewenangan untuk menyerahkan atau 

mengnperkan hak milik atas barang tersebut. Selain itu, 

penjualan barang gadai dapat pula dilakukan berdasarkan 

keputusan pengadilan dalam rangka mendapalkan harga 

yang lebih baik dibandingkan mela1ui penjualan di muka 

umum. Penjualan barang gadai dengan perantaman hakim 

pengadilan ini diatur dalarn ketentuan Pasal 1156 ayat (l) 

Kitab Undang-undang Hukum Perdata. 

ii. Kreditur berhak menjual benda bergerak milik debitur 

melalui perantaraan hakim dan disebut rr"eel executie. 
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Mengenai hal ini Pasall 156 Kitab Undang-undang Hukum 

Perdata merumuskannnya sebagai berikut: 

'"Bagaimanapun~ apabila si berhutang atau si pemberl gadai 

cidera janjL si berpiutang dapat menuntut di muka hakim 

supaya barang gadai dijual menurut cara yang ditentukan 

oJeh Hakim untuk melunasi utang beserta bunga dan biaya, 

ataupun Hakim atas tuntutan si berpiutang. dapat 

mengabulkan bahwa barang ga.dai akan tetap pada si 

berpiutang untuk suatu jumtah yang akan ditCtapkan dalam 

putusan bingga sebesar utangnya beset1ll bunga dan biaya". 

Jadi dalam rieel executie ini, kreditur dapat 

melakukan tuntutan kepada bakim melalui 2 (dua) earn, 

yaitu: 

a} atas izin hakim, kreditur menjual benda-benda 

debitur untuk mendapatkan peiunasan hutangnya 

ditambah bunga dan biaya-biaya lain. 

b) alas izin hakim, kreditur tetap mcmegang benda 

gadai sarnpai ditetapkan suatu jumlah sebesar 

hutang debitur kepada kreditur ditambab bunga dan 

biaya lain. 

iii. Hak K.reditur Mendapatkan Penggantia.n Biaya Perawatan 

Batang Gadai 

Ketentuan Pasal !157 ayat (2) Kitab Undang-undang 

Hukum Perdata menyatakan: 

Sebaliknya si berutang diwajibkan mengganti 

kepada si berpiutang segala biaya yang berguna dan 

perlu, yang Ielah dikeluarkan oleh pihak yang 

tersebut belakangan ini guna keselamatan barang 

gadainya. 

Sesuai dengan bunyi Pasal 1157 ayat (2) Kitab 

Undang-undang Hukum Perdata tersebut, kreditur 

(penerima gadai) berhak meminta penggantian atas segala 
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biaya yang berguna dan perlu, yang telah dikeluarkan 

k:reditur {penerima gadai) guna memelihara dan merawat 

serta menyelamatkan benda gada! yang bersangkutan. 

Dengan kala lain, kreditur (penerima gadai) dapat menuntut 

debitur (pemberi gadai) untuk memberikan penggantian 

atau pengembalian biaya~biaya yang berguna dan perlu 

yang telah dikeluarkannya dalam rangka merawat dan 

menjaga nUa.l ekonomis dari kebendaan gadai yang 

bersangkutan. 

iv. Hak Krcditur atas Sunga Senda Gadai 

Ketentuan dalam Pasal 1158 Kitab Undang-undang Hukum 

Perdata berbunyi: 

a} BiJa suatu piutang digadaikan, dan piutang ini 

mengbasilkan bunga, maka kreditur boleh 

memperhitungkan bunga itu dengan bunga yang 

terutang padanya. 

b) Bila utang yang dijamin dengan piutang yang 

digadaikan itu tidak menghasilkan bunga, maka 

bunga: yang diterima penerima gadai itu 

dikurangkan dari jumlah pukok utang. 

Serdasarkan ketentuan dalam Pasal 1158 Kitab 

Undang-undang Hukum Perdata, kreditur (penerima gadai) 

mempunyai hak atas bunga. gada~ termasuk dividen atas 

sabem atau obligasi dangan mempemitungkannya dengan 

bunga hutang yang seha!usnya dibayarlcan kepadanya. 

Sebaliknya, apabila piutangnya tidak dibebani dengan 

bunga, maka bunga benda gadai yang diterima lcreditur 

(penerima godai) diknrangkan darl pokok hutang. Disini 

sebenamya krerlitur penerima gadai mempunyai lagi satu 

hak puagambihm pelunasan yang didahulakan, sebab 

dangan hak tersebut ia dapat memperbitungkan basil bunga 

tereebut lebih dahulu dari orang lain. Akan tetapi, 
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wewenang tersebut Udak dapat Jagi diperluas hingga 

meliputi hasil benda gadai. Dikarenakan undang~undang 

tidak rnengatur mengenai hal tersebut. maka 

penyelesaiannya dengan memberikan wewenang kepada 

kreditur pemberi gadai untuk membelinya sendiri atau 

menjua!nya dan memperbitungkannya dengan bunga 

dan/atau uang pinjaman pokok. 

v. Hak. Retentie Penerima Gadai 

Kredltur mempunyal hak retentie yaitu hak kreditur 

untuk menahan benda debjtur sampai debitur membayar 

sepenulmya utang pokok ditambah bungn dan biaya-biaya 

lainnya yang 1elah dikeluarkan oleh kreditur untuk menjaga 

keseiamatan benda gadai. Hal ini sesuai ketentuan Pasal 

1159 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang berbunyi 

sebagai berikut: 

a) Selama penerima gndai itu tidak menyalahgunakan 

barang yang diberikan kepadanya sebagai gadai~ 

debitur tidak berwenang untuk rnenuntut kembali 

barang itu sebelum ia membayar penuh~ baik jumlah 

utang pokok maupun bunga dan biaya utang yang 

dijamin dengan gadai itu. beserta biaya yang 

dikeluarkan untuk penye)amatan barang gadai itu. 

b) Bila antara k:recfrtur dan debitur itu teljadi utang 

kedua, yang diadalrnn antara mereka berdua -lah 

saat pemberian gadai dan dapat ditagih sebelum 

pembayanan utang yang pertama atau pada hari 

pembaya.ran itu sendiri, maka kreditur tidak wajib 

untuk melepaskan banmg gadai itu sebelum ia 

menerima pernbayaran penuh kedua utang itu, 

walaupun tidak diadakan peljanjian untuk 

mengikatkan barang gadai itu bagi pembayaran 

utang yang kedua. 
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Berdasarkan ketentunn dalam Pasal 1159 ayat (!) 

Kitab Undang-undang Hukum Perdata diatas, dapat 

ditafsirkan bahwa kreditur penerima gadai mernpunyai 

kewenangan untuk menaban barang gadai yang teloh 

diserahkannnya sepanjang debitur pemheri gadai belum 

meiunasi utang pokok beserta bunga dan biaya lainnya 

daJam rangka pengurusan barang gadai yang diserahkan 

kepadanya. Sebagai perkeeualian, debi~r pemberi gadai 

dapat menunb.tt pengembalian barnng gadainya yang 

diserahkan kepada kreditur penerima gadai, bila kreditur 

penerima gadai menyalahgunakan benda gadai yang 

diberikan dalam gadai tersebut. Dengan kata Jain, selama 

kreditur penerima gadai tidak menyalahgunakan benda 

gadai yang diserabkan kepadanya, debitur pemberi gadai 

tidak mempunyai wewenang untuk menuntut pengembalian 

harang gadainya sepanjang debittlr pemberi gadai rnasih 

belum melunasi hutang pokok. beserta bunga dan biaya 

Jainnya yang dikeluarkan kredltur penerima gadai daJam 

rangk:a pengurusan dan pemeliharaan barang gadai yang 

diserabkan kepadanya. 

Demikian pula dari ke!entuan Pnsal !!59 ayat (2) 

Kitab Undang-undang Hukum Perdata, dalam bal debitur 

pemberi gadai mempunyai hutang lebih dari satu kepeda 

kreditur penerirna gadai yang sama, satu dianta.rnnya 

hutangnya dapat dilunasi, maka kreditur penerima gadai 

tldak berkewajiban untuk menyerahkan kembali bara.ng 

gadai kapada debitur pemberi gadai, kecuali hutangnya 

telab dilunasi selumhnya. Dengan kata lain, kreditur 

penerima gadai masih rnempunyai hak untuk menahan 

barang gadai, walaupun satu diantara hutangnya Ielah dapat 

dilunasi~ terkecuali semua butangnya k:epada kreditur 

penerima gadai te!ah dilunasi. Dalam hal rnelalui ketentuan 
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Pasal 1159 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Perdata. 

pembentuk undang-undang memberikan hak retensi atas 

benda gadai yang sebelurnnya sudah diserahkan kepada 

kreditur penerima gadai terhadap tagihan-tagihan yang 

dibuat sesudah pemberian gadai pertarna dilakukan. Dad 

ketentuan tersebut keistimewaannya bahwa penerima gadai 

mempunyai hak retentive terhadap barang gadai untuk 

suatu piutang terhadap mana benda gadai tidak secara tegas 

dipetjanjikan, padahal gadai harus diperjanjikan. Dasar 

pikiran pembuat undang-undang. bahwa penerima gadai 

dianggap telah memberikan hutang yang kedua dengan 

pikiran bahwa tagihan yang kadua dengan jaminan yang 

sama. Distni ada keanehan. ka.lau untuk piutang yang 

pertama dipersyaratkan adanya perjanjian gadai secara 

tegas, pada tagihan yang kedua., undang-undang cukup puas 

dengan "a.nggapanu saja. Akan tetapi, kalau kita perhatikan 

kata-kata Pasal1159 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum 

Perdata, disana sebenarnya tidak dikatakan ada gadai lagi 

untuk piutang yang kedua, yang ada diberikannya hak 

retensi atas benda gadai. Karenanya, ia pun tidak. 

mempunyai hak untuk mengambi1 pelunasan lebih dahulu 

atas hasH penjualan untuk Ulgihannya yang kedua. 

Mengingat bahwa agar kreditur penerima gadai d&pa.t 

melaksanakan haknya berdasarkan Pasal 1159 Kitab 

Undang-undang Hukam Perdeta, tagihan yang kadua harus 

sudah matang untuk ditagih, maka kesempatan untuk 

tuntutan kompensasi selalu terbuka dan memang 

dibenadkan, bahkan tetap dapat dibenarkan seandainya ada 

kepailitan. 

b. Kewajiban penerima gadai. 

i. Penerima gadai d[)arang untuk menikmati benda gadai dan 

pemberi gadai berhak untuk menuntut pengembalian benda 
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gadai tersebut dari tangan penerima gadai bila penerima 

gadai menyalahgunakan benda gadai tersebut (Pasal 1159 

ayat (!) Kitab Undang·undang Hukum Perdata). 

ii. Kreditur wajib memberitahu debitur bila benda gadai akan 

dijual selambat-lambatnya pada hari berikutnya apabila ada 

suatu perhubungan pos harian atau suatu perhubungan 

telegrap, atau jika tidak dapat dilakukan, diparbolebkan 

melalui pas yang berangkat pertama (Pasak 1156 ayat (2) 

dan ayat (3) Kitab Undang-undang Hukum Perdata) 

iii. Kreditur bertanggung jawab alas hilangaya atau 

merosotnya niJai benda gadai yang berada daiam 

pengaasannya, jika hak ini diakibatkan karena kelalaian 

penerima g.adai. Dengan kata Jain, kreditur (penerima 

gadal) berkewajiban untuk menjaga dan merawat benda 

gadai agar jangan sampai hilang atau merosotnya benda 

gadai tersebut, kreditur berhak menuntut penggantlan 

biaya~biaya yang diperlukan dalam rangka menjaga dan 

merawat benda ga.dai tersebut kepada debitur (pemberi 

gadai) yang bersangkutan (Pasal 1157 ayat (I) Kitab 

Undang-undang Hokum Perdata) 

iv. K.reditur wajib mengembalikan benda gadai s¢telah hutang 

poko~ bunga, biaya, atau ongkos untuk penyelamatan 

benda yang bersangkutan Ielah dibayar lunas (Pasal 1159 

ayat (I) Kitab Undang-undang Hokum Perdata)." 

v. Penerima gadai berkewajiban memberikan peringatan 

(somasi) kepada pemberi gadai jika yang bersangkutan 

telah lalai memenubi kewajibannya membayar pelunasan 

piutangnya (Pasal 1155 ayat (!) Kitab Undang-undang 

Hukurn Perdata). 

" Frieda Husni Hasbullah, Op. cil., haL 36-:n 
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vi. Penerima gadai berkewajiban pula untuk menyerahkan 

da!W perhitungan basil penjualan benda gadai dan 

sesudahnya penerima gadai dapat mengambil bagian 

jumlah yang merupakan pelunasan piutangnya (Pasal 1155 

ayat (I) Kitab Undang-undang Hukum Perdata)-" 

ll.!.IO Hapusnya Gadai 

Kitab Undang~undang Hukum Perdata tidak mengatur secara 

khusus mengenai sebab-sebab hapus atau berakhimya hak gadai. Namun 

demikian, dari bunyi ketentuan dalam pasal~pasal Kitab Undang-undang 

Hukum Perdata yang mengatur mengenai lembaga hak jaminan gadai 

sebagaimana diatur da!am Pasa! 1150 sampai dengan Paso! 1!60 Kitab 

Undang-undang Hokum Perdata, kita dapat mengetahui sehab-sehab yang 

menjadi dasar bagi hapusnya gadai. yaitu:u 

i. Hapusnya peljanjian pukok atau pe.janjian pendabuluan yang 

dijamin dengan gadai, hal ini sesuai dengan stfat perjanjian 

pemberian jaminan yang merupakan perjanjian accessoir, Artinya, 

ada atau tidakuya huk gadai itu ditentulvm oleh uksistensi 

peljanjian pokok atau pendahuiuannya yang menjadi dasar adanya 

perjanjian pemberian jamirum. Ketentuan dalam Pasa.l J 38 l Kitab 

Undang-undang Hukum Perdata menyebutkan bahwa suatu 

perjanjian (perikatan) bapus kurena alasan-alasan di bawab tn~ 

ya1tu: 

a) pelunasan~ 

b) perjumpaan hutang; 

c) pambabaruan hutang; 

d) pembebasan hutang. 

ii. lepasnya benda yang digadaikan dari penguasaa.n kreditur 

pemegang huk gadai, dikarenakan: 

"Ractunedi Usman, Op, cit,, hal. 142~143. 
" Ibid, haL 144. 
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a) terlepasnya benda ynng digadaikan dari panguasaan 

k.reditur (penerima gadai). Sesuai dengan ketentuan dalam 

Pasal 1152 ayat (3) Kitab Undang-undang Hukum Perdata, 

hal ini tidak berlaku bila barang gadainya hilang atau dicuri 

orang, penerima gadai masih mempunyai hak untuk 

menuntutnya kembaU dan hila barnng gadai dimaksud 

didapatnya kembali, bek gadainya dianggap tidak pamah 

hiiang; 

b) dilepaskannya benda ynng digadaiken oleh panerima gadai 

secara sukarela; 

c) hapusnya benda yang digadaikan. 

iii. terjadinya percampuran1 dimana penerima gadai sekaligus juga 

menjadi pemilik barang yang digadaikan tersebut 

lV. terjadinya penyalahgunaan bBrang gadai oleb kreditur (penerima 

gadai) (Pasalll59 Kitab Undang-undang Hukum Perdata) 

ILl.ll Lanmgan untuk Meujanjikan Klausul Mi1ik Beding dalam Perj.anjian 

Gadai 

Dalam perjanjian gadai, janji yang memberlk:an kewenangan 

kepada penerima gadai untuk memiliki kebendaan bergerak yang 

digadaikan secara serta merta bila debitur pemberi gadai wanprestasi tidak 

diperkenankan atau dilarang untuk diperjanjikan. Apabila klausul milik 

beding ini diperjanjikan, maka k1ausul tersebut dianggap batal demi 

hukum. 

Bertalian dengan larangan menjanjiken klausul milik beding dalam 

peljllf!iian gadai, kelentuan Pasal 1154 Kitab Undang-undang Hukum 

J>erdata menyatakan: 

1. Apabila pihak berutang atau pemberi gadai tidak memenuhi 

kewajiben-kewaj ibannya, maka tidak diperkenankanlah pihak yang 

berpiutang memilikl barang yang digadaikan. 

2. Segalajanji ynng bertentangan dengan ini adalah beta!. 
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Dari perumusan ketentuan dalam Pasai 1154 Kitab Undang-undang 

Hukum Perdata, dapat dikelllhui para pihak dilamng atau tidak 

diperkenankan untuk memperjanjikan klausi.Jl milik beding da1am 

perjanjian gadainya. Apabila hal ini sampai terjadi~ dimana pemberi gadai 

tidak: memenuhl kewajiban-kewajibannya, atau wanpresta.si sebagaimana 

disyaratkan dalam perjanjian gadainya. maka klausul milik beding yang 

demikian batal demi hukum. Ketentuan yang melarang adanya klaustJI 

rnilik beding ini dalarn rangka rneHndungi kepentingan debitur dan 

pemberi gadai, terutama bila nifai kebendaan bergerak Yang digadaikannya 

melebihi besamya hutang yang dijamin, sehlngga terdapat sisa 

pembayaran dari hasH penjualan barang gadai tersebut dapat dlkembalikan 

atau disernhkan kepada debitur dan pemberi gadai yang bersangkutan. 

Waiaupun demikian, tidaklah dilarang bagi kreditur penerima gadai untuk 

ikut serta sebagai pembeli benda yang digadaikan kepadanya tadi» asalkan 

dilakukan melalui pelelangan umum.J4 

Logika larangan ini dikarenakan barang yang diserahkan kepada 

kreditur sebagai jaminan untuk pelunasan hutang. buka.n untuk dimiliki 

atau dialihkan haknya. Pelunasan hutang dilakukan dengan cara meJelang 

barang yang dijaminkan. Sekaligus pula melindungi kepentingan para 

pern:rJam uang yang pada. umumnya. berada dalam posisi yang sangat 

lemah, sehingga persyaratan yang berat pun seringkali barus diterima. 

Larangan dalam ketentuan Pasal 1154 Kitab Undang-undang Hukum 

Perdatn tersebut, larangan untuk memperjanjikan :sebelumnya, sebelum 

debitur wanprestasj, bahwa dalam hal debitur wanprestasi~ benda gadai 

akan menjadi miHk kreditur. Membuat persetujuan anta.ra kreditur dan 

debitur pemberi gadai, sesudah adanya wanprestasi, bahwa kreditur skan 

mengalihkan benda. gadai dengan imbangan peluna.san hutang debitur, 

tidak diiarang. Kekhawatiran yang menimbulkan Jarangan Pasa1 1154 

Kitab Undang-undang Hukum Perdata sudah tidak ada!agi. " 

34 Ibid, hal. 132. 

J~l. Satrio, Op. cit.. hat 116. 
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ll.2 Tinjauan Teoritis Ketentuan Pelaksanaan Lelang Eksekusi Terbadap 

Pemberiab Jaminan Gadai Atas Wanprestasi Terbadap Perjanjian 

Kredit 

ll.2.1 Timbu1nya Hak Penerima Gadai Melakukan Eksekusl 

Mengenai dasar alasan penerima gadai melakukan eksekusi, diatur dalam 

Pasal1!55 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, yaitu:" 

I. Debitur cidera janji melaksanakan kewajibannya daiam tenggang 

waktu yang ditentukan dalarn Perjanjian; atau 

2. Apabila tenggang waktu pemenuhan kewajiban tidak ditentukan 

dalam petjanjian. debitur dianggap melakukan cidera janji 

memenuhi kewajibannya setelah ada peringatan untuk membayar. 

Demikian pedoman menentukan cidera janji yang diatur dalam Pasa1 1155 

Kitab Undang~undang Hukum Perdata tersebut. Apabila ketentuan ini 

terpenuhi1 barulah timbul hak penerima gadai meJakukan eksekusi. 

n.2.2 Tata Cara Eksekusi 

Mempematikan ketentuan Pasal 1155 Kitab Undang--undang 

Hukum Perdeta dan Pasal 1156 Kitah Undang-undang Hukum Perdata 

mengenai pelaksanaan eksekusi atas barang gadai, telah ditentukan dengan 

cam dan bentuk tertentu.37 

1. Menjual Bamng Gadai di Muka Umum 

Cora ini merupakan ketentuan dasar atas eksektrsi barang gadai: 

a. penjua1an dilakukan di muka umum; 

b. cara penjuatan. rnenurut kebiasaan setepat; 

c. sesuai dengan syarat-syarat yang la1jm berlaku; 

d. dari basil penjualan. kreditur mengambil pelunasan 

meliputi: 

i. jumlah utang pokok; 

36 Yahya Harabap. Op. cit .• haL 218, 

3
' lbid 
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ii. bunga~ 

iii. biaya yang timbul dari penjualan. 

Mernang benar Pasal 1155 Kitab Undang-undang Hukurn Perdata 

memberi hak. parote eksekusi dengan •1Hak Menjual atas Kuasa 

Sendiri" (rechts van eigenmachtige verlroop. the right to sale} 

objek barang gadai i<epada penerima gadai, narnun Pasal 1155 ayat 

(1) Kitab Undang-undang Hukum Perdata mengatur prlnsip-prinsip 

pokok, yaitu: 

a. penjualan barang gadai harus dilakukan di muka umum 

melalui penjualan lelang; 

b. ketentuac pokok penjua1an barang gadai di muka umum 

bersifat "mandat memaksa" a:tau mandatory instruction 

yang diberikan undang-undang kepada penerima gadai 

lkreditur dalam kedudokan eigenmachtige ver!wop 

berdasarkan Pasal !155 ayat (!) Killlb Undang-undang 

Hui<urn Perdata. 

Ketentuan mengenai proses pelaksanaan lelang eksekusi diatur 

da1am Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 401PMK.0712006 

tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang yang telah diubah dengan 

Peraturan Meoteri Keuangan Nornor 1501PMK.06/2007 tenlllng 

Perubahan Pertama atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 

401PMK.07/2006 tentmg Petunjui< Pelaksanaan Lelang dan 

Peraturan Menteri Keuangan Nomnr: 611PMK.06/2008 tenlllng 

Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Noroor: 

401PMK.07/2006 tenlllng Petunjuk Pelaksanaan Lelang dan 

Peraturan Ditektur Jenderal Piutang dan Lelang Negara Nomor: 

PER-02/PL/2006 tentmg Petunjui< Teknis Pelaksanaan Lelang. 

Kemudian, berdasatkan peraturan~peraturan tersebut di atas 

maka ketentuan proses pe1aksanaan Jelang eksekusi adalah 

sebagai berii<ut 

a. Permohonan Lelang 
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i. Setiap pelaksanaan lelang harus dilakukan oleh 

dan/alau dihadapan Pejabat Lelang kecuali ditentukan 

lain oleh peratunm penmdang-undangan. 

ii. Pelelangan yang telab dilaksanakan sesuai dengan 

ketentuan yang lanlaku tidak dapat dibaralkan. 

iii. Lelang pertama harus diikuti oleh paling sedikit 2 

( dua) peserta I clang. Lelang ulang dapat dilaksanakan 

dengan diikuti oleh I (satu) orang peserta !clang. 

iv. Penjual yang bennaksud melakukan penjualan secara 

!clang mengajukan surat penoohonan lelang secara 

tertulis kepada Kopala KP2LN atau Pernirnpin Balai 

Lelang disertai dangan dokumen persyl1111lan !clang 

yang bersifat umum dan khusus. 

v. Dalam hal lelang sebagaimana dimaksud pad.a ayat 

(!) berupa Lelang Ekselrusi Panitia Urusan Piulang 

Negara, sural pennohonan. diajukan dahun bentuk 

Nota Dinas oleh Kepala Seksi Piutang Negara 

KP2LN kepada Kepala KP2LN. 

vi. Surat pennohonan kepada Pemimpin Balai Lelang 

sebagaimana dimaksud pada angka (iv) diteruskan 

kepada Pejabat Lelang Kelas ll atau kepada Kepaia 

KP2LN untuk dimintakan jadwal pelaksanaan 

lelangnya. 

vii. KP2LN/Kantor Pejalan Lelang Kelas II tidak boleh 

menolak pennohonan lelang yang diajukan 

kepadanya sepanjang dokumen persyaratao lelang 

sudah lengkap dan telah memenubi legalitas subjek 

dan objek lelang. 

b. Penjuai/Pemi!ik Barang 

i. Penjuai/Pemilik Bamng bertanggung jawab 

terhadap keabsahan barang, dokumen persyaratan 
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leiang dan penggunaan Jasa Lelang oleh Balai 

Lelang. 

ii. Penjual bertanggungjawab atas tuntutan ganti rugi 

terhadap kerugian yang timbul karena 

ketidakabsahan barang, dokumen persyaratan lelang 

dan penggunaan Jasa Lelang olell Balai Lelang. 

Ui. Dalam hal yang dUelang barang bergerak, 

Penjual/Pemilik Barang wajib menguasai fisik 

barang bergerak yang akan dilelang. 

iv. Penjual/Pemi1ik Barang wajib memperlihatkan atau 

menyerahkan a.sli dokumen kepemi!ikan kepada 

Pejabet Lelang paling lambat I (salu) beri kelja 

sebelum pelaksanaan lelang. kecuali Lelang 

Eksekusi yang menurut peraturan perundang­

undangan tetap dapat dilaksanakan meskipun asli 

dokumen kepemilikannya tidak dikna.sai oleh 

Penjual. 

v. Dalarn hal Penjuai/Pemilik Barang menyerahkan 

asli dokumen kepemilikan sebagaimana dimaksud 

pada ayat (I) kepada Pejabet Lelang, Pejabet Lelang 

wajib memperlihatkannya kepada Peserta Lelang 

sebelum/peda saat lelang dimulaL 

vi. Da!am hal Penjuai!Pemilik Barang tidak 

menyerahkan asli dukumen kepemilikan 

sebagaimana dimaksud pada ayat {1) kepada Pejabat 

Lelang, Penjua1 wajib memperlihatkannya kepada 

Peserta Lelang sebelum/pada saat lelang dimulaL 

c. Tempat Pelaksanaan Lelang 

L Tempat pelaksanaan lelang harus di wileyab kelja 

KP2LN atau wilayab jabatan Pejabat Lelang Kelas II 

tempe! berang berada. 
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ii. Tempat pelaksanaan lelang ditetapkan olab Kepala 

KP2LN atau Pejabat Lelang Kelas II. 

iii, Pengecualian terbadap ketentuan sebagaimana 

dimal<sud pada engka (i) kanya dapat dilaksanakan 

setelah mendapat per.;etujuan dati pejabat yang 

berwenang, kecuali ditentukan lain oleh pemturan 

perundangan yang berlaku. 

iv. Persetujuan sebagaimana dimaksud pada angka (iii) 

d ikeluarkan olen: 

a) Direktur Jenderal atau Pejabat yang dilunjuk 

untuk kanmg-barang yang berada dalam 

wilayeh antar Kantor Wilayah DJPLN; atau 

b) Kepala Kantor Wilayah DJPLN setempat 

untuk kanmg-'barnng yang berada dalam 

wllayah Kantor Wilayah DJPLN setempaL 

v. Permohonan persetujuan pelaksanaan lelang atas 

bemng yang berada di Juar wilayah kerja KP2LN atau 

di luar wilayah jabalan Pejabat Lelang Kelas ll 

diajukan oleh Penjual dan ditujukan keparla Pejabat 

sebagaimanadimal<sud pooa angka (iv). 

vi. Sura! per.;etujuan sebagaimana dimal<sud pada angka 

(iv) dilampi.-kan pada Surat Pennohonan Lelang. 

vii. Terhadap Lelaag Eksekusi. KP2LN dapat 

meusyamlkan kepada Penjual untuk menggunakan 

tempat dan fusilitas lelang yang disediakan olah 

DJPLN. 

d. Waktu Lelang 

i. Waktu pelaksanaan lelang ditetapkan oleh Kopala 

KP2LN atau Pejabat Lelang Kelas ll. 

ii. Waktu pelaksanaan !clang sebagaimana dimal<sud 

pada angka (i) dilakakan parla jam dan hari kerja 

KP2LN, kanuali WJ!uk Lelang Non Eksekani 
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Sukarela, dapat dilaksan.akan di luar jam dan hari 

keija dengan persetujuan tertulis Kepala Kantor 

Wilayah setempat. 

iii. Surat persetujuan sebagaiinana dimaksud pada angka 

(ii) dilampirkan pada Surnt Permohonan !.elang. 

e. Uang Jamlnan Penawaran LeJang 

i. Untuk dapat menjadi peserta lelang, setiap peserta 

hams: menyetor UangJaminan Penawaran Lelang. 

ii. Dalam pelaksanaan !clang kayo dan basil hutan 

lainnya dari tangan pertama, Lelang Non Eksekusi 

Sukarela eks Kedutaa:n Besar Asing di Indonesia 

dan Lelang Non Eksekusi Sukarela barnng bergerak 

pada Kawasan Berikai/Gudang Berikat (Bonded 

Zone/Bonded Warehouse). Penjua1 dapat 

mengharuskan at.au tidak mengharuskan adanya 

Uang Jaminan Penawaran Lelang. 

iii. Da1am ha1 Penjual/Pemillk Barang menentukan 

adanya Ua~~g Jw:ninan Penawarnn Lelang 

sebagaimana dimaksud pada angka (i) pengaturan 

Uang Jaminan Penawaran Lelang adalah sebagai 

hatikut: 

a) untuk lelang yang diselenggarakan oleh 

KP2LN disetor ke KP2LN; 

b) untuk lelang yang diselenggarakan oleh 

Ba1ai Lelang disetor ke Balai Lelang, kecuali 

dalam hal lelang tersebut dilaksanakan oleh 

Pejabat Lelang Kelas I, disetorkan ke 

KP2LN; 

c) besarnya Uang Jaminan Penawaran Lelang 

paling sedikit 20% (dua puluh persen) dan 

paling hanyak SO"A. (lima puluh persen) dari 

perlciraan Harga Limit; 
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d) dalam pelaksanaan Lelang Eksekusi, I (satu) 

penyetoran Uang Jaminan Penawaran 

Lelang hanya beriaku untuk I (satu) barang 

atau paket barang yang dilelang; 

e) dalam hal tldak ada Harga Limit, besaran 

Uang Jarninan Penawaran Lelang ditetapkan 

sesuai kehendak Penjual. 

iv. Dalam hal peserta Lelang tidak ditunjuk sehagai 

Pembel~ Uang Jaminan Penawamn Lelang yang 

telah diseterkan akan dikembalikan selurubnya 

tanpa potongan. 

v. Pengembalian Uang Jaminan Penawaran Lelang 

paling lambat I (sa'lu) harl kerja sejak dlterimanya 

permintaan pengembalian dari Peserta Lelang 

dengan diiampiri bukti setor, fotokopi identitas atau 

dokumen pendukung Lainnya. 

vi. Uang Jaminan Penawaran Lelang dari Peserta 

Lelang yang ditunjuk sebagai Pembe!i, akan 

diperhitungkan dengan pelunasan seluruh 

kewajibannya sesuai dengan ketentuan lelang. 

vii. Dalam hallelang diselenggarakan oleh KP2LN atau 

Balai Lelang beketjasama dengan Pqahat Lelang 

Kolas I, apabila Pembeli tidak melunasi pemhayaran 

Harga Lelang sesuai ketenlllan (wanprestasi), Uang 

Jaminan Penawaran Lelang disetorkan seluruhnya 

ke Kas Negara sebagai Pendapatan Jasa II Lainnya 

dalam waktu I (satu) hari kelja setelah pemhatalan 

penunjukan Pembeli oleh Pejabat Lelang. 

viii. Pada lelang yang diselenggamkan Balai Lelang 

bekorjasama dengan Pejahat Lelang Kelas II, 

opabila Pembeli ridak melunasi pembayaran Harga 

Lelang sesuai ketentuan (wanprestasi), Uang 
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Jarninan Penawaran Lelang menjadi milik Pemiiik: 

Barang dan/atau Balai Lelang sesuai kesepakatan 

antarn Pemilik Barang dan Balai Lelang. 

ix. Uang Jaminan Penawaran I..elang disetor oleh 

Peserta Lelang melalui rekening sesuai dengan 

pengumuman Jelang atau tunai/carh secarn langsung 

kepada Bendalwa Penerima KP2LN/Pejabat 

Lelang. 

x. Uang Jaminan Penawaran 'I.elang yang disetor ke 

rekening KP2LN atau Balai Lelang, paling lambat 1 

(satu) bari keJja sebalum pelaksanaan lelang barus 

sudah diterima efektif pada rekening tersebut 

xi. LeJang dengan Uang Jaminan Penawaran Lelang 

paling banyak Rp 20.000.000,- (dua pulub juta 

rupiah) dapat disetorkan secara tunaifcash secara 

langsung kepada Bendaharawan Penerima 

KP2LN/Pejabat Lelang paling lambat sebalum 

pelaksanaan lelang. 

xii. Lelang dengan Uang Jaminan Penawaran Lelang di 

atas Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) barns 

disetorkan secara tunaifcash melalui rekening 

sebagaimana dimaksud pad a angka (x). 

f. Pengumuman I..elang 

i. Penjualan seca.ra lelang wajib didahului dengan 

Pengumuman Lelang yang dilakukan oleb PenjuaL 

ii. Pengumuman Lelang untuk Lelang Eksekusi 

terbadap barnng bergerak dilakukan I (satu) kali 

melalui sural kabar harlan berselang 6 (enam) hari 

sebalum pelaksanaan Jelang, kecuali untuk benda 

yang lekas rusak atau yllng membabayakan atau 

jika biaya penyimpanan benda tersebut terlalu 

tinggi, dapat dilalrukan kurnng dari 6 (enam) hari 
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tetapi tidak boleh kurang dari 2 (dua) hari keJja, dan 

khusus untuk lkan dan sejenisnya tidak boleh 

kurang dari 1 (satu) hari kelja. 

g, Harga Limit 

1. Pada setiap pelaksanaan lelang, Penjual waj ib 

menetapkan Harga Limit berdasru:kan pendakatan 

penilaian yang dapat dipertanggungjawabkan, 

kecuali pada pelaksanaan Lelang Non Eksekasi 

Sukarela barang bergerak, Penjualll'emilik Barang 

dapat tidak mensyaratkan adanya Ha.rga Limit~ 

ii. Terhadap Lelang Non Eksekusi Sukarela barang 

milik perorangan. kelompok masyarakat atau badan 

swasta. penetapan Harga Limit scbagairnana 

dimaksud pada angka (i) ditetapkan oleh Pemllik 

Bamng. 

iii. Selain lelang yang dimaksud pada angka (iii) 

penetapan Harga Limit harus didasarkan pada 

penilaian oleh Penilai Independen yang telah 

mempunyai Surat Izin Usaha Perusahaan Jasa 

Penilai (SIUPP) dan Ielah terdaflar pada 

Departemen Keuangan sesuai peraturan perundang~ 

undangan, yaitu terhadap barang yang mempunyai 

nilal paling sedikit Rp5.000.000.000,00 (lima milyar 

rupiah) atau mempunyai karnkteristik uniklspesifik 

antara lain: 

a) Bandar Udarn!Airport; 

b) Pelabuhan Laut/Dermaga; 

c) Pembangkit Lislrik; 

d) Hotel berbintang; 

e) Lapangan Golf, 

t) Pusat Perbebmjaan!Shopping Complex; 

g) Pabrik!Kilang; 
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h) Rumah Sakit; 

i) Stadion/Kompleks Olah Raga; 

j) Apartemen; 

k) Oedung bertingkat tinggi (4 lantai ke 

atas)/High Rise Building: 

l) Pertambengan, perikarum, perkebunan, 

perhutanan; 

m) Batu penna.taj atau 

n) Intangible Assets (Saham, Obllgasi~ 

Reksadana,GoodwiiV. 

Penetapan Harga Limit terhadap 

yang nilainya diperlcirakan 

barang-berang 

kurang dori 

Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah), bersifat 

umum, dan/atau tidak tennasuk barang sebagaimana 

dimaksud pada angka (iv), didasarl<an pada 

penilaian yang dilakukan oleh Penilai Internal 

sesuai peraturan perundang-undangan dengan 

memperhatikan antara lain: 

a) Nilai Pasar; 

b) Nilai Jual Objek !'!ljak dori Pajak Bumi dan 

Bangunan (NJOP PBB), da!am hal barang 

)'llllg akan dilelang berupa tanah daniatau 

ban gun an; 

c) Nilai!Harga yang ditetapkan oleh instansi 

yang berwenang; 

d) Risiko Penjualan melalui lelang seperti: Bea 

Lelang, panyusutan, penguasaan, caza 

pembayaran. 

v. Dalam hal palaksanaan Lelang Eksekusi, Harga 

Limit serendah-rendahnya ditetapkan sama dengan 

Nilai Likuidasi (Forced Sak Value). 
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vi. Dalam hal pelaksanaan Lelang Ulang. Harga Limit 

pada lelang sebelumnya dapat diubah oleb Penjual 

dengan menyehutkan alasannya sesuai peraturan 

perundang-undangan, 

vii. Penetapan Harga Limit menjadi tanggung jawab 

Penjuai/Pemilik Barang. 

viii. Harga Limit dapat bersifat terbukaltidak mhasia atau 

dapat bersifat tertutuplrahasia sesuai ke:inginan 

Penjual/PemiJik Barang. 

ix. Dalam hal Harga Limit bersifat terbukaltidak 

rabasia, Harga Limit diumumkan dalam 

Pcngumuman Lelang atau diumumkan dalam 

brosurl/e'!flet/selebaran/daftar barang yang harus 

dibagilren kepada Peserta Lelang/umum oleh 

Penjuai/Pemilik Banmg sebelum pelaksanaan 

!elan g. 

x. Dalam hal Harga Limit bersifat tertutup/rnhasia, 

Harga Limit diserahlcan oleh PenjualfPemilik 

Barnng kepada Pejabat Lelang dalam amplop 

tertutup paling lambat pada saat akan dimulainya 

pelaksanaan !clang. 

xi. Dalam pelaksanaan Lelang llksekusi dan Lelang 

Non Eksekusi Wajib, Harga Limit bersifut 

ll>rbukaltidak rnhasia dan harus dicantumkan dalam 

Pengumuman Lelang. 

xii. Dalam hal Lelang Non Eksekusi Wajib berupa kayu 

dan basil hutan lebmya dari tangan pertama, Harga 

Limn bersifat terbukaltidak rnhasia tidak barus 

dicantumkan dalam Pengumuman Lelang. 

xiii. Bukti penetapan Harga Limit diserahkan oleh 

Penjuai/Pemilik Barang kepada Pejebet Lelang 
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paling lambat pada saat akan dimu1ainya 

pelaksanaan lelang. 

h. Penawaran Lelang 

i. Penawaran lelang dapat dilakukan langsung 

danfatau tidak langsung dengan cara: 

a) lisan, semakin meningkat atau menurun; 

b) tertulis; atau 

c) tertulis dilanjutkan dcngan lisan, dalam hal 

penawaran tertin&gi be!um mencapai Harga 

Limit. 

ii. Pada lelang dengan penawaran lelang yang 

dilaksanakan secara langsung. semua Peserta Lelang 

yang sah atau kuasanya pada saat mengajukan 

penawaran harus had:ir di tempat pelaksanaan 

lelang. 

iii. Dalam hal Penawaran lelang dilakukan langsung 

secara lisan, Peserta Lelang mengajukan penawaran 

dengan lisan. 

iv. Dalarn hal Penawaran ielang diiakukan langsung 

secara tertulis. Peserta Lelang mengajukan 

penawaran dengan surat penawaran. 

v. Pada lelang dengan Penawaran Jelang yang 

dilak.sanakan tidak langsung, semua Pesert.a Lelang 

yang sah atau kuasanya saat mengajukan penawru:an 

tidak diwajibkan hadir di tempat pelaksanaan lelang 

dan penawarannya dilakukan dengan menggunakan 

TeknoJogi Infonnasi dan Komunikasi 

vi. Dalam hal penawaran lelang dilakukan tidak 

Jangsung secara Jisan, Peserta Lelang mengajukan 

penawaran dengan menggunakan media audio 

visual dan telepon. 
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vii. Oalam hai penawaran lelang dilakukan tidak 

langsung secara tertuHs. Peserta Lelang mengajukan 

penawaran dengan menggunakan Teknologi 

Jnformasi dan Kornunikasi a.ntara lain, LAN (local 

area network). Intranet. Internet. pesan singkat 

(short message service/SMS) dan faksimili. 

viii. Penawaran Harga Leiang yang telah disarnpaikan 

oleh Pesena Lelang kepada Pejabat Lelang tidak 

dapat diuhah atau dibatalkan oleh Peserta Lelang. 

i.x. Penawaran Lelang dalam LeJang Ek.sekusi harus 

dilakukan secara fangsung. 

i. Larangan 

L Pejabat Lelang; Penjuai. Pemandu Lelang; Hakim, 

Jaksa, Panit<:ra, Juru Sita, Pengacara/Advoka4 

Notaris, PPAT, Penilai, Pegawai DJPLN, Pegawai 

Balai Lelang dan Pegawai l(antor Pejabat Lelang 

l(elas II yang terkait langsung dengan proses lelang 

dilarn.ng menjadi P.embeli. 

n. Selain pihak-pihak yang dimaksud pada angka (i) 

pada pelaksanaan Lelang Eksekusi, pihak 

tereksekusi!debitor/tergugatiterpidana yang terkait 

dengan lelang dilarang menjadi Pembeli. 

j. Risalah Lelang 

1. Terbadap setiap pelaksanaan lelang Pejabat Lelang 

membuat Risalah Lelang. 

ii. Pihak yang berkepentingan dapat memperoleh 

l(utipan/Salimm/Grosse yang ot<:ntik dari MlnU1a 

Risalah Lelang dengan dibebani Bea Metemi. 

iii. Pihaki>ibak yang berkepentingan sehagaimana 

dimakaud pada angl<a (i) meliputi: 

a) Pembeli dapat memperoleh l(ufipan Risalah 

Lelang sebagai Akta Jual Beli untuk 

Universitas Indonesia 

Analisis Terhadap..., Septiani Fitrian, FH UI, 2009



62 

kepentingan batik nama atau Grosse Risalah 

Lelang sesuai kebutuhannya; 

b) Penj~al memperoleh Salinan RisaJah Lelang 

untuk !aporan pelaksanaan lelang a1au Grosse 

Risalah LeJang sesual kebutuhannya; 

o) Superlntenden (Pengawas Lelang) 

mempero!eh Salinan Risalah Leiang untuk 

laperan pelaksanaan lelanglkepentingan dinas. 

iv. Grosse Risalah Lelang yang berkepala "Demi 

Keadilan Serdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa", 

dapatdiberikan atas perrnintaan Pembeli. 

k. Ookumen persyaratan lelang yang bersifat umum l!Iltuk 

lelang yang menjadi kewenangan Pejabat Lelang Kelas l 

adalah:38 

1. salinanlfotokopi Surat Keputusan Penunjukan 

Penjual; 

n. daftar barang yang akan diteiang; dan 

iii. syarat lelang tambahan dari Penjual/Pemilik Barang, 

sebagaimana d[maksud dalam Peraturan Menteri 

Keuangan Nomor: 40/PMK..0712006 tentang­

Petunjuk Pelaksanaan Lelang Pasal 8 ayat (I) 

(apabila ada). 

I. Dokumen persyaratan lelang yang bersifat khusus untuk 

Lelang yang menjadi kewenangan Pejabat Lelang Kelas l, 

untuk lelang eksekusi gadai adalah:39 

i. salinanffotokopi Pedanjinn Utang Piutang/Kredit; 

ii. salinan!fOtokopi PeJjanjian Gadai; 

18 Indonesia (b), Peraruran Direktur Jenderai Piutang dtm Lelang Negara 1en1ang 
Petunjuk Teknis Pelaksamum Le/ang,Pcraturnn Dirjen Nomor: PER-02tPLI2006. Pasal 4. 

J~ Ibid, Pasal 6 angka 11. 
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iii. salinanlfotokopi Perincian Hutangljumlab 

kewajihan debitor yang harus dipenuhi; 

iv. salinaw'fotokopi bahwa debitor/yang 

berutang/pemberi gadai wanprestasi yang berupa 

peringatan-peringatan rnaupun pemyataan dari 

pihak kreditorlyang berpiutanglpenerima gadai ; 

v. asli danlatau totokopi bukti kepemilikanlbak. 

apabila berdasarl<an peratunm perundang-undangan 

diperlukan adanya hukti kepemilikanlbak. atau 

apebila bukti kepemilikanlbek tidak dilruasai, berus 

ada pernyataan tertutis/surat keterangan dari peqjuat 

bahwa barang-barang tersebut tidak disertai bukti 

kepemilika.nlhak dengan menyebutkan alasannya: 

dan 

vi. salinaolfotokopi surat pemberitahuan rencana 

pelaksanaan lelang kepeda debiror oleh kreditor, 

yang diserahkan poling la:mbat l (satu) hari sebelum 

lelang dilaksanakan. 

2. Terhadap Barang Peroagangan atau Efek Dapat Dijual di Pasar 

atau di Bursa 

Ketentuan Pasal J 155 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum 

Perdata mengarur kebolehan penjualan eksekusi atas barang 

perdagangan atau erek menyimpang dari atullli! pokok penjualan di 

rnuka umum~ yaitu: 

a. penjualan berung-banmg perdagangan, dapat dilakukan di 

pasar ternpat di mana barang~barang sejenis itu 

diperdagangkan; 

b. pe,Yualan efek yang dapet diperdagangkan di bursa; dapat 

dilakukan penjualannya di bursa; 
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c. syarat sahnya penjualan: harus dilakukan denga.n 

perantaraan dua orang makelar yang ahli dalam 

perdagangan barang~barang tersebut. 

Seperti yang te!ah dikemukakan diata~ kebolehan menjual barang 

gadai atas barang perdagangan dan saham di pasar atau di bursa: 

a. merupakan pengecualian dari patokan pokok yakni 

penjualan di muka umum; dan 

b. pengecualian itu pun hanya terbatas pada jenis barang 

perdagangan dan saham. 

3. Penjua1an Menurut Cara yang Ditentukan Hakim 

Cara eksekusi mengenai penjualan rnenurut cara yang ditentukan 

hakim diatur dalam Pasal 1156 Kitab Undang-undang Hukum 

Perdata., bahwa apabila pemberi gadai atau debitur cidera jal\fi 

rnaka: 

a, kreditur dapat menuntut (meminta) kepada hakim agar 

barang gadai dijual menurut cara yang ditentukan hakim; 

a tau 

b. agar hakim mengizinkan agar barang gadai tetap berada di 

tangan kredltur untuk menutup suatu jum1ah yang akan 

ditentukan hakim dalarn putusan sampai meliputi utang 

pokok. bungan, dan biaya. 

Cara penjualan eksekusi barang gadai menurut earn yag ditentukan 

hakim yang digariskan Pasal !!56 Kitab Undang-undang Hukum 

Perdata inlpun merupakan kebolehan penyimpangan dari ketentuan 

pokok penjualan lelang di muka umurn yang disebut dalam Pasal 

1156 Kitab Undang--undang Hukum Perdata. Dengan dem!kian, 

sekiranya penerima gadai ikreditur menghendald tidak menempub 

ketentuan pokok penjua1an barang gadai di muka urnum atau juga 

tidak ingin menjual barang gada£ di pasar atau di bursa efek) dan 

ketentuan Pasal 1156 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, 

memberi hak kepada penerima gadailkreditur mengajukan gugatan 

ke pengadiian agar bakimlpengadilan menjatuhkan putusan 
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penjua\an barang gadai menurut cara yang ditentukan 

hakimlpengadilan. 

UI.3 Analisa Kasus 

Dalam suatu pemberiM kredit oleh kreditur kepada debitur 

diperlukan suatu jaminan yang dimaksudkan sebagai tanggungan atas 

pinjaman atau fasilitas kredit yang diberikan kreditur kepada debitur 

sampai debltur melunasi pinjamannya tersebut. Terkadang pemberian 

kredit oleh pihak bank kepada debitur kadangkala tidak dapat 

dikembatikan secara utuh kepada kreditur (bank) atau debitur melakukan 

hal-hal yang dilanmg (negalive covenant) berdasarkan petjanjian kredit 

sehingga menyebabkan debitur wanprestasi. Apabila debitur wanprestasi, 

kebendaan tertentu terSebut akan din.ilai dengan uang, selanju1nya akan 

digunakan untuk pelunasan seluruh atau sl!:bagian dari pinjaman atau utang 

debitur kepada kreditumya. Dengan kata lain, jaminan disini berfungsi 

sebagai sarana atau meojamin pemenuhan pinjaman atau utang debitur 

seandainya wanprestasi sebelum sampai jatuh tempo pinjaman atau 

utangnya berakhir. Pada umumnya, kreditur Jebih menyukai jarninan 

khesus seperti yang teJah penulis jeJaskan diatas. Ha1 tersebut dikarenakan 

kreditur diberikan kedudukan yang Jebih didahulukan dalam pelunasan 

hutangnya hutangnya dibanding kreditur-kreditur lainnya. Oleh kareua itu 

aJasan untuk didaholukan dapat teijadi karena ketentuan undang-undang, 

dapat juga terjadi karena diperjanjikan antara debitur dan kreditur. 

Menjaminkan dengan cara-cara tersebut diatas dikenal sebagai jaminan 

kebendaan dan jaminan petotangan. Jaminan kebendaan dapat dilakukan 

melalui gadai, fidusia, hipot~ dan hak: tanggungan, sedangkan jaminan 

perOOillgan dapat dilakukan dapat dilakakan melalui pedanjian 

penanggungan misalnya borgtocht, garnnsi, dan Jain-Jain. Apabila debitur 

wanprestasi. kreditur dapat melakukan eksekusi atas jaminan~jaminan 

yang diberikan debitur (pemberi gadai) kepeda kreditur (penerima gadai) 

atas peljanjian kredit tersebut 
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Dabura penulisan tesis ini, pada tanggal 23 Juli 2007, telah 

dilakukan penandatanganan perjanjian ktedit antara PT X, Tbk sebagai 

debitur, Bank Y, Singapore Branch sebagai Arranger, Bank Y, Hong Kong 

Branch sebagai Facility Agent, Z Limited sebagai Security Agent, dan 

Bank Y Limited sebagai Original Lender dan Hedging Bank. 

Oitanda:tanganinya petjanjian kredit ini dengan tujuan untuk pemberian 

fasilitas kredit dari Bank Y Limited kepada 1'T X, Thk sejumlah USD 

160.000.000,00. Dimana tujuan penggunaan dati fasilitas kredit adalah 

mendukung kegatan usaha PT X, Thk yaitu developer dalam 

pembangunan beberapa gedung yang telab diperjanjikan dalam pmjanj ian 

kredit. Salah satu bentuk jaminan untuk meqjamin perjanjian kredit an tara 

1'T X, Tbk dengan Bank Y Limited adalah gadai rekening bank. Pada 

mulanya, tujuan pemberian jaminan rekening bank dalam hal ini rekening 

penampungan (escrow account) ini adalah dengan jamina."l fidusia. 

Namun, rekening bank tidak dapat didaftarkan pada Kantor Pendaftaran 

Fidusia. Oleh karena itu, para pihak sepakat untuk menjamin peljanjlan 

kredit tersebut dengan gadai rekening bank. bukan dengan fidusia seperti 

tujuan awal para pihak. Namun, untuk mengakornodir tujuan awaJnya 

tersebu~ para pibak menyatakan dalam Pasal 9 ayat (5) perjanjian gadai, 

bahwa sepanjang peraturan perundang~undangan dan kebijakan terk<iit 

dengan Undang~undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia 

mengijinkan untuk mendaftarkan perjanjian gadai rekening bank pada 

Kantor Pendaftarn.n Fidusia. maka Z Limited atau kuasanya setuju untuk 

mendaftarkan peljanjian gadai tersebut. Atau dalam hal Kantor 

Pendaftaran Fidusia mensyarntkan peljanjian baru, maka para pihak 

sepak:at untuk membuat perjanjian baru. Dalam hal ini para pibak te1ah 

membuat Undertaking to lmpo.ve Fiduciary Security over Bank Accounts 

Agreement dengan tujuan Wttuk mengantisipasi apabila rekening bank 

diperbolehka.n untuk: didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Fidusia, 

Sahingga pe~anjian tersebut dapat langsung didaftarkan pada Kantor 

Pendaftaran Fidusia. 
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Dafam tesis ini akan dianalisa lebih lanjut mengenai pemberian 

jaminan gadai rekening bank (bank account) serta ketentuan proses 

pclaksanaan lelang apabila debitur wanprestasi terhadap perjanjian kredit. 

III.3.1 Analisa kasus terbadap pemberlan jamimm gadai rekening bank 

(bank accounl) 

Dalam peJjanjian kredit antru:a PT X, Tbk sebagai debitur dengan 

Bank Y Limited sebagai kreditur, PT X, Thk memberikan beberapa 

jaminan, salah satunya gadai rekening bank. Gadai rnerupakan hak 

jaminan kebendaan atas benda bergerak tertentu miUk debitur atau 

sesoorang lain dan bertujuan tidak untuk memberl kenikmatan atas benda 

tersebut meJainkan untuk memberi jaminan bagi pelunasan hutang orang 

yang memberikan jaminan terse but. 

1. Timbulnya Gadai 

Untuk teljadinya gadai, barus memenuhi 2 (dua) unsur mut1ak, 

yaitu: 

a. Perjanjian 

Gadai diperjanjikan dengan maksud untuk 

rnemberikan jaminan atas suatu kewajiban prestasi tertentu.. 

yang pada umumnya tidak selalu merupakan petjanjian 

hutang piutang dan karenanya dikatakan~ bahwa perjanjian 

gadai mengikuti peJjanjian pokoknya atau ia merupakan 

perjanjian yang bersifar accessoir. 

PT X, Tbk dengan Z Limited telah membuat 

perjanjian gadai rekening bank yang mengikuti petjanjian 

pokoknya, yaitu perjanjian kredit. Perjanjian ini melibatkan 

PT X, Tbk sebagai pemberi gadai dengan Z Limited 

sebagai penerima gadai. PeJjaryian gadai ini dibuat secara 

akta notariil di hadapan riotaris. Dalam perjanjian gadai ini, 

PT X1 Tbk setuju untuk menjaminkan kepada Z Limited 

atas objek gadai yang akan dije1askan kemudian. sebagai 

jaminan atas pembayaran lunas oleh PT X, Tbk kepada 
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Bank Y Limited dan seluruh kewajiban (terma.suk 

kewajiban alas pembayanm sejumlah uang) oleh PT X, Tbk 

kepada Z Limited. PT X, Thk dan Z Limited setuju babwa 

gadai yang diberikan berdasarkan perjanj ian gadai Jni 

semata-mata hanya untuk kepentingan pibak yang dijamin, 

yaitu Bank Y Limited dan dalam petjanjian gadai ini Z 

Limited bertindak untuk dan atas nama Bank Y Limited. 

b. Penyerahan benda yang digadaikan tersebut dari tangan 

debitur (pemberi gadai} kepada kreditur (penerima gadai). 

Kebendaan gadai harus berada di bawah penguasaan 

penerima gadai sehingga perjanjian gadai yang tidak 

dilanjutkan dengan penyerahan banda gadainya kepada 

kteditur, maka hak gadainya diancam tidak sah atau hal 

tersebut bukan suatu gadai, dengan konsekuensi tidak 

meiabirkan hak gadai. Untuk gadai atas piutang atas nama. 

dilakukan dengan pcmbcritahuan tcntang telah terjadinya 

gadai, kepada omng terhadap siapa hak yang digadaikan itu 

haros ditaksanakan. Tentang pemberitahuan serta izin oleh 

si pemberi gadai. dapat dimintakan suatu bukti tertu1is. Dan 

dengan pemberitabuan tersebut, pemberi gadai sudah 

dianggap melepaskan hak tagifmya dari kekuasannya atau 

sama dengan barang gadai sudah dlkeluarkan dari 

kekuasaan pemberi gadai.46 

Dalam hal ini} rekening bank yang meropakan 

rekening penarnpungan (escrow account) atas nama PT X, 

Thk tidak lagi berada dibawah penguasaan PT X, Thk. Hal 

ini dlkarenakan berdasari<an Notice cj Assignment dari PT 

X, Thk dijelaskan bahwa PT X, Thk Ielah mengalihkan 

segala hak dari PT X, Tbk tersebut kepada Z Limited serta 

bank dimana rekening tersebut berada mengakui dan 

.w J. Sutrio. Op. cil., hal, 108, 
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menyetujui atas pengalihan segala hak dari PT X, Thk 

tersebut kepada Z Limited tersebut. Dengan pernberitahuan 

tersebut. PT X. Tbk sudah dianggap melepaskan piutangnya 

dari kekuasannya atau sama dengan objek gadai sudah 

dikeluarkan dari kekuasaan PT X, Tbk, Sehingga, 

penguasaan rekening bank telah be.,indah dari PT X, Tbk 

kepada Z Limited sehingga timbulnya gadai berdasarkan 

pe(janjian gadai ant:ara PT X, Tbk dengan Z Limited telah 

dipenuhi. 

2. Subjek Hukum Gadai 

Subjek hukum gadai dalam petjanjian gadai adalah: 

a. PT X, T'ok sebagai pemberi gadai 

b. Z Limited sebagai penerima gadai. Dalam hal ini Z Limited 

bertindak untuk dan ata.s nama Bank Y Limited sebagai 

kreditur da(am perjanjian kredit. 

3. Objek Gadai 

Objek gadai dalam perjanjian gadai antara PT X, Tbk dengan Z 

Limited adalah rekening bank yang berupa rekening penampungan 

(escrow account). 41 Berikut merupakan definisi darl escrow yaitu; 

A written agreemfinf, e.g_, deed, bond, or other paper. 

entered inlo among three parties and deposited for 

safelreeping with the third party as custodian to be 

delivered ~ the latter only upon the performance or 

folflllment of some custodian The custodian or depository 

is obliged to follow strictly the terms of the agreement 

respecling the other parties:41 

41 Berdasarkan hasil wa~ drutgan S;mto M. Ari;mto, kcnsultan hokum dari pihak 
Amlnger, Facility Agent, Original Lender. Security Agent. dan Hedging Ban.k, tanggal 8 luni 
2009. 

~Glenn G. Munn, F.L. Garcia. and Charles J. Woelfel. Encycapfedia oj!Jan!dngand 
Finam:e (Probus Publis~ Company and Toppan Company (s) Pte Limited. Volume t. 10"' 
edition, 1994). haL 347. 

Universitas Indonesia 

Analisis Terhadap..., Septiani Fitrian, FH UI, 2009



70 

Dengan terjemahan bebas sebagai berikut escrow adaiah perjanjian 

tertulis seperti akta. kertas lainn}'14 yang dilakukan antara tiga 

pihak dan disimpan untuk penyimpanan dengan pihak ketiga 

sebagai kustodian untuk diserahkan oleh pihak 1ainnya atas 

pelak.sanaan atau pemenuhan dari kustodian. Kustodian 

berkewajiban untuk. mengikuti ketentuan perjanjian tersebut 

berkenaan dengan pihak lainnya. 

Rekening penampungan (escrow account) merupakan benda 

bergerak tidak be!Wiljud. yang dapat diketogorikan sebagai surat 

piutang atas nama. Definisi dari objek gadai datam perjanjian gadai 

ini adalah: 

Pledged Object shall me<m all of the Pledger's presetiJ <md 

future rights, title, and interest in and to the deposit 

balances in the bank accounts maintained in the Pledgor~ 

name, and all amounts at tl1Q' time and from time to time 

credited to such htmk accounts, including (without 

limitation) all proceeds thereunder, tv the extent exisling as 

a/ the date hereof or if nor yet existin& deriving from any 

existing legal relationship between the Pledgor and any 

banks, and Future Pledged Objects, all of which all he lime 

of the execution of I his Deed a..-.; set out in Schedule 1 to this 

Deed as may from time to lime be amended by &hedule 2 

to this Deed 

Yang kemudian dapat diartikan objek gadai adalah seluruh hak, 

alas hak. dan manfaat PT X, Thk dan saldo simpanan di rekening 

bank yang dikelola a !a.< nama PT X, Thk dan seluruh jumlah setiap 

saat dan dad waktu ke waktu ditambahkan ke dalam rekening bank 

tersebut, termasuk (tanpa pambatasan) pendapatan, sepanjang pada 

tanggal pelja:rtlian gadai telah ada. atau apabila belum ada, turunan 

dari hubungan huk:um yang telah ada antara PT X, Tbk dengan 

bank manapun, dan objek gadai yang akan datang. Rekening 

penampungan ini dibuat dengan tujuan untuk menampung 
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pendapatan sewa, biaya sewa, biaya jasafpelayanan, pendapatan 

hotel, dan basil penjualan yang dihasilken oleh PT X, Thk terkait 

dengan aset yang relah ada yang dimiliki PT X, lbk dan proyek 

yang akan dilakukan oleh PT X, Thk terkait dengan tujuan 

pemberian fasititas kredit yang diberikan oleh Bank Y Limited. 

Sehingga penyewa dari gedung dan hotel melakukan transfCT atas 

biaya sewa dan pendapatan hotel melalui rekening penampungan 

tersebut, Serta pendapatan·pendapatan lain terkait dengan gedung 

dan hotel yang dihasilkan oleh PT X) Thk akan ditransfer melalui 

rekening penampungan ter.:;ebut pula. Rekening penampungan 

tersebut yang mempakan objek gadai dalarn perjanjian kredlt 

anima PT X, Thk dengan Z Limited. 

4. Sifat dan Ciri-ciri Gadai 

Pemberian jaminan berupa gadai rekening bank telah memenubi 

syarat untuk timbulnya hak gadai. Sehingga gadai rekening bank 

yang diberikan oleh debitur kepada kreditur memiliki slfat dan ciri­

ciri gadai yang diatur berdasarkan ketentuan Pasa1 1150 Kitab 

Undang-undang Hukwn Perdata. yaitu: 

a. Objek gadai dalam peljaf\iian gadai antara PT X, Thk 

dengan Z Limited adalah benda bergerak tidak berwujud 

yaitu rekening peruunpungan (escrow account). 

b. Rekening penampungan {escrow account) merupakan hak 

kebendaan alas nama PT X, Thk. 

c. Z Limited memi1iki kedudukan diutamakan (droit de 

preference) dibandingan dengan k.reditur lain. 

d. Rekening penampungan (escrow account) berada di bawah 

penguasaan Z Limited berdasarkan notice of assignment. 

e. Peijanjian gadai antara PT X, Thk dengan Z Limited 

bersifat accessoir dengan perjanjjan kredit antara PT X. Tbk 

sebagai debitur. Bank Y. Singapore Branch sebagai 

Arranger, Bank Y, Hong Kong Branch sebagai Facility 

Universitas Indonesia 

Analisis Terhadap..., Septiani Fitrian, FH UI, 2009



72 

Agent, Z Limited sebagai Security Agent, dan Bank Y 

Limited sebagai Original Lender dan Hedging Bank. 

f. Rekening penampungan (escrow account) mempunya.i sifut 

tidak dapat dibagi-bagi (ondelbaar). 

g. Rekening penampungan (escrow account) merupakan 

jaminan bagi pembayaran kembali hutang PT X~ Tbk 

kepada Bank Y Limited. Jadi rekening penampungan 

(escrow account) tidak boleh dipakai, dinikmati apalagi 

dimUiki. 

5. Hak dan Kewajiban Para Pibak 

Pemberian hak dan kewajiban para pihak dalam petjanjlan gadai 

telah diatur dalam Kitab Undang~undang Hukum Perdata dan 

dalam suatu perjaojian gadai dapa.t ditambabkan ketentuan 

mengenai hak: dan kewajiban para pihak dalam perjanjian gadai 

sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang­

undangan yang berlaku. Namun, apabila dabun pcrjanjian gada[ 

tidak diatur mengenai bak dan kewajiaban para pihak yang telah 

diatur secara tegas dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata, 

rnaka ketentuan mengenai hak dan kewajiban para pihak yang 

berlaku berdasarkan Kltab Undang-undang Hukum Perdata tetap 

berlaku daiam perjanjian gadai tersebut. Dalam hal ini, peljanjian 

gadai antara PT X, Tbk dengan Z Limited tidak diatur secara 

spesifik rnengenai hak dan kewajiban para pihak berdasarkan 

ketentuan Kitab Undang-undang Hukum Perdata tersebut, namun 

tanpa diatur secara tegas pun para pihak tetap memiliki hale dan 

kewa.jiban berdasarkan Kitab Undang-undang Hukum Perdata. 

Para pihak juga menambahkan beberapa hak dan kewajiban daiam 

perjanjian gadai tersebut. Salah satunya. berdasarkan ketentuan 

Pasal9 ayat (3) dan (4), dinyatakan sebagai berikut 

Notwithstanding the provisions of Arlic/e 9. I and 9.2 

above, the Pledgor hereby agrees that the Pledgee shall, 

upon the occurrence of an Evenl of Default, he entitled to 
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wtify in writing each relevant bank of the Pledge effected 

pursuant to this Deed. as applicable. Pursuant to such 

notification. all payments to be made by the relevant bank 

under and pursU()n/ to the Pledged Objects must be made to 

the Pledgee (or designee of the Pledgee) in the manner 

indicated by the Pledgee in such notification, and that any 

such payment made by the hank concerned to the Pledgor 

subseqzrent to such notification will be invalid arul wilf not 

discharge the bank concerned of fts payment obligation 

towards the Pledgee in respect of thct amottnt. 

It nolwitmtanding the request in the notice.v mentioned 

above, payments are nUJde to the Pledgor, the Pledgor 

hereby agrees to hold such payments for and on behalf of 

the Pledgee and forthwith pay and tramfor the same 

amount as directed by the Pledgee. 

Berdasarklln ketentuan tersebut, yang pada pokoknya dinya!akan 

k:etika terjadi kejadian kelalaian (event of default), maka PT X~ Thk 

tersebut wajib untuk memberitahukan secara tertulis kepada bank 

dimana rekening bank etas nama PT X, Tbk berada. Pada 

pemberitahuan rersebut, dijeloskan babwa seluruh pembayaran oleh 

bank tersebut wnjib diberikan kepada Z Limited. Apabila 

pembayar.m oleh bank tersebut diberikan kepada PT X, Tbk makn 

pembayamn tersebut tidak sah dan bank tidak akan dileposkan dari 

kewajiban pembayaran tersebut. Apabila, namun tanpa 

mengesampi.ngkan pemberitahuan tersebut, pembayaran yang 

dilakukan kepada PT X, Tbk, PT X, Tbk tersebut setuju untuk 

menjaga pembayllf!lll tersebut untuk dan alas nama Z Limited dan 

dengan segera mernbayar dan mengalihkan jwnlah yang sama 

seoara langsung kepada Z Limited. 

6. Lanmgan untuk Menjanjikan Klausul Milik Beding dalam 

Perjanjian Gadai 
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Dalam perjanjian gadai antara PT X, Tbk dengan Z Limited, para 

pibak tersebut tidak mempeljanjikan kewenangan kepada Z 

Limited untuk memillki kebendaan bergerak yang digadaikan 

secara serta merta btla PT X, Tbk wanprestasi. 

IU.3.2 Analisa kasus terhadap ketentuan proses pelaksanaan lelang 

eksekusl 

Penerima gadai berhak untuk melakukan eksekusi apabila 

debitur wanprestasi terhadap pe.rjanjian kredit atau kewajiban 

pembayaran tidak dapat dilakukan oleh debitur. Apabila sa!ah sa.tu 

ketentuan tersebut terpenuhi1 mak:a ba."Ulah timbul hak penerima 

gadai untuk rnelakukan eksck'Llsi. Berdasarkan amandemen 

peijal\iian kredit tertanggal I April 2008, ditambahkan pada pa:;al 

20.31 perjanjian kredi~ bahwa: 

by no later than 31 December 2008 the C<Jmpany must 

dispose of all of the units owned by the Company located at 

Pusat Grosir Jatinegqra, Jalan Matraman NQ. 173~175, 

Sub District of JJailimester. District of Jatinegara, East 

Jakarta, Indonesia (the PGJ Property) in accordarice with 

the financial moded date 24 April, 2(}()8, a copy which has 

been provided to the Facility Agent. 

Dan berdasarkan pasal 23.1 rnengenai event of default, dinyatakan 

bahwa "Each of the events or circumstances set out in this Clause ;s 

an Event of Default" dan dalam pasal 23.3 dalam Breach of other 

obligations dinyamkan bahwa "Tim Company does not comply with 

any term of Clause 20 (General covenants), Clause 21 (New 

Projec/3 covenants), Clause 22 (Property covenants) or Clause 19 

(Financial covenants)". Berdasarkan ketentuan~ketentuan tersebtJt, 

dapat disimpulkan bahwa apabila PT X, Tbk tidak dapat memenuhi 

kewajibannya dalam pasal 20, pasal 21, pasal 22, dan pasal !9 

perjanjian kredit maka PT X, Tbk dinyatakan IabU memenuhi 

Univel'$itas Indonesia 

Analisis Terhadap..., Septiani Fitrian, FH UI, 2009



.t) Ibid. 

75 

kewajlbannya dalam perjanjian kredit sehingga PT X, Thk 

wanprestasi terhadap peljanjian kredit Dan timbul hak kredltur atau 

pihak atas nama kreditur untuk melakulcan eksekusi atas jaminan­

jaminan yang lelah diberikan oleh PT X, Tbk kepada Bank Y 

Limited. 

Dalarn hal ini, PT X, Thk tidak. dapat nlenyelesaikan salah 

satu kewajibannya, yaitu menyeles.aika.n seluruh unit di Pusat 

Grosir Jatinegara yang dimiliki PT X, Thk pada tanggal 31 

Desember 2008, sehingga PT X, Thk dinyatakan !alai rerhadap 

kewajibannnya dalam petjanjian kredit:43 Oleh karena itu, Z 

Limited memiliki bak untuk melakukan eksekusi atas jaminan­

jaminan yang diberikan debitur atas perjanjian kredit. Asalkan 

tidak. diperjanjil<an Jain, maka penerima gadai memiliki hak untuk 

menjual barang gadai di muka umum! terhadap efek dijual di bursa, 

atau penjualan menurut cara yang ditentukan oleh hakim. Di dalrun 

peljanjian gadai diperjanjikan bahwa, apabila l"f X, Thk 

wanprestasi, PT X, Tbk wajib untuk memberitahukan secara 

tertulis kepada bank dimana rekening bank Dtas nama PT X, Thk 

berada. Pada pemberitahuan tersebut, dijeiaskan bahwa selurut. 

pembayaran oleh bank tersebut wajib diberikan kepada Z Limited 

sebagaimana telah dijelaskan diatas. Sehingga karena dipeljanjikan 

oleh l"f X. Thk dan Z Limited mnka berdasarkan ketentuan 

tersebut, para pihak mengenyampingk:an ketentuan peiaksanaao 

eksekusi yang diberikan oleh Pasal 1!55 dan PasaJ 1156 Kimb 

Undang-undang Hukum Perdata. Kemudian. atas wanprestasi yang 

dilakukan PT X, Tbk tersebut, yang ditindaklanjuti dengan 

pemberitahuan oleh l"f X Tbk tersebut, Z Limired dapat langsung 

menerima uang (pernbayaran) dari bank yang bersangkutan setelah 

PT X, Tbk wanprestasi dan mengirimkan pemberitahuan atas 

wanpre.stasi tersebut kepada PT X, Tbk. Namun dalarn kasus ini, 
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Bank Y Limited belum melakukan tindakan hukum apapun 

terhadap wanprestasi yang dilakukan PT X, Thk tersebut. Hal ini 

dikarenakan Bank Y Limited masih memperhitungkan 

kemungkinan biaya~biaya yang barus dikeluarkan oleh Bank Y 

Limited atas pelaksanaan eksekusi atas jaminan-jaminan yMg 

diberikan oleh I'T X, Tbk, apakah bila dilaksanakar eksekusi atas 

jaminan-jarninan yang diberikan oleh PT X, Tbk ak:an 

menguntungk.an ataujustru merugikan Bank Y Limited.44 

Di sisi lain. apabila antara PT X, Thk dengan Z Limited 

tidak memperjanjikan mengenai pelaksanaan eksekusi tersebut, 

berdasarl<an kutentuan Pasal I 155 !Utab Undang-undang Hukum 

Perdata, Z Limited berhak untuk menjua1 barang gadai di muka 

umum (lelang). Ketentuan peia.k:sanaan lelang eksekusi gadai 

rekening bank pada dasarnya sama saja dengan ketentuan 

pelaks:anaan lelang pada benda bergerak.45 

a. Pennohonan Lelang 

Pela.ksanaan telang atas gadai rekening hank hllnls 

dilakakun oleh danlatau dihadapan Pejabat Lelang dan 

lelang harus diikuti paling sedikit 2 (dua) peserta lelang. 

Penjual yang bennaksud rnelakukan penjualan seeam lelang 

mengajukan surat permohonan le1ang secara tertuiis kepada. 

Kopala KPKNL disertai dengan dokurnen pernyarntan lelang. 

Penjual yang bem1aksud melakuki!Il penjualan seeara lelang 

mengajukan surnt: pennohonan Jelang secara tertulis kepada 

Kepala KPKNL disertai dengan dokumen persyaratlm lelang. 

Sehingga dalam hal ini, Z Limited yang mengajukan surat 

44 Berdasarkan basil y,'awancarn dengan Santo M. Arianto, konsuUan hukurn dart pihak 
Arranger, Facility Agent, Origino.l Lender. Security Agent, dan Hedging Bank, tanggal 8 Juni 
2009. 

4~ Rerdasarlw.n has!! wawancara dcngan Jntan, bagian telang di Sahli Lelang lndonesia 
mclalui telepon pada tanggal!) Juni 2009. 
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pennohonan lelang seoara tertulis kepada Kepela KPKNL 

disertai dengan dokumen persyaratan Je!ang. 

b. PenjualiPernilik Barnng 

PT X, lbk hertanggung jawab terhadap keabsahan rekening 

bank, dan doknmen umum dan kbusus persyamtan lelang. 

Dan Z Limited wajib menguasai fisik barang bergerak yang 

akan dilelang. Dalam bal ini, yang akan dilelang adalab 

rekening bank berupa escrow account. yang merupakan 

barang hergerak tidak berwujud. Sehingga Z Limited banya 

perlu menguasai bukti kepemilikan atau penyeraban dari 

escrow account tersebut yang da1am hal ini adalah notice of 

arsignmenJ dari bank dirnana escrow account tersebut 

terletak, 

c. Tempet Pelaksanaan Lelang 

Tempe! pelaksanaan lelang harus di wilayab kelja KPKNL. 

Namun. dapet saja dilaksanakan ditempet lain, dengan 

memperoleh persetujuan dari Direktur Jenderal atau pejabat 

yang ditunjuk untuk rekening bank yang herada dalam 

wilayah antar kantor wilayah DJPLN. PT X, Tbk atau Z 

Limited sebaiknya meminta persetojuan dari Direktur 

Jendand tetsebut karena rekening bauk yang dimiliki PT X, 

lbk lebih dari 20 rekening bank, sehingga akan lebih 

memudahkan peserta lelang apabila lelang dilakakan hanya 

· disatu tempat pelaksanaan lelang saja. 

d. Waktu Lelang 

Waktu lelang ditentukan olch Kepala KPKNL, yang 

dilakakan pada jam dan hari keJja KPKNL. 

e. Uang Jarninan Penawaran Lela.ng 

Uang jaminan dakan pelaknmaan lelang merupakan suatu 

hal yang wajib dilakakan peserta lelang. Namnn, peserta 

lelang yang tidak menjadi pembel~ uang jamimm yang telab 

disetorkan akan dikembalikan seluruhnya tanpa pntongan. 
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f. Pengumurnan Lelang 

Penjualan secara.Jelang wajib didahuiui dengan Pengumuman 

Lelang yang dilakukan oleh PeJ1iual, yang dalam hal ini Z 

Limited. Pengumuman Lelang untuk Lelang Eksekusi 

terhadap barang bergerak di!akukan I (satu) kali melalui 

sural kabar harian berselang 6 (enam) hari sebelum 

pelakaanaan lelang, kecuali untuk benda yang Iekas rusak 

atau yang membahayakan atau jika biaya penyimpanan 

benda tersebut ter1alu tinggi. dapat ditakukan kurang dari 6 

(enam) hari tetapi tidak boleh karang dari 2 (dua) hari kelja, 

dan khustis untuk ikan dan sejenisnya tidak boleh kurang 

dari l,(satu) hari kerja. 

Harga Limit 

Harga limit untuk gadai rekening benk adalah harga 

mlnimum yang tercantum dalam rekening bank tersebut.46 

h. Penawanm Lelang 

Penawaran Jelang eksekusi gada! rekening bank harus 

dilakukan secara illllgsung. Sehingge semua peserta lelang 

atau kuasanya pada saat mengajukan penawaran harus hadir 

di ternpat pelaksanaan lelang. 

i. Risal3b Lelang 

Terhadap pelaksanaan leiang gadai rekening bank dibuat 

risalah lelang oleh Pejabat Leleng Kelas I. 

j. Dokumen-<lokarnen persyandan lelang yang harus diserahkan 

kepada Pejabat Lelang Keh1s l adalah: 

i. salinan!fotokopi PeJjanjian Kredlt antara PT ~ Thk 

sebagai debitur, Bank Y; Singapore Branch sebagai 

Arranger, Bank Y, Hong Kong Branch sebagai 

Facility Agent, Z Limited sebagai Security Agent, 

# Berdasarkan hasil wawanc:nra dengan Bonar, Kepala Seksi PclayanaA Lelang, Kantor 
Pelayanan Kelinyaan Negara dan Lelang. Jakarta I, Direktornl Jenderal Kekayaan Negara. 
Departemen Keuangan Republik Indonesia, pada tMggal3 Junl2009, 
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dan Bank Y Limited sebagai Original Lender dan 

Hedging Bank; 

ii. salinan/fotokopi Petjanj ian Gadai antara PT X, 

Tbk sebagai pemberi gadai dengan Z Limited 

sebagai penerima gadai; 

iiL salinanffotokopi Perine ian Huta:ngljumlah 

kewajiban debitor yang harus dipenuhi; 

iv. salinanlfotokopi bahwa debit or/yang 

berutanglpemberi gadai wanprestasi yang berupe 

peringatan-peringatan maupun pernyataan dari 

pihak kreditor/yang berpiutanglpenerima gadai; 

v. asli danlatau fot<1kopi bukti kepemilikanJhak 

rekening bank; 

vi. salinan/fotokopi surat pemberitahuan rencana 

pelaksanaan !elang kepada debitor oleh kreditor, 

yang diserahkan paling lambat I (satu) hari sebelum 

lelang dilaksanakan; 

vii. salinanlfotokopi surat k:eputusan penunjukan 

penjual; dan 

viti. daftar rekening bank yang akan dilelang. 
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BABill 

I'ENUTUP 

Berdasarkan analjsis yang dilakukan pada bab sebe1umnya, maka 

dapat diambii kesimpulan sebagai berikut: 

l. PT X, Tbk dengan Z Limited telah membuat pedanjiml gadai 

rekeoing bank yang mengikut! perjanjian pokoknya, yaitu 

peljanjian kredJt. Perjanjian ini meUbatkan PT X, Tbk sebagai 

pemberi gadai dengan Z Limited sebagai penerima gadai. 

Perjanjian gadai ini dibuat secam akta notariil di hadapan notaris. 

Serta rekening bank yang dimiliki l'r X, Thk berada di bawah 

penguasaan Z Limited sehingga timbulnya gada! telah tOTpenuhi. 

Da1am hat ini yang digadaikan adalah rekening penampungan 

(escrow account), yang merupakan benda bergerak tidak berwujud, 

yaitu surat piutang atas nama. Dalam peljanjian gadai antam PT X, 

Tbk dengan Z Limited tidak diatur secara spcsifik mengeoai hak 

dan kewajiban para pibak berdasarkan ketentuan Kitab Undang­

undang Hukurn Perdata tersebut,. narnun tanpa diatur secara tegas 

pun para pihak tetap memiliki hak dan kewajiban berdasarkan 

Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Para pihak juga 

menambahkan beberapa hak dan kewajiban dalarp perjanjian gadai 

tersebut. Salah satunya, berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (3) dan 

ayat (4) peljanjian gadai, apabila PT X, Thk wanprestasi, maka l'r 

X, Tbk tersebut wajlb untuk memberitahuka.n secara tertulis kepada 

bank dimana rekening bank atas nama l'r X, Thk berada. Pada 

pemberitahuan tersebut. dijelaskan bahwa seJuruh pembayaran oleh 

bank tersebut w/liib diberikan kepeda Z Limited. Apabila 

pembayaran oleh bank tersebut diberikan kepeda l'r X, Thk maka 

pembayaran tersebut tidak sah dan bank tidak akan dilepaskan dar! 

kewajiban pembayaran tersebut. Serta dalam petjanjian gadai 

antam l'r X, Tbk dangan Z Limited, para pihak tersebut tidak 
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mempeljanjikan kewenangan kepada penerima gadai untuk 

memiliki kebendaan bergernk yang digadaikan secara serta merta 

bila debitur pemberi gadai wanprestasi. 

2. Penerima gadai berhak untuk melakuka.n eksekusi a.pabila debitur 

wanprestasi terhadap perjanjian kredit atau kewajiban pembayaran 

tidak dapat diiakukan oleh debitur. Apabila salah satu ketentuan 

tersebut terpenuhi, maka barulah timbul bak pemegang gadai untuk 

melakukan eksekusi. Dalam hal ini, PT X. Tbk melakukan hal-hal 

yimg dilarang berdasa:rkan perjanjian kredit sehingga debitur 

wanprestasi terhadap pe!janjian kredit. Oleh ka.rena itu, Z Limited 

memiiiki hak untuk melakukan eksekusi atas jaminan-jaminan 

yang diberikan debitur atas petjanjian kredit Asalkan tidak 

dipetjanjikan laiJ\, maka penerima gadai memUiki hak untuk 

menjual barang gadai di muka umuff4 terhadap efek dijual di bursa, 

atau penjualan menutut cara yang ditentukan oleh hakim. Pada 

dasamya. ketentuan pelaksanaan lelang eksekusi gadai rekening 

bank pada dasamya sama saja dengan ketentuan pelaksanaan 

lelang pada benda bergerak. 

ID.2 Sanm 

Berdasarl<an kesimpulan yang diperoleh, maku ke depan diharapkan: 

I, Dalam perjanjian gadai rekening bank agar diatur secara jelas 

mengenai pelaksanaan eksekusi apabila debitur melakukan 

wanprestasi atas peijanjian kredit Tujuannya, agar para pihak tidak 

per1u melakukan pelljualan di muka umum. Penjualan di muka 

umum atas gadai rekening bank akan menimbulkan kesulitan pada 

penawaran dari harga limit sehingga akan lebih baik apabila dalam 

suatu perjanjian gadai rekening bank diatur mengenai tata ca.ra 

pelaksanaan eksekusi atas gadai rekening bank tersebut dengan 

cara langsung dilakukan pencairan rekening bank tersebut oleh 

penerima gadai setelah dilakukan pemberitahuan kepada debitur 

dan bank terkait. 
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2. Pemerintah membuat suatu peraturan perundanga.n mengenai tata 

cara lelang eksekusi gadai rekening bank. Hal ini dirasakan perlu 

karena pada praktiknya sudah banyak para pfhak daiam perjanjian 

kredit yang menggunakan rekening bank sebagai salah satu bentuk 

jaminan, 
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I 
I 
I 

WfJ7-07/PBA-DAR 
Ml/FW/MY 

,._ -- . -.. - ' . 

DEED OF PLEDGE OF BANK ACCOUNTS 

Number 99. 

' rn this day, t'i'ednesday, 

- jJuly two thousand-seven 

the twenty fifth day of _ 

(fourteen forty two Western Indo:-~esian ·Time), 

appeared befote me, Sa:rjana Hukum, ~-~-

Notary in Jakarta, the appearers Hill be ---------

mentioned hereunder, in the presence of the -----

witnesses whose names will be mentioned a:: the ---

closing part of this deed: 

1. a. Hister ----------· 
born in surabaya 1 on the 15th (fifteenth} 

day of May 1961 (one thousand nine -~-·-----

hundred sixty one), President Director of 

the company to be referred to hereunder r 

resid;i,ng in ,Jakarta, 

a II, Rukun Tetangqa ••l'Rukun Warga -

~ Kelurahan --..... -· -----
Kecama. tan M+d ... II••·•••• ..... .Jakarta, -

holder of the Resident Identity Card ----

Number ••.,.••••••••· Indonesian --

! b. Mister born in ----·---

Jakarta, on the 26th (twenty sixth) day -

of September 1981 (one thousand nine -----

hundred eighty one}, Director of the--~--

Company to be referred to hereunder 1 ----

residing in Jakarta, 

Rukun Tetangg:a _.Rukun Warga -. ~---

l 
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Kelurahan ,. .. ~ .......... . Kecama tan ~----

!llllll-..:akarta, holder of 

the Resident Identity Card Number ------· 

.., ........ 1111111111, Indonesian Citizen;­

!- According to J.he.i,~~tatement, the ------­

appearers in this matter accing in their 

capacity as abovementioned and therefore 

representing the Board of Directors o! I)Od _ 

as such for and on behalf of I?T 1(~ -----· 

Tbk., a limited liability ---

company duly established, organized and --·~-

validly "1Xisting under the laws of Republic 

of Indonesia, having it.s legal domi<"iled i.n 

Jakarta, whose article of associ-3.tion •...tas 

set forth in:---~-·--~---------------~ 

- deed dated the ~ .......... <*ly of ------... 
Number .... passed before 

111111111111....... Sarjana Hukum~ Notary in -

Jakarta, which has been ratified by the 

Minister of Justice of the Republic of ----· 

Indonesia by virtue of his decree dated the 

~ 1.1.1-••"J day of ....... -------
Number011111111111 .......... 11~ and was ~-----

announced in !;he State Gazette of the -----· 

Republic of .Indonesia dated the -----

-----ill day of •••IW (one ----

thousand nine hundred eighty four) Number --

2 
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- Supplement. Number - ----------------
- deed dated the~ ~)dayo£ - ' ' 

I Number_., m ade by 

Sarj ana Hukum, --

Notary in Jakarta, which h as been approved 

by the Minister of Justice of the Republic 

of Indonesia by virtue of his decree dated 

th~ 9th (nint.h) day of Dec ember 1999 (one ---

thousand nine hundred eigh ty nine) --------
' 

Number C2-lll:29.BT.Ol .04-T H - 8 9; ------------

- State Gazette of the Rep ubJ ic of Indonesia 

dated the 28th {t.wenty-eig nt) day of April -

1990 {one thousand nirie hu ndrecl ninety) ~----

Number- Supplement Numb 
er ._, _______ _ 

- State Gazette of the Rep ubUc ot: 

Indonesia dated the -I day of 

I 

niuety-one) Number ... Su pplement Number --

-------------~----

- Star.e Gazette of the R~p ublic of 

Indonesia dated the~ I day 

of October 1-'1 

Number • s upplement Number 

-· ----------------
- State Gazette of the Rep ubl ic of -------

Indonesia dated the ... l ... } day of ------ ~ 1.... ----
) Number , s upplement Number ---

3 
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----------------------~------

- State Gazette of the Republic _of: ----

Indonesia dated the_, II• ••• -day of 

•••r .... 1- •••· ••z••••••-114••&fli'" --
Number - Supplement Number -

---------------
- the last composition of the Boa:r:d of ---

Directors and the Boax:d of Commissioners was 

set forth in deed dated tiF'" 1 u•&•lll:••:rtth l 

- - ----~ ... _ •• ) Number 56, 

passed before Doktor .... •FFFr•·fiiiF.,, 

Sarjana Hukum, Lex Legibus Hagister, Notary 

in Jakarta;-------~-------

- and for the purpose of entering into this 

legal transaction has obtained the prior -­

approvals of t:he shareholders and ------

commissioner as evidenced by:---- --------

a. deed dated the ........ }day o:f 

'*FFII~ (two thousand .Fill Number 

.. made by Notary Doktor .... -------

Sarjana Hukum, Lex ----

Legibus Magister aforesaid;--·---

\b. Keputusan Komisar is dated the~-------
•I»F•1••1 day of -·· {two thousand -

•••, the certified true copy of which 

was attached to the minutes of my -----

notarial deed dated today number --­

j - thereinafter referred to as the ----­

~cr"). -

4 
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L. 

telp. ~ 
J 

Mister ~ born in Jakarta, on the 
I 
:9th day of .1\ugust 1976 {one thousand nine __ 

hundred seventy six), employee of the bank -· 

to be referred to hereunder; residing in ---

Jakarta$ Jalan 11111111111111111111111!1'.;.1111.,.. Rukun ---

Tetangga .... Rukun Warga._ Kelura.han ---

, •••••• Kecantatan ••••••·' •••• ---

Jakarta, holder of the Resident Identity ---

Card Number ...................... t.----·----

- accordinq to his statement in this matter 

actl.ng by virtue of Power Of Attorney dated 

the 15th (fifteenth} day of June 2UU7 (two -

thousand seven), the certi.fied true copy of 

\-lhich was attached to the minutes of my ----

notarial deed, dat:ed today number 97 1 

to act for and represent 

l~lllt~Limited, a limited liability company 

establish-=d under the law of ....... -----

Special Administrative Region of the 

?eople 1 s Republic of ....... and having its --

place of business at •••••• 411111••••-. 
in the~­

--~pecial Administ~:"ative Region of the --

People's Republic of in this regard -

acting in its capacity as the Security Agent 

for itself and the Secured Party_ in US$ ----

160.000.000 financing facilities {"Loan"), 

under agreement dated the 23rd. (twenty ---­

third) day of July 2007 {two thousand seven) 

5 
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160~000,000 Cr~dit Facility for P~ 

Tbk \"Facility --------­

Agreement") entered into by and between The 

Company, the Arranger, the Original Lenders, 

the Security Agent, the Facility !\gent, and 

the Hedging Bank {the Arranger, the Original 

Lenders and the Facility Agent are as ------

defined in r.:he Facility Agreement)which was 

as appointed based on the facility Agreement 

which will be hereinbelow described; as such 

the Security Agent representing the Original 

Lenders as refBrred Jn the Facility 

Agreement which will be hereinbelow 

described, {as those terms are defined in 

the Facility Agreement referred to below) 

(the "PJ.edgee"l .---------------------

The Pledgor and Pledgee are hereinafter:, where -

neces.:sar:y, also collectively referred to as the -

"!?a r ties".-~-----------~-------~~-----------

The appearers, acting in the above mentioned -·~---

capacities, hereby firstly declare as follo~.ts:---

iAJ the Pledgor has enlered into ~:he Facility --­

Agreement with the Pledgee, the copy of ---~ 

which has been shown to me, the Notary.-----

The Facility Agreement provides, inter alia~ 

for the creation of a pledge in favor of the 

Pledgee~ to secure payment of the Secured -­

Obligations (as defined below);---------·--

Jzin compliance with the requirements of the -

6 
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1. !r , 

L .. " ... 

I 
I 

.J 

-
Facility Agreement, the Pledgor has~ in 

furthera;-;ce of the above, agreed to pledge _ 

to lhe PledgeeT on the ~erms and conditions 

as contained herein, the rights, interest __ 

and m-mership over the Pledged Objects {as 

defined below), as security for payment of 

r.he Sec11red Obligations on the terms and ---

conditions as contained herein;~---- .. ·--~-

to grant the security interest over the 

Pledged Objects as described below 1 the 

Pledgor has obtained the approval of its 

Shareholders artd Board of Con'lmissioners: 

I (D) pursuant to the Facilit.y Agreement {as·-·-··--­

defined below} the Pledgee is authorized and 

directed to enter into individual security -

agreements on behalf of the Secured ?arty to 

receive, administer and enforce the secur~ty 

interests created in favor of the Secured --

Party;--~----~----~--------------------

(E) the Pledgor and the Pledgee agree that the 

pledge given under this Deed is solely for 

the benefit of the Secured Party and that in 

this Deed the Pledgee is acting for and on -

Secured Party would not have agreed to enter 

into the Facility Agreement_ and that ~-------

accordingly this Deed is consider~d to be --

7 
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benefit of the Pledgor.~~··------

NOI'l, THEREFORE:, in consideration of the above --­

premises, th~e appearers, acting in their above -­

mentioned capacitieS 1 hereby fu=ther declare as -

follows:------·------·------···~-----··-----------­

--------~----~~---ARTICLE 1----~------~---

--~"----~E FlNIT IONS AND INTERPRETATION--------

1.1 Definitions--------··------··~----------­

In this Deed, including the recitals, except 

to the extent that the context otherwise --­

requires, the follo~ing expressions shall --­

have the following meanings:-~-----·---­

"Business Day" shall h.;we the meaning given 

to such term in the Facility Agreement;---~ 

"Oeedn shall roecn this Deed of Pledge of --­

Bank 1\ccounts;--~~-----~-----------------

"Event of Default"' shall have the meaning -

given to such term in the Pacility -------~ 

Agreement;-----·----------------------

"facility Agreement" means the PT ••• -----

,. ....... ,, .. SIII •• jfbk uss 160 Million Financ~ng 

Facilities dated the 23rd {twenty third) day 

of July 2007 {two thousand seven) which has 

been entered into by, amongst other, the 

Pledgor and the Pledgee; ----~---~-------­

\'Fiducia Law" means Law No. 42 Ycaar 1999, 

dated the 30th {thirtieth) September 1999 

(one thousand nine hundred and ninety nine) 

on Fiducia Se.curity and its implementing ---

a 
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regulations along with their amendments ~---

which may be enacted in the futuxe----------

"Finance Docurr,ents" shall have the meaning _ 

,given co such term in the Faclllty ---------

Agreement; ----------~---~~~--,-------~-------

"Future Pledged Objects" means all of the --

Pledgor 1 s future rights, title and interest 

in and to the bank accounts maintained in --

the Pledgor's name under the bank accounts -

exist at the execution of this Deed ftc the 

extent they are not yet pledged as Pledged 

Objects at the execution of this Deed} and 

all of the Pledgor's rights, title and 

interest in and to the bank accounts which -

may come, into existence in the future, -----~ 

whether as a new account or a substitute 

account to any of the then existing bank 

accounts of the Pledgor, all deposit 

balances in the bank accounts that may be 

from to time to time credited, including ----

(without limitation) all proceeds ----------

thereunder;---------------------~----··------

"Pledged Objects" shall mean all of the ----

Pledgor's present and future rights, title --

and interest in and to the deposit balances 

in the bank accounts maintained in the ------

Pledgor's name, and all amounts at any time 

and from time to time credited to such bank 

accounts, including (without limitation} all 

9 
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-
~eeds thereunder, c.o the extent existing 

I as at the date hereof, or if not yet ------­

existing, deriving from any existing legal _ 

relationship between the Pledgor and any ---

banks, and Future Pledged Objects, all of --

which at the time of the execution of this _ 

Deed are as set out in Schedule l to this 

Deed as may from time to time be amended by 

Schedule 2 to this Deed;···----------~--· 

"Secured Obligations" means the proper 

performance and timely payment in ful~ 

[whether at its star.cd maturity, by ------·· 

acceleratiory or otherwise) by the Pledgor to 

the Secur~d Party of any and all obligations 

(including the obligations to pay a sum of 

monies} whether owed jointly or severall-Y~ 

now existing or hereinafter arising, d2rect 

or indirect, actual or contingent, due or to 

become due, in any capacity whatsoever by 

the Pledgor to the Pledgee under any of the 

Fin a nee Documents; ~-------~······-· ------------

"Secured Party" shall have the scme meaning 

as finance Parties as defined in the ------· 

Facility Agreement 1 which at the time of the 

execution of this Deed are as listed in ----

Exhibit 1 of this Deed; --------------

~'Security Documents'' shall have the rneaning 

q-iven to such term in the Facility·----~-· 

1\greement; ----------~---·-----------

10 
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.... ' 
I 
: ' :: :, 
' ' ' 

~terpretation------~---~--------~--~------
1 ' 

In this Deed, unless the cor.Lext otherwise _ 

requires : ----------------~------------~------

\a) capitalized terms not: othe.r:wise defined 

herein shall have the same meanl.ng -----

g:J.ven to such terms ln the F'acility --~ 

Agreement and all rules of 

interpretation set out in the Facility 

Agreement shall apply hereto as if the 

same were set out in full herein; ----­

! (bi the headings of the various articles --

are- for convenience of reference only -

and shall not define or limit any of -

Deed) or any law shall be deemed to 

refer to such document or law as it may 

be amended, extended, novated, --------

consolidated, supplemented, ----------

substituted, renewed or replaced from -

time ;:o time (provided that i.; the case 

of any document, such document is not -

amended in breach of a covenant 

contained in any of the Finance 

OOCU!fl€0 t S} ; ----------~-----------· 

I {d) all references herein to any party -~-­
shall be deemed to refer to its --------

successors 1 transferees, assigns;------

ll 
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r---
1 {el any word importing 

~ include the plural 

the singular shall -

and vice versa;·~-----

I (f) unress otherwise specified, all --.---­

references to Articles, Exhibits, -~---

Schedules and Annexes are to articles, 

exhibits, schedules and annexes to, ---

this Deed, which articles, exhibits, 

schedules and annexes form an integral 

and inseparable part to this Deed; 

l (g) all references herein to law include 

references to any applicable ---~-----

constitutional provision, treaty 1 -----

decree, convention, statute:, act, -----

regulation, rule, ordinance~ ---------

proclamation, suboi:'dinate leg;islation, 

by-law, judgment, rule of court, -------

practice direction, guideline, code, --

order, approval and standard, including 

aU of their amendments~ modifications 

and replacements;-----~--------------

1 (h) if a payment or other act must be made 

or done on a day which is i"IOt a -------

Business Day, then it must be made or -

done on the next followin9 Business ---

person binds them jointly and -----~--· 

12 i 
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. .- •. ; l. 

t j I 

! ( k) 

references to "Oollars" or ~'$" are ·---

references to United States Dollars; 

and----~~-------------·-------------

references to "Rupiah" or "Rp" or "IDR" 

I <>re references to Indonesian Rupiah~----

As a continuing security for the Secured -------

Obligations the Pledgor hereby pledges the ----­

Pledged Objectr> to the Pledgee, for its own --­

benefit and the benefit of the other Secured ----~-

!?arty and the Pledgee hereby accepts the Si!me --

from the Pledgor. --·---·-·----~----·-~--------

------·--·-------ARTICLE 3 -----------------

----------FUTURE PLEDGED OBJECTS -------
The Hedge of any Future Pledged Object will ---

automatically occur upon the ownership of the 

Pledgor of such Future Pledged Object then in 

existence or hereafter acquired or otherwise ----

obtained by the Pledgor. ------------------

-~~~----·-----------ARTICLE 4 -----~-------------

----~-----REPRESENTATIONS AND WARRANTIES---------

4. 1. The Pledgor represents and warrants to th~ -

Pledgee, for its own benefit and the benefit 

of the other Secured Party, orL each date ---­

that any Secured Obligation is outstanding, 

as follows: -------------

(a) the Pledgor is a limited liability 

13 Analisis Terhadap..., Septiani Fitrian, FH UI, 2009



I i C) 

--
company established and validly -~-~---

existing under the laws of the Republic 

of Indonesia and is duly 1 icensed and -

authorized to be engaged in which it --

has been engaged in the places of its -

all governmental and ctedito~ 1 s -------

authorizations and consents) necessary 

for the du~ execution 1 delivery and --,--:-

perforrne::=e of this Deed have been ---­

!obtained or taken a-r1d remain valid; --­

the obligations \.,:hich are assumed -----

1 hereunder by the Plerigc::n;- constitute the 

legal, valid and bind.:i.ng obligations of 

the Pledgor and can be enforced against 

the Pledgor in accordance with the ---

terms of this Deed;---~-------------~------

1 (d) save for the Finance Documents 1 it is ~ 
not a party to oc bound by any -------

agreement or undertaking which limits -

or makes subject to any conditions the 

any legal dispute threatened against --

the Pledged Objects 1 nor are ~ny of the 

14 
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Jl J(•) "· ,,,,,;r.,H' 
\.l"' ,_· ____ _! 

Pledged Objects subject to any dispute, 

seizure, defense, set··-of! or ---~-~--·---

counterclaim by any 'party;----------­

the execution and performance of this' _ 

Deed will not .cesult tn any ~--------·--

contravention of, or constitute a -----

default under any agreement or lflw or -

order" !including any rules or ~--·----· 

provisions on the preferential -------· 

treatment of creditors), by which it or 

its as~~ts are bound or affected, or 

its constitutional documents or any -··--

Limitation em powers of its direct.orJ ~-

and its commissioners;-------------­

! (g) no other event is outstanding which --­

constitutes a default under any ------

document which is bindin9 on t.he --~---

Pledgor or any of i.ts assets to an ----

extent or in a manner which adversely 

affect the obligations of the Pledgor 

hereunder;----·---·---··------------~ 

I (h) no litiqation, arbitration or --~----­
administrative proceeding has been ---­

commenced or is pending or threatened -

against the Pledgor, which would -------

adversely affect the transactions -----

envisaged hereunder- or the Secured --~-

Party's rights;---------------------­

~there has been no material adverse ----

15 
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change in the financial condition of __ 

the ?ledger since Lhe date of this Deed 

which would adversely affect 'the 

transact)_ons envisaged hereunder or the 

Deed constitutes, and the exercise by 

it of j.ts rights and performance of .its 

obligations under this Deed will 

constitute, private and commercial acts 

performed for private and commercial --

attachment or other legal process in 

any proceedings taken in its ---------

jurisdiction of incorporation in -------

J.:elation to this Deed; -·---~-------

OJ the execution and performance of this -

Deed is not in breach of any applicable 

government authorization or any other -

approval or authori7..ation from any ----

applicable governmental agency with --­

jurisdiction over the Pledgor or the -­

Pledged Objects las the case may be);--

1 (ml this Deed will be effective to create -

in favor of the Pledgeer for its own 

benefit and the benefit of the other 

Secured Party, a legal, valid and -----
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,, '. 
r---

enforceable security interest to secure 

the Secured ob:igatioos, and the 

Pledge_d Objects are not and shall not _ 

be subject to any ather security 

interest or encumbrance of equal or 

prior ranking, on any or all of the 

Pledged Objects intended co be secured 

{nj it has full right, title and interest _ 

I in the Pledged Objects;-------------·--------­

!o) the Pledged Objects intended to be --...._ 

covered hereby and to which the P!..:::dgor 

has title as of the date this 

representation is made, exist and are -

uncontested by any party whatsoever and 

Lhe Pledgor has no knowled92 of any 

fac;: which would impair its :eights over 

~he Pledged Objects o:c their validity;-

(pJ all Pledged Objects existing and to ----

which the Pledgor has title as of Lhe ~ 

date this representation is made are in 

full force and eff.ect and may be -------

mayt from time to time, be amended by 

Schedule 2 to t!ns Deed; 

the Pledged Objects are not pledged, -­

~ned, encumbered or otherwise made 

17 
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contractual security lnterests or other 

encumbrances whatsoever; ~----------~--

all documents, papers and writings --"­

' relating to the Pledged Objects and --
provided to the ?ledgee by the Pledgor, 

as well as the signatures of the ------
Pledgor ti:'.ereon, are genuine and --~---

represent in all respects what they ---

purport to be, and have been duly 

executed by the parties concerned; 

I (t) the Pleci.;J.n has not d0ne or omitted to 

tlo any act or thing which has or may -

I 
adversely affect .its rights in respect 

of the Pledged ObJects; and--------· 

\u) the Pledgor has, as of the date hereof:, 

delivered to the Pledgee copies o! all 

documents evidencing the Pledged ---·---

Objects specified in Schedule 1------· 

14.2. The Pledgor further represents and warrants 

to the Pledgee that, on the date it acquires 

or otherwise obtains the ownership of any --

Future Pledged Object 1 all the --------·---

representations and warranties made in ------·-

Article 4.1 above shall'be deemed repeated 

mutatis mutandis in respect of such Future 

Pledged Object. --------------w--------· 
\-------------ARTICLE 5--------------­
L::::=::-----------COVENANTS -----------------

1B 
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TtL 1. So long as any Secured Obligation is --·---­

.! I outstanding, the Pledgor hereby covenants __ 

.J and undertakes to the Pledgee as follows:_.__ 

(a) the Pledgor agrees that the Pledge 

granted to the Pledgee pursuant to this 

Deed and the rights given or the action 

taken by the Pledgee to enforce t.he ---

rights of the Pledgee under this Deed 

shall not cause the assumption by the 

Pledgee or any ot the Pledgee of any -

obli9ations or liabilities in relation 

to any Pledged Objects; -·------------

1 (b) the Pledgor shall, illUI'Iediately upon t.he 

request of the Pledgee from time to 

time, endorse, assign and deLtver to 

the Pledgee, prior tLl the occurrence of 

an Event of Default copies of, and upon 

the occurrence of an Event of Default -

the originals of, all agreements, ------

invoices, particulars and other -------

documents evidencing or representing --

any authorization required under any --

law or regulation to enable it to 

perform its obligations under 1 or for -

the validitY or enforceability of this 

Deed; 
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Pledgor shall comply in all 

respects with all laws to which it is 

subject where failure to do so has or 

is reasonably likely to adversely 

affect its obligations hereunder; 

\ ie) the Pledgor may not enter into any 

amalgamation, de-merger 1 merger or 

reconstruction which may adversely 

affect any interest of the Secured 

surrender to the Pledgee any additional 

documen~:s in its possession or under 

its control, to the extent such ----· ---

documents have not been provided under 

paragraph (b) above, that are necessary 

or in the opinion of the Pledgee -----­

desirable for the collection of the ---

balan>::e under the Pledged Objects or --

all other documents evidencing or ----­

representing or securing the Pledged -­

Objects shall be transferable, -------~ 

endorsable or assignable by the Pledgor 
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·'· .· 

to the Pledgee. At any time on or after 

the occur:rence of an Eve:tt of oefault 1 

the Pledgor shall following a written 

reques~ from the Pledgee execute such 

instruments of transfer, endorsement or 

assignment of such documents in favour 

of the Pledgee for and on behalf of t.he 

Pledgee as rnay be specified by the ----

Pledgee;-------~·---------------

the Pledgor shall do and/or permit to -

be done further acts and shall execute 

such additional documents which the ~-

Pledgee may from time to time request -

to be: done or executed for the purpose 

of perfecting or enforcing the rights -

of the Pledgee hereunder and in -~------

connection with the £>!edged Objects ---

including, without limitation, giving -

notice and obtaining the consent of the 

relevant bank in relation to any of the 

Pledged Objects and will allow !;he ----

Pledgor's name to be used as and wh.en -

required by the Pledgee for t.hat ~-------

assistance in order to enable the -~-~­

Pledgee to exercise the rights that the 

Pledgee will acquire in respect of the 

21 
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r;::-ged Objects under this Deed and ---

1 other Securlty Documents;~-----------
the Pledgor shall comply in all 

respects with the provisions of the law 

governing a pledge, including but not -· 

limited to any amendment ;:;:o this Deed, 

and provide assistance, to take such --

actions, and/or execute any additional 

documents as the Pledgee or any of the 

Pledgee may from Lime to time require -

for the perfection of the security ----. 

created he.<.·.:undf'r or the enforcement of 

the rights of the Pledgee hereunder;--­

J (k} the Pledgor shall promptly pay and --­

provide for t.he payment and discharge -

of all taxes, assessments, levies or 

other government-31 charges which may be 

levied, assessed or imposed on, or any 

right to adverse claim to be hereafter 

created upon, the Pledged Objects or --

any part thereot and will promptly pay 

or provide for the payment and 

discharge of all statutory and ather -­

liens or adverse claims on the Pledged 

Pledgee of any levy~ assessment or ---­

imposition of any levy or charge~ or --
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the filing of any lien on the PlBclged 

Objects and will take steps necessary 

to prevent the Pledged Objects or any 

part thereof, from being subjected to 

the possibility of loss, forfeiture or 

sale as a result of any such levy, ----

assessment or imposition; ------
\ iml the Pledgor shall promptly notify the -

Pledgee upon becoming aware of any \-

imposition o! attachment/ seizure, or _ 

the fi.Ung of any reque.st for such 

aLtachment/s_elz;ure, on any o.! the ---

Pledged Object~ and take all steps ----

necessary to prevent the Pledged -----­

Objects from being subjected to the --­

possibility of loss, forfeiture cr ____ 

forced sale, and the Pledgor further 

ondert.akes to show a certified copy of 

this Deed to any bailiff who wishes to 

attach the Pledged Objects at the -----

request of any creditor of the Pledgor; 

and---------------~-~--~-------

jln) the Pledgor shall indemnify and hold --

harmless the ----·--------------
Pledgee from any claims of third -------

parties, including any applicable -----

government entities alld agencies·---

The Pledgor hereby covenants that the 

~ot shall not:- ----------
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~11, assigr. (by way of fiduciary --

assignment or otherwise), dispose, ----

plcd9e or otherwise encumber any of its 

rigbts or title to, or interest in, the 

Pledged Objects;~---

1 (b) take any action or fail to take any 

1 (C) 

action which will result in the 

impairment of any credit balance under 

the Pledged Objects or the enforcement 

of the pledge granted under this Deed -

I 
or any right of the Pled9ee onder this 

Deed; or -----

at any timer without the prior uritterr 

lconsent of the Pledgee, extend the time 

for payment of or settle or compromise 

the amo1.mt of any Pledged Object.--­

--------ARTICLE 6----------

USE OF PLEDGED OBJOCTS-------

Notwithstanding the granting of the pledge to the 

Pledgee, the Pledgor acknowledgest agrees and 

authorized the Pledgee to 9ive powers to any ---­

other third party to deal l-lith the Pledged ----·· 

Objects in the ordinary course of its Dusin~ss -­

and .subject to the terms of the Finane~ ----­

Docuroentsl until the occurrence of an Event of --

Default. 

-·----------ARTICLE 7-------------
---------PERIODIC STATEMENT-

The Pled~or shall complete and deliver to the 
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-----

---Pledgee a statement of Pledge substantidlly in 

the form attach~d hereto as schedule 2 (the 

"Statement of !>ledge")':-------~---------------

(a} immediately, but: no later than five (5) ----

Business Days after the !?l.edgor acquires or 

otherwise obtains any Future Pledged Object; 

(bl within five (5) Business Days as of the end 

I of each qoarter: ---~---------------· 
{c) within five t5} Business Days after the 

\request of the Pledgee at any tiw,e; and 

I (d} immediately upon the occurrence of an EvenL 

\of Default; ~-----~-------------­
providing in each case all the information ----­

required under Schedule 2 in resp~ct of all ----­

Pledged Objects at the time of the issuan~e of -

such schedule and s~ating thot the Statement of 

Pledge constitutes a Pl~rlge under thi~ Deed and 

on the same terms as mer.tioned in this Deed. The 

Schedule 2 as referred to in this article shall _ 

be made in the form and substance as from time to 

time requi~ed by the Pledgee. If the Pledgor----

shall at any time fail to provide such schedules, 

such failure shall no~ prejudice, affecc 

diminish in any way the ~ight, title ~nd 

or---

proprieta~y interest of the Pledgee i~ and over _ 

the Pledged Objects then in e~istence or -------· 

thereafter acquired or otherwise obtained by the 

Pledgor. ·------
The ?ledgor hereby acknowledges and co~firms that 
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all Pledged Objects are subject to this Deed ----

whether or not specified in such Stat~ment of ---

Pledge.-----~-----------------

--------------1\RTICLE 8--·------

--------FURTHE:R UNDERSTANDlNG~---------

It is further agreed that notwithstandin9 the-­

Pledge herein contained:--------------------­

£a) the Pledgee may but shall not be obliged to 

make any reasonable inquiry as to the nature 

or sufficiency of any payment with re9ard to 

any of the Pledged Objects, or to make any -

claim or take any other action to collect -­

any moneys or to enforce any rights and 

benefits hereby pledged to the Pled9ee; and-

(b} the Pledgor shall remain fully liable under 
I I the Pledged Objects tc perform all the -----

conditions and obligations provided in th~ -

Pled9ed Objects to be observed and performed 

by it and neither this Deed nor the receipt 

by the Pledgee of any payment pursuant 

hereto shall cause the Pledgee to be under 

any obligation or liability under the ------

Pledged Objects or in respect of the -------

Pledgor's fatlure to perform its obligations 

th~reunder and the Pledgor shall keep the --­

Pledgee tully and effectively indemnified--

from and 3gainst all actions, losses, -----­

claims1 proceedings, costs, demand3 and ----

liabilitl~s t<hich may be suffered by the 
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Pledgee under this Deed or by v~rtue of the 

l?ledged Objects.-----------~---~-----· 

--------~----ARTICLE 9-----------
----------NOTIFlCT\TICN OF PLEDGE-----·---

9,1 The Pled9or ~ereby agrees that it shall upon 

the execution of this deed and upan --------

acquiring or otherwise obtaining any Future 

Pledged Object, notify each relevant bank of 

the Pledgor that a Pledge of the Pledqed 

Ohjects to the Pledgee has been effected 

{using the form of notification attached as 

Schedule 3 to this Oeud) and, prompltly 

after the date of Such notice but in no 

event l~ter than ~even f7) days after the -

date of such notice, shall cause the -------

relevant bank to deliv<l!r an acknowledgement 

thereco in the form set out in Schedule 3.--

Notwithstanding the provisions of the above 

I Article 9, 1, the Pledgor hereby agrees that 

the Pledgee shall be entitled to notify each 

relevant bank of the ~ledge effected -------

pur:suant to this Deed, substantially in the 

form set out 1~ Schedule 5 and to receive --

the acknowledgement thereto in the form set 

out in Schedule 5. In connection therewith, 

the Pledgor hereby authorizes the Pledgee to 

give further instruction to each relevant 

bank and take any necessary actions, to the 

extent that such actions are not yet within 
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the authority of the Pledgee as contemplated 

by such notice or otherwise required, ------

necessary or desirable for the achievement.-

or the right of the eledgee contewplated ---

herein,------------------------------

19.3 Notwithstanding the provisions of Article--

9.1 and 9.2 above, the Pledgor hereby agrees 

that the Pledgee shall, upon the occurrence 

of an Event o! Default, be entitled to ~-

notify in w.titing each relevant bank of the­

Pledge effected pursuant to this Deed, as --

3pplicable, Pursuant to such notification~ -

all payments to be mode by the relevant bank 

under and pursuant to the Pledged Objects 

must be made to the Pledgee (or designee of 

the Pled9ee) in the manner ir.dicated by the 

Pledgee in such notification, and that any 

such payment made by the bank concerned to 

the Pledgor subsequent to such notification 

will be lnvalid and wlll not discharge the -

bank concerned of its payment obligation --­

towards the Pledgee in respect of that ~----

amount. 

19.4 If, notwithstanding the request in the ----­

notices mentioned above, payments are made 

to the Pledqor, the Pledgor hereby aqrees to 

hold such payments for and on behalf of the 

Pledgee and forthwith pay and transfer the -

same amou~t ~£ dirQcted by the fl9d~ee------
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----

~e Pledgor agrees to bear all e~penses ----

incurred in connection with all such -------

notifications, and such expenses shall be --

deemed .to constitute part of the Secured ---

Obligations. -------------------·~~--

19.6 To the ex~ent the l&ws and regulations or--­

policy relating to Fiducia taw allows the -­

registration of this Agreement or the 

creation of fiduci<~. secux·ity over the 

Pledged Object 1dth the Fiducia Registration 

Office, the Pledgee or its proxy Qgrees to -

register this Agreement !itlc:h:ding: the -­

Schedule and the Supplemental) at the -----­

J:'iducia Registration Office in accordance 

with the prevailing laws and regulation~ in 

which aoy and all cost.s and: fees related to 

the registration under this Agreernen~ will -

be borne by the Pledgor.-------------

In the event the Fiducia Registration Office 

requires certain forms of ~men~»ent of 

agreement or procedure t.o be complied with, 

the Pledgor agree to sign any arr.endnent ~---

agreement or new agreement and the Pledgor -

fur~her agrees that the Pledgee has the ----

right to do anything necessary to register -

the Bank Account with the Fiduci~ 

Registration Office. The Pledgor agrees to 

bear any and all cost and expenses related 

to this and hereby appoints and authorizes 
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the Pledgee or its proxy, and the Pledgee __ 

hereby accepts that appointments and -------

au~horizations, with ~he right of ---------

substitution and the full power to act for -

and on behalf of the Pledqor, to de and ----

perform any and all acts as may 4n opinion -

of the Piedgee, be necessary or 

appropriate.----------~-----------------­

The Pledger shall indemnify the Pledgee or -

its proxy from any liability as a result of 

any failure to register the Pledged Objects 

in E'iducia Registration Office.-------­

·--ART!CLE JO------------

-------INSPECTION RIGHTS--------

The Pledgor shall, at all ~imes, keep accurate --

and complete records of the Pledged Objects. At-

any time th.:~t any Secured Obligation remains 

outstanding~ the Pledgee (and/o~ any professional 

consultants appointed by the Pledgee) may, but -~ 

shall not be obliged to, at any time during ----­

office hours enter the pr~mises of the ~ledgor -­

!which shall not constitute an act of trespass) -

to inspect and copy sut:h oe the l?ledgor 1 s books, 

correspondence and such other documents of the --

Pledgor as are deemed necessary o~ desirable by -

the Pledqee to identify and Cacilitate control of 

the Pledged Objects and the obligations of the 

Pledgor hereunder provided that 1 if an Event of -

Defi>ult has not occurred such inspection 3hall be 
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car:ri.ed out so as not to cause any <.mt;easonable -

disruption or interruption to the Pledgor's -----

operations. untess and until an Event of Default 

has occurred~ the Pledgee shall inform the --~---

Pledgor in respect of any planned inspection. If 

so requested by the Pledgee, the Pledgor shall 

provide to the Pledgee statements giving a full -

disclosure of the status of all of the E'ledged --· 

Objects.--

·--------ARTICLE ll--------­
---"..Nf0RC£.'•JENT-----------

Upon the occurrence of an Event of Default the --

Pledgor shall procure that all Pledged Object --­

shall be forthwith paid direr:tly to the Pledgee -

or ~s the Pledgee may direct from time to time in 

accordance with the provisions of the Fncili~y 

Agreement. Without prejudice to the rights of the 

Pledgee under the ~pplicable law and in --------­

accordance with the provisions of the Facility 

Agreement, the Pledgee shall have ths rights, at 

their election, but not the obligation, to take -

any of the follO\~ing actions: ------------~--­

fa) exercise all or any of the rights, title and 

interests Ot the Pledgor in, to 1 and over --

the ?ledqed Objects including, but not -----

limited to, to effect withdrawals ftom the -

Pledged Objects, change the status of any of 

the Pledged Objects, amend or alter the ---­

terms of any of .the Pledged Objects, close -
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any of the Pledged Objects, sell or as$ign 

any or all the Pledged Objects or cause the 

P~edged Objects to be sold or otherHise --­

disposed of and take possession of the -----

proceeds of any such sale, and to perform 

any and all acts necessary or appropriate 

for the exercise of all or any of the rights 

pledged under this Deed in, to and under the 

!?ledged Objects; ---~--

1 Cb} tc receive or assign proceeds, to request -

and receive direct payments !rom the ----­

relevant banks~ to qive the necessary ------

receiptsr to make compromises or agreements 

in respect of such Pledged Objects with any 

third parties involved and in such manner as 

the Pledgee shall in its discretion deem !it 

and rr~y furthermore perform any and all acts 

necessary or appropriate for the pledge by -

the Pledgee of the Pledged Obj~cts. In -----

carrying out any of the above, the Pledgee -

shall not be required to give the Pledgor --

any advance notice thereof or to consult 

with the Pledgor in respECt thereof, and 

neither the Pledgee nor the Pledgee shall in 

any event be held liable to the P~edgor in -

respect of the manner in wh~ch Pledged ----­

Objects are collected or pledged pursuant to 

this article; and- ----

k:__to do and per-fortn t:~.ny and <all acts neces;,ary 
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or incidental to the execution of its rights 

onder this Deed.-------------------------

following the occurrence o! an Event of Default, 

any holder of the Pledged Objects shall hold the 

rights and interests to the same absolutely free 

f~om any claim or right of any kind of the -~-

Pledgor including repossession (hak reklame), all 

of which claims and rights the Pledgor hereby 

irrevocably waives and releases.-------~-----

'l'he Pledgor shall fully co-opet:ate with respect 

to any action taken by the Pledgee or ~ny other 

Pledgee as provided in this article, shall -----­

execu~e and deliver ~o ~he Pledgee any agreement, 

po~er of attorney or other document requested by 

the Pledgee as the Pledgee shall deem necessary -

to give effect to the provisions of this article 

and shall take no action to limit or dimin:i.sh the 

rights of the Pledgee hereunder. 

------------ARTICLE 12----·----

--------TERMINATION-----·----

12.1 The Pledgor agrees that this pledge is a ---

continuing right and security for payment ~n 

full to the Pledgee of all the Secured 

Obligat.i..ons and this Deed shall not bet 

terminated, and: the security created -----

hereunder shall not be regarded as --------· 

discharged or satisfied, until full and ---­

f.tnal payment by the Pledgor o£ all such 

Secured Obligations. Notwithstanding the 
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112.2 

ioregoin_g, the Pledgee' rights to an -----~-

indemnity under this Deed shall survive any 

terminatLon or notice of termination hereof~ 

Upon $Uch termination of the security 

interest, the Pledgee as represented by the 

Pledgee wilL at the Pledgor's request, cost 

and eXpense 1 deliver to the Pledgor such of 

the Pledged Objectp as may be in the 

possession of the Pledgee or any other ----­

Pledgee pursuant to this need and will, at -

the Pledgor's request, cost and expense, --­

execute and deliver to the Pledgor such ---­

documents required tor the termination of -­

this Deed. Such termination shall be ------

without r~course to or warranty from the -~ 

Pledgee.--~-------~------

·-----~..ARTICLE 13-~-, 

---------E'Ot'lER Of' ATTORN£1- ---------

13.1 The Pledgor he~eby grants to the Pled9ee, a$ 

represented by the Pledgee, full right and -

pm~e:r of Q.ttorney, but not the obligations, . 

with right of substir.;ution 1 to act for and -

on behalf of the Piectgor {i} to perfect the . 

security rights created hereir,, including --

th~ right to make any amendments to this 

Deed, (iil to enforce any and all of the 

rights of the Pledgee under this Deed and, -

tiii) to accomplish such purposes, to do and 

perform ar'lY .AOd all d.CtS naces.sary or ----
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fincid~tal to the execution of th?se rights.-

13.2 The power of attorney granted in this 

article and all other powers granted herein 

are irrevocable and form an integral and ---

inseparable part to this Deed without which 

this Deed, and the other Finance Documents -

~.<ould not have been entered into and no such 

power of attorney shall. terminate by any 

reason including any reason set forth in 

Articles 1813, 1814 and 1816 of the ---­

Indonesian Civil Code (Kitab Ondang-Undang -

Hukum PeJ:data Indonesia).-----

·---~--·····-ARTICLE 14-_: ______ _ 

------..OE'I'ERMINATION OF AMOUNTS OWING------

ln exercising ~ny ri9ht of collection under ----­

this Deed it shall not be necessary for the ------

Pledgee to prove the amount owing by the Pledgor 

in respect of the Secured Obligation~, and the --

Pledgee shall be entitled for the purpose of 

exercising the Pledgee's rights hereundEr to 

deter~ine such amounts then due and payable by -­

the Pledgor and all expenses which are to be --­

borne by the Pledgor on the basis of the ------­

Pledgee's and the Pledgee' books and records in-

the manner as provided in the Finance Documents.-

--~-·----ARTICLE 15-----

---- ·-----.NOTICes-----·--------
15.1 All notices required to be sent under this 

~shall in the manner as set out in 
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~= :n.3 the facility Agreement---~·--~-· 
I 15.2 The addtess and facsimile number of the _____ 

.The Pledgor 

PT :·.-

-~------------------

. Tbk----------

.' ··th/£-';thr. ·. Floor----------------

Jl. Jendral Sudirman Kav. ---~----·~ 

Jakarta 12910 Indonesia---

Attention MJ:'. -. 

Facsimile ---~-~ 

The Pledqee 

{Hong Kong) Limited-----

Floox-, , .. , 

f. in the Hong Kong 
,: .. , , __________ _ 

Attention Managing Director---------·-

Facsimile . . ~- . --------
or to such other address or facsimile numbe~ 

or tor the attention of such other person as 

a party may from time to time notify to the -

other party in accordance with 9rovisions o£ 

this article. ~--------------

Except if served by a court bailiff (juru 

sita}, notices 1 requests, demands, ------· 

certificates or other written corrmunications 

given or made in the case of registered air 

mail shall be deemed to have been duly given 

or made ten {10) days after being deposited~ 

and in the case of internationally --------­

recognized courier services or facsimile, --
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' ...... ,._~ 

when such internationally recoqnized courie~ 

service or facsimile is duly received by the 

recipieot.-------------------------------

-------------""'RT!CLE 16------------­

~·------------....,_)\GEN'f OF !?LEDGEE--- -----

16.1 The Pa:nies hereto acknmdedge that under -

the terms of the facility Agreement, the--­

Pledgee has been appointed as security agent 

of the Secured Party in connection with, --­

including but not limited to, the ~-------

management, administration and enforcement 

of the security interest created hereunder 

and the Pled9o:c hereby further ac-k!10Wledges 

the right of the Pledgee from time to time -

to exercise all rights pursuant to this oeed 

on behalf of the Secured Party. Any notices 

to he given by th~ Pledgor t¢ the Secured --­

Party pursuant to or in connection with this 

Deed, must be given to the Pledgee and shall 

be deemed to have been giv-en to the Secured 

Pa.r\:y if given to the Pledgee in accordance 

with the provisions of Article ~5 above. ---

When a power o= right is granted to the ---­

Pledgee under this Deed, that po~er or right 

may be exercised by the Pledgee acting as -­

their agent and represent~civ-e.------------

116.2 The Pledgee is authori~ed to delegate-----­

to such person or persons as the Pledgee may 

specify, the exercise of any or all of the -
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powers conferred on the Pledgee hereunder in 

accordance w.Lth the terms and conditions of 

the FaciU ty Agreement. ----~-------

----------ARTICLE 17---

-----COS'l'S AND EXPF;NSES--------

The Pledgor shall pay the legal and other -------

professional fees and costs of consultants and -­

advisots to the Pledgee and travel expenses and -

other out-of-pocket costs incurred by the Pledgee 

and such consultants and advisors in connection -

with the preparation, negotiation, execution and 

dalivery, and where appropr>~te, registration oi 

this Deed and am~ndments thereof (and all matt~rs 

incidental thereto) as contemplated by thi5 Deed, 

~nd the administracion of the transactions ------

conterr.plated by this Deed and the exercise, 

preservation or enforcement of any of their ----­

respective rights under this Oeed or any 

amendments, waivers or consents required under 

this Deed.--------~-------~----------

---·----··------ARTlCLE 18 -------~--------

::~_~~--l\Pl?'LXCATIOH OF ENf'ORCEMENT li'ROCEEDS----

18.1 The proceeds of any enforcement o£ any right 

or remedy granted to the Pledgee of the ---­

security created hereunder shall be applied 

aga~nst the secured Obligations as. provided 

in the facility Agreement. -------------

1 19.2 The remaining balance, if any, of such 

~eds of enforcement shall only be paid 
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~· (. 1TH lfrm;-;;'h • j 

co the Pledgor after satisfaction in full of 

a.ll amounts owing to the Pledgee with ---~ 

respect to the Secured Obligations. 

-------------ARTICLE 19 ---· -----

------CONTINUING SECURITY INTEAEST------~ 

It is understood and a9reed by the Pledgor thac -

the security created under this Deed shall not be 

considered as discharged or satisfied by any 

intermediate payrr.ent or satisfaction of any part 

of the Secured Obligation but shall be a 

continuing security and extend to cover all and -

any sums of money which shall constitute the ---­

Sec\lred Obligations f:rom time to t:ime and the ~ 

Pledgor shall continue to te liable for the -----

unpaid balance wi~h respect the~eto to the date _ 

of payment or discharge t.hereot. 

----~-----ARTICLE 20~--

·--..INDEPENDENT SECURITY INTEREST----~ 

The security interest given hereunder by the 

Pledgor shall be in addition to and shall be 

independent !rom every other security interest 

which has at any time been, or may at any time 

be, created by the Pledgor or any third parties _ 

in favor of the Secured Party or the Pledgee for 

and on behalf ot the Secured Party for the -~---­

secured Obli9ations. The Pledgee may exercise 

their rights under this Deed and enforce this 

Deed against the Pledgor pursuant to the cerros of 

this Deed, notwiths~anding, and independent frcm 1 
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-any other security interest cre$ted in favor of ~ 

the secur~d ?arty or the Pledgee tor and on -----

behalf of the s~cured Party or by the 2ledgor or 

any third parties. Acting in accordance with the 

Finance Documents, the Pledgee shall be at ------

liberty to decide, in their sole discretion, if -

any security ccnferreO upon the Pledg~e under the 

Security Documents shall be enforced by the ---

Pledgee representing the Secured Party or any of 

the Secured Party, as well as the sequence of the 

security t.o be so enforced. Fl.lrther, the -----­

e:xecution and/or enforcement of 2ny other ---­

Security Documents are not intended to modify or 

supersede the security interest. or any rights or 

obliqations contained in this Deed and shall not 

in any ~ay ~ffect, impair or invalidate the -----

effectiveness and validity of this Deed or ~ny --

term or condition hereof and the Pledgor is not -

entitled {and to the e~tent necessary, the 

Pledgor hereby waiv~s its rights) to plead or ---

claim in any court. the execution and/or -------· 

enforcement of any othe~ Security Document~ as a 

cause for extinguishing, invalidating, impairing 

or modifying the effect and validity of this Deed 

and any term or condition contained herein.------

----·------ARTICLE 21----~------

------~INDEMNIFICATION-

The Pledgee and any o£ their representatives or -· 

~ttorn~y3 shall b~ indem~ifiad by the Pledgor nnd 
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held harmless, o:~ first demand, from and against 

any and all actions, claims, demands, ---------­

proceedings, judgments, causes of action, losses, 

liabilities, costs, charges and expense~ -------· 

!including without limitation all services, value 

added and other duties or taxes payable on such -

costs, charges and expenses) "'hich may be 

suffered or incurred by the Pledgee and any of 

their representatives or attorneys as a rnsult of 

U) any breach of any of the oblig<'ltions, -----­

warranties or undertakings made or assumed by the 

Pledgox under this Dead, (ii) the existence or -~ 

use of the riqhts conferred on the Pledgee in --­

this OQGd, and {iiil the pexfection, exercise, -­

enfoxcement or the preservation of a~y rights 

under this Deed, or any other matter arising out 

of or in connection ~ith this Deed.-----·------

·----------.ARTICLE 22-----------­
-------l;sAIVER AND COMULAT!VE RIGHTS>---

The Pledgee shall be under no obligation to 

enforce any right or benefit hereunder. The ---­

Pledgor agrees that no failure or delay or -----­

omission on the part of any Pledgee to exa=cise -

any right, power or privilege hereunder shall 

operate or be construed as a waiver thereof, nor 

shall any sinqle or partial exercise of any ----­

tiqht, power or privilege hereunder preclude any 

further exercise thereof or the exercise of any -

othex right, power or privilege. The :rights and 
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are cumulative and noc -

exclusive of any right or r*medy provided by 

law.-------~------------------

--------llRTICLE 23----------

------SEVERABlLlTY 

In the event that any one or more of the 

provisions of this Deed should be or become ----

invalid, ille9al or unenforceable in any respect 

under any applicable law~ the validity, legality 

and enforceability ·of the remaining p~ovisions of 

this Ueed shall not in any way b~ affected or 

irr.paired thereby, and the Parties shall enter 

into good faith negotiations to replace the ----

invalid, illegal or unenforceable provision.--

--------ARTICLE 24 

------AMENDMENT AND ASSIGNMENT~-----

24.1 This Deed may be amended# by an ins~rument-

in writing signed by the Parties. This Deed 

shall be binding upon and inure to the -----

benefit of the respective successors and ----

assignees of the Parties hereto; provided, -

however, that the Pledgor may not assign its 

rights or obligations hereunder. -----------

124.2 The Pledgee may at any time assign,--------­

grant a participation in or otherwise ------

t~ansfer all or any part of its rights and -

benetits under this Deed, and in that event 

such assignee {s), grant.ee (s) or -----­

transferee(si of such Pledqee, as thg case -

42 
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may be, shall ~utamatically become vested 

wi~h such rights, interest and privileges of 

suCh Pledgee under this Deed without loss of 

priority, Such Pledgee is heieby authorized 

by the Pledgor to take whatever actions or -

steps to effectuate the rights of such -----­

assignee and successors under this Deed and 

che Finance Documents, including but not 

limited to the preparation or execution of -

deeds and agreements amending or renewing --

this Deed.~----------~---··---------

-----..J;RTICLE 25--------·---

----~--PROTECTIVE CLAUSE--------· 

Neith~~ the liability of the Pledgor nor the 

validity or enfo~ceability of this Agreement 

shall be prejudiced, affected or discharged by:--

(a) 

(b) 

I (C) 

(d) 

the granting of any time or indulgence to -­

)the Pledgor, or any other person;----------­

any variation or modification of the finance 

Documents or any other document referred to ~ 

therein;------~--------------------

the invalidity or unenforceability of any 

obligation or liabili~y of the Pledgor under 

the Flnancs Documents;--------------------

any invalidity or irregularity in the ------­

!execution of the Finance Documents;--------­

any deficiency in the powers of any of the _ 

Pledgor to enter into or perform its ------­

obligations under the Finance Documents or _ 
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I {f) 

any irregularity in the exercise thereof or ~ 

any lack of authority by any person --------­

purporting to act on behalf.cf the Pledgor;-­

the bankruptcy, insolv~ncy~ incapacity, ----

disability or limitation howsoever described 

or any change in the articles of association 

or status of the E'ledgort-·-------------· 

j i9l any waiver, exercise, omission, compromise, . 

renewal or release of any riqhts against the 

Pledgor or any other person or any -----­

compromise, arrangement or settlement with -

any of the same. ·------------------
j {h) a::.y of the Finance Documents or c.ny ------­

guarantee or other security or .right being -

ox becoming wholly or partly void, voidable . 

or uilen:t:orceable or by Pledgee at any time -

releasing, refraining from enforcing~ 

vacyin9 or any other way dealing with any of 

the same or any power, right or remedy, the -

Pledgee may now o..:- hereafter have from or -­

against the PledQOr or any other person.----

---------ARTICLE 26-·-------------

---~-----------GOV&~NTNG LAW----

This Oeed shall be 90verned hy and construed in --

accordance with the laws of the Republic of ---­

Indonesia.------

----···--·-------ARTICLE 27------

------------~ORISOICTION----

Tl\e Pled9or agrees that any :Legal action or ----
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pr:oceeding arising out of or in connection Hith 

this Deed may be brought before the District ---­

Court of Central Jakarta and it irrevocably -----

submits to the non-exclusive jurisdiction of such 

court and selects the Registrar's off5..ce of such 

court as its general and permanent domicile for 

the purposes of this Deed only. The s•Jbmission 

by the ~!edgar to such jurisdiction shall not --­

(and shall not be construed so as to) limit the -

right of the Pledgee to commence any action ox --

proceeding arising out of or in connection with -

this Deed in any jurisdiction whatsoever it shall 

deem fit nor shall the commencement of any such -

legal action or proceeding in one jurisdicti~n -­

preclude tbe ?ledgee from commencing any further 

or other legal ~ction or proceeding in che. sa~~ -

or any other jurisdiction.----------------------

The appeaters are known to me, notary.-----------

IN WlTNESSETH I.;HE.~EOF---------

this deed has been drawn up as minutes and 

executed in South Jakarta, on the day and date 

mentioned in the preamble of this deed, io the 

presence of:~-------------·-~---~-· 

~liss _, Saxjana Hukum, born in 

surabaya, on the 12th (twelfth) day of Apr~! 

1961 (one thousand r.ine hundred and eighty _ 

one}, residing i~ Jakarta, 

Nvmbet: 

Jalan ~ 

Rukun Tetangga 

Kelurahan 

45 
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. ·Rukun Warga 

Kecama tan ----
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... _.-~~-·-· ... - " .,. .. ··--.. _"::~L,~:l~%:~:~~1 

l 

Jakarta, holder of the 

Resident Identity Card ~umber 

Mister -r Sarjana Hukum, born in 

Jakarta, on the 19th !nineteenth) day of 

July 1971 (one thousand nine hundred and 

seventy one}, rE<siding in Jakarta, Jalan 

. Rukun Tetangga 

Kelurahan : __ 

/Rukun Warga -­

Kecama.tan ---

Jakarta, holder of the 

Resident Identity Card Number -----

!both assistants of the notary, 'mo-wn to rne, 

notary as the witnesses. ~~ --~--

This deed, after having been duly reQd out, 

known, and understood its _contents by the --­

appeareLs and Witnesses, w9s immediately -------w 
initialized on each pages and sigrted by the 

appearers, witnesses and me, Notary. 

Executed with one alteration, namely because of 

one substitution, without addition, without ----~ 

deletion. 

The original of this deed has been properly --

Issued as a copy of the same teno4.--
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Dnftar lteker\!ng Bank per tanggal Petjanjian Gadai I 
List ofl3ank Accounts as at the date of the Pledge o£ Bank Account 

Caribbean: Accmmts opelled with 

No, 

1 

~ 

~·' 

Master Sub 
Account AccoW"lt 

lORProje<:t 
Account 

Plaza llapindo 
Plaza &pindo 

Plaza. Chase 
Plaza Chase 

Plaza. Cn>at 
River 
Plaza. Gn:4t 
River 

Graha Oarya 
Vi!rla 
GrahaDacya 
Varia 

Wisrna 
Mampa.ng 
Wisma 

Mampang 

STIIJ 
STJE 

Villa Arn_pera 

~-
Villa Ampera 

,., 
~-... ~. ···~-~· ., •z ;; 

Account 
Number 

l}082S91-0()..0 

0082891-00-1 
ODB2891-00--2 

OOS2S91-00-3 
0062891-Q0-4 

0082891-0fl....g 

0082891-00.6 

0082891--00-7 

00021!91-00o8 

0082891-00-9 

0082391-03-0 

0082891-Q3..1 

0082891-03-2 

0082891-Q3-3 
0082891-03-4 

........ ~ ... 

Account 
Purpose 

Description 

Rental fncome Escrow 
Servi<:e Charge E:scrow 

Rental Income Escrow 
Service Charge Escrow 

Rental Charge Escrow 

Servh.--e Charge Escrow 

Rental fucome Escrow 

Service Charge Escrow 

Rental Income Escrow 

Service Charge Escrow 

Rental Income Escrow 
Service Charge &crow 

Rental Income Escrow 
Service Charge Escrow 

" 
r.~ •. -·· .. 
FHiomlla • 

Tbx 

Location/ 
Branch 

Jakarla 
Brandl 

1&. 
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I 1 . 
l 
I 
; 
\ 

'. i. 

USD Jalcarta 
1 Ac:count 

d: 
~ 

Jatinegara 

Jatinegara 

City lofts 
City lofts: 
City lofts 

G!odok 
Glodok 
Glodok 

Icon Office & 
Ap~ 

Icon Office & 
Apts 

Icon Office 
(Hotel) 

Rental&: TeJp 
Deposit 

Plaza Bapindo 

Plaza Chase 

Icon (Office&: 
Ap~) 

City lofts 

0082691-03-5 Sales Proceeds 
. Rental Incotnc 
+Service 

0082891·03-6 Charge EscrOw 

0082891-()3.7 Sales Proceeds Escrow 
0082B9!-tJ3.S Rent<:~l Income Escrow 
008289!-03-9 Service Charge Escrow 

00&28?1-\l4-0 Sales Proceeds Escrow 
0082891-{)4.! Renta1 Income Escrow 
0082891-04-2 ·Service Ch:irge Escrow 

0082891-04-3 Sales Proceeds Escrow 

0082891-04--4 Setvice Charge Escrow 

-0082691-04-5 Hotel Revenue Escrow 

0082891 ~04-Q Depoo!ls Escrow 

Jakarta 
0082~33.(1~0 Bronch 

Rental Income 
0082933-05-1 ~ Escrow 

Service Charge 
Emow 

Rental fnrome 
0002933-05-2 + 

Service Charge Escrow 

0082933-05-3 Sales Prote:eds J!SC(l)W' 

0082933-05-4 Sales Proceeds Escrow 
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~-~"- ·.: Attounts opened with 

Master 
N'o. 

1 
Glodok 

2 Jatinegara-Sales 
Procee® 

3 Jatinegna- Rental 
ln~:ome + Servit:e Cboig~· 

Jakarta.---,--­
P'::-

Nama/Name .. 

-! .,. 

Account 

Sales Proceeds Escrow KCl< 
Sudin:rtan 

Sales Proceeds Bxww KCK 
Sudinnan 

Rental Income M"GW l<CK 
+ Sudinnan 
~ce-Charge 
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NOUCE OF ASSIGNMENT 
.. -.-. 

jakarta, ______ :...__ 

To: {Name and address of the BankJ 

Dear Sir/Madam, 

We rcler to thePT~ ·' ..• . 1bk's accolll'lt OfJ!sanRNo. rJ. ----;-•..-•·· 
-; ~ "<l~;y-; 

We hereby infonn that as of ----:::---: 
assigned,assecu.rity,to:_.~ .~·''i: ,,.,; 

Finance Party, all of PT · ··· ·Thk's 
bank ac:cotmts under the Bank Aecount Opening 
pursuant to the Deed of Pledge of Bank AttoUXltS. 
made befote Suljipto> S.H, notru-y "' J•ckmrt._ botw<=Ji';l 
c: -~.: · -o~·~· ._Limited. 

Please kindly sign this lette:r in the spnce provided 
end return m~ch letter to \.13, 

Thank you for yt~ur attention and ~:~ration. 

Name. . . .,~ ,. --- -:: 
Title: President Director 

cc: 

-:! ' . ' -·· 1&\AAM il - I 111~ 

Tbk 

Thkand 

:acknowledgement 

.... 
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Limited 

'[n~me of fhe Balfk} 

·_ #Tbk 

Name: 

. ·." 
. ·. I' 

,, 
j 

-· - - • i!>!Jtll" 
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1'1' ............. TI3K (lbe Conrpuh)'} 

!'rom: 

Fer !ltl! i'lll~ntk.'Cl or: Mt·····-

•••sank 1
1 

7 June, 200& 

l007 fot lh~ Comp:my 

~ ''"'""''"' Drt~nch us f:1dlity :l~<r-nt 

(l>) rurnw.un lo daus<!' 3& (,\1\W:Iodnle'nl$mld walv~r:>) of !he Agreement, :>11 ofcl1o::: Lenders imve 
'ons..:nt;;d to, lhe >~l'u<!ndmellls to the ,\~~UlCIII COlllcmplated by thi!> 1.-:«cr. Accordinsl.\'• w¢ 

ru:: :'!Ulbori~ to e!<.l!<\lt\: this kttcr oo belmrf l>ftho::: finan<;e P.mie$. 

2. Jut~n~rcmli()n 

!a) (apiruH~ 1~rnjj; dt:fin;.'!.l iu tl!c Asr~mcntluve th.: s:unc nh:ani1~ when l!SI.'t.l in this lt!tcr 
unle;m; <.-.:pn:::;~ly ddin~xtln lid;: I¢Ucr. 

\b> Thl.' 1\flwisions of c!nu~ l.J: tConstnK!lon) ur llh! AW"c.!i>ll!nl ilpply It> tbb lztt..'Y illi lh<li.IV,h 
they \\·tre ~'\ CU\ in l'ull in this leiter e.;:«;pt tht~L rcf<:-N:llt>:S 10 the AgPXmt:ffi n~ 10 b~: 
tm!l&nteU ;IS lllftr<.'l'lCeS to this kncr. 

/1:1 Effctlh·e D;lt~ me~ns the lime on whkll dte facility !\g<:nt gives thl.: 1'10\ilicllliun 1.:1 the 
COffijl.lliJ nml !ht: L.;,t<Jcrs umkr P,"lfllW<Jjlh J(b) {Atnelttlm<:lllS) ~low >W sud\ t,ldll:f date as 
d~ CMlP<fflY and !he F;~<:illty .\gent agro:. 

{<1) Subjcn lo subp;m1grnph {b) bclnw, !he AgrC~:mcnl wll! be mncrnh . .!d from !he Efie.:thl'! ll;t1V 
in t'll:<:ord;ultt: wilb s:nhp;nagtnph (C) below. 

~"''"'~ .,. ,:.t 'io,N n,.,·~·"'" C.....,.., li>•N 
"'•"'¥'"-'" ..... !-J. ,¢-<>,• ·"--<ol'f\l•~·t.-v''"'l"'. 
• '··· ~·-~~<\ -~-""' '"'' t'hetrl"l<1, ,,~-,..) ""'~ 
'"-''"'·'·X<t' _.-.;,,~ 

'!'!!!!'!'!'!~··" "'' ......... .~, ""''"<! .,.,_., '"·~·-p •. , 1!.-
hi!.!IIJ>l!;~ ,.,.., ... _,•,'\ltCt->r,.:n..-
\M"'nt.o lllHtll>l;IH 

">ii-"'J( '"""'' p,_,.,,......,..l"' 

Analisis Terhadap..., Septiani Fitrian, FH UI, 2009



... _Bank lZ1 
(b) '11m AgreeJJumt will 1m\ 00 am~ndcd by this h:uer 1mh!.~s the fl'acilily Agent notifi-es the 

C<lmfl'lll}' and the 1.-endm lln1t it has ~lvcd: 

(ii) all of the OOcuments set nul in parngmph 5 {Conditions p~~."llcnl} in fonn nnrJ 
snOOil!nce saH .. <ifhctary to tho fuciliry J\gcnl. 

The r'11cilily Agenrmust give this: ootificrrtion as soon r~s refl501ill.hly prll'Gtitmblc. 

(i) t'htuse l6A(b)li) (Dtbl Scn•icc. R.CSI.!rve Accoun\) will bl:: nmc:ndctl by rcplaciug 
~usD l7.0!t0,000" with "IJSD20:,400,000". 

(ii) Clnu~ 2{t7 {Disposr.l.sl will b¢ :~mcmled by nddiug no..'\'>' parngn:ph (ili) ~ IO!lo\v~: 

"(iii) nnydi.~PQSHI mn<le !J) (1\!tNdti!lCC wt!h tka ICrt\l.S cl Clau!W 2.U,Jl {IJi:;p~IS.'\IUf 
Pusat U"n>sir latim:g11m propi:rty):," 

tili) AJdiu~ n 1>;..•w l'!<lUi<.' 20.31 ns fo!lt)t'<,:,: 

li!} tly no ht~r 1ht1n 3 l DC~<!ltlbcr, ~Otl:;i 11!.: C:olllp.·my lll!!SJ th~pos..: <Jf all C!l' the 
unils O<WnOO by ULC Company l~lcntcd ::.t Pt~.:>nl Gr~ir Jnti11..:sm:.:, Jal:u1 ).ko 

Tr:ullmll'\1). 173·175, Sub .. tlistricr of Bailimcw •• 'f'. Di,.tri~.:l ,)f J;:tin<:gar:~. Ea~l 
Jt~k."'lrtl!, lmioJ~in {lhe l~GJ Properly) in !ICC\lttl:Ulc<! wi\11 1h.: ftmmda! 
llli.Xkl dntc :1:\ April. 20illl. a Ctlpy of\\ll.icl1 bas bceol prm ltfuJ tu th.: F;u:ilil_~ 
/\!;<.:1>[, 

thl l1y th~ >hllc inlling nt> Inter thmt 30 ScpJ.::mhl:r . .:!O!Jli th.:: (\~lltp:u1f m11H r;>!$::, 
on n )l•>IH.xouna:: ba:.b rwl I<.::>S th."ln USDJfMl!lilJ1!ltl ll;rmo:;b 11:\:Ch';lhk'li 
fimuu:ing,'i rdnlin~ 111 the PGJ l'ropo::n:y. 

11;• 0;: 1he th~tc fnlling uu kl.lcr thnn J I ~~~u~r.:!OOS the Clllllpmty mu:.~ rab..-. 
,m n notl-rec:oursc M$i~ nat less thnn Ul:il) HJ,ooo.uun (lluch tUIH>lOJ~l hciug ~n 
nrhlition lu the nmmmr v:quircd to be tt~i~cd hy the Ct»llJ),'lny nm!cr pantgr;lph 
(b) nbove) 1hroug!t 1r:<;ei vilhlcs lin3ncil'!~ rd~,ling. 10 the f){.;J l'r{•]l:::fly ... 

!iv) R\..jl!adnp: !h..: tah!es il1 S..:hcdctc ~ t,Finm;.;:iat l:V\"(,amnt:l) \~il!t !he whl.:s ~et ,,m 
h-,:,!<sw; 

I 211()7 I 

---- 9L:..JE..._ 

C::n _I~J. __ 
l 

' 
~1)01) ! 

9~-r- (~· "'- .Q~. f~ 
3.1i ' ~..:~----~2-1 : ~.~ . 
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.--.sank 

Sul~jc.:t ill p:ungrnpbs {b} 3m! (I:) )}dow mltl pm~u~nl liJ di'ltb~ JO j Aln.:mlmcul.~ and wni\.:rs 
of the Azt'I!CI!lo.'lllli. all I)[ \lt<! !.t:ntlers hav.:: ngrc-:d w lhoivc the brci'!Ch.:.~ ,11' ..:;,>\ t:nnnl ;md 
Fscms or Delhuh. as npp!k;tble. to.lF>!l'Nd 11.1 in tlw 1-:U.:f" frotn lllc CmBpan~ h> the hh.:ili1~ 
•\£-till daTed.~ Septemh¢r. 2007. S Scptlt~nh ... ·l'\ 100i. ll Scplllmbcr. 2007. ;::7 S.:pr.:wb..:L 
2!107, 29 O.::loh~r. 20071!nd II J:'ltwmy. 2001t i_l(lgcJher. Jill! W:tin·r !h""jii4~1:-;J. '"''l)k" d 
whkh arv ~~ nul in th<! !-\cha:lulc 1.;; tltis ktlVL 

th) ,.\..:corclill!,\1}·· we l\re <'llt!horiscJ: to ,;oniWm th!'!l thll. j1n;ach.:s. ,;f o.t'V<.'IIaHI ;md Eh·:u~ ,,f 
l).;fmllt rderr~i hl in the Wnivcr lkqut.si:< :trc 11·ai'<'.:J with elfco..'t fr<.>lll lh.: Elf~·-.·thT D:tlc. 

(~.:) The w:tin:r i1i parngr;lph (;'1) will ;'!ol l'l',!lio.::Ye !he Ctmlp;•my from it:> >.>bli,:t.tti~>n,. tmd('r (l;mA:: 
Q,J(b} tMi'lrgiu ndju:o;tmcnts) tmJ Clnnsi:: 9.l(b) will .. -ontinu~; tc.> itpply after th.:: E!li:.:!i'<~ P:Ht' 
in m.:ctml;mw wi!11lh~ New Proje<:t Mileston~:5. amC•ldcd inac~'Cnlml.:c \\i!h p;H;t:.rr.'lph )h) 
affi)VC, 

(<!) W..: fi.lt>l.'nt.• m1y "ll~t.•r ris;hl 1\f 1\'IIWdy W<.:.ll!ll} lta~.: 1}\m ,,r ,;ui\>..:~1\r.:!\:J~- ! hb. h.:lh:'! :h,_·~ ;i<'l" 

,-.,n~lill!l~· ;~ \\;~h-e<' h• u:\ .,f •my righl <lr n;l!Wt~ ntlt.;r thnn it~ r.:l.'ldcn :., lh"""' 1-<.:c .... -),~·" ,.f 
~"' ~-h.ml "'"'! l 'clll '" ! )cf,mh llml ,~._· ""l"'"'··ly 01 .;<N" t' - \' .n>" "'"'"" !l," l-. n~·r 

The <.:l'Hditivn;~ tJrccctl.:m h,l lk: tl';:lin;r!!d II.! the l-'ad!i\~ A:~lll by lb..• t tHliJ'•lll! 111 :oc..:t>ht••K..: 
1\ilh jl.11il£r.tph 5{ll){Am~:wJn1C!lfJ.);ti)IIW <~rc: 

OJ) " .;up_y of lho: cnu'>litutilllial ,t.;cmnl."nl,. <>f tin: t'<'lllJl;lll~ '''· II !lie ! ::..-i!il~ \;!<'Ill 
alrl'all;." has 01 .:~•Jl). a ..:l'rli!h:mo:: ur nn :mrh••ris~l ,;!CII;II<•I) •• r lh.: 1\•mp:tl>~ 

.:-t•ni'inaby lh;!l rh.: >'('lp;.· i11 1h..: h11:ili\} ,\g.::tf~ 1:"'-~""'"t>.'ll i~ ;,hll ~··t·r,·d . .:•>mpkk 
aud il~ f111! rN..:!! nnd df!I"~CI as 1ll a .1m11 nu c:,11 !i,·r 1ht111 th.;o tim<" ,), 1hi ... klh:r. 

1h1 11 c''P~ tlf 1.1 rcso\mio11 t•llhi! bo:1rJ ,lr Ju·~:..;tor:. o111J ll!<: lll•:nd "' ~-••nmu~:.il•lh:l,. 
al•pnwiug lh..: \Cl'tll$ ~)r, .md rh~ 1r:l\l:'.1Ciiou-." .c.:>nto,;mpl:tlctl hy, 1hi-i. lc;ltr. 

!d a l!'fh-'>:i!\lcn ,,r 111.: $i!j!ll\!Ui>: 11f c;..::h !lCr,;on mnhud,.;t\ ••n bdl.ll( ,,(!h.: t i"H!l{ilW~ 1•• 
~ign1hi:> !l'l!i.!r. 
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Bank IZI 
(tl) ,, ccrtifientc of nn nuthoti$-Od signatory or 1he Company e0rtH}tlng that ~(li:h copy 

d<R:ument Speeif;e;:l in this parugrnpb S is correct, r::onrplctc and in Ml fi"ll-ce and 
cffe<:t M ut :'1 dnt& no~rllotthnn the l)qte oftl1l:> lelt!Jr. 

(c) n <:C!py M flllY oliwr nnlhorisation or othot JOI.W!M\lt, opiflion or :l~'mlilnc:u which 1hc 
Focility !\gem hils notified the Compuny is nc:ccssnry o-r ddlir.nb~ ill tonntction witlt 
the ~;!U['}' i!\\1) :ml.l perform;mec 11f, and the UtmSttctKms contcu!plntull hy 1 U1Ji> kuer <.If 

IOC th~:: v>~lldity nud et)fOI\'ieAbility t)f 1his letter; 

(I) aleg.1l opinitm 1>fEry Yunasri 8r. Pt\rtiK'fS. l11donesin11 legal advisr,;~ It> th~:~ Fndllty 
t\.grnl, rrdt1reswd to llw firn:mce Pnrti~ and 

12) c'Vi<kncc that nil ICes and Cl\~l~o!S tl~l ih!€: \l!ltl jlll)':'!bk lhnn the c,unpany in 
rt.-sp•.>ct of1hi$lcth.'J' hnv,.llccn p.aid. 

'l"he l:tltnp:my .:O•)lirm:; to ea..:h 1'\~nmee Party rhnl vn rlk: ,htlc of thi" ~~·ncr :md un lh~ 
F,!lhai\'c D;nc the: Rt"IH!llting Repn~wntalion~; 

\a) MC 1ruc; ;md 

{b) would also b~ tme if ri!ferL'll\X; hJ the Ag.t'l!em..::un\<:r.~ .:nn;.tru.:J nl> rci'-"fcncc« Mlhe 
''~rtt~n<.iU :1'> :mlctlde<l by this !"'il'-'l'> 

t:~dt R~pi:nling Rcpre:.ent~liC\It is appllcd 10 lhi: citctm,;lllltR'<S ::xi.<.tillJ:l ;tt lh.: tim~ 11\C 
Repc~lill~ Ri:pn.>selllntion is m.t,k, 

(a) 1\w th~: U.:nel11 of lht.: l.l:1tdcrs. llll nn'!Cmhw,.:ut i;.:c in I he t:H\<1tult ,.r l:!>~:U,liJ,{hJO thdllif 
ll<l amotmlJ;;(j11UI t<> tLS% of tltc ll1;£l't,S.'ltC principal :mt<)t1m .nnsmuditl£. 1m.kr 1h~ 
Agreement M 31 ihe da~ •lf !his Jcn.,;r) pny.:tPW (>n th..:: dnl<: ,.," whh:h !he Ctlmpmt~ 
<.'VllutCI'SigJlS llli$ ),;liter: 

(h) ft>r 11\C bc:neflt ,)( !be- I A.:ltdcrs • .UI ;lllH:Udm~o:llt fL't ill Ill~: MIOU Itt uf l;.' ~f:tlll.fill!} (l)«ing 
au :mlonnt ~'\jlltll lo il.5% of the ;t~;~;x:g<t!C prin..:i!YJI amount ,l~lbhmdin~ ~:nJ..:r til.: 
r\J,!r<:<.:mc:nl m:. nt1btHktl~ nflhisc kU"Cr} p;1)'11hh: 011111':: rim!l )1~\ttHiL~ ] ):~1.:: ~md 

tc I tin th.: l'k:m;lll ,,f Jhc Fue1lit) A!;i:.:ml, :.1 '.lol)v..:r 1\:..: itl 11l..: l!lll':tUIII ,-.;' I SS5 _t)(liJ ~!) :1i~k 

<m tiL.: t!m11 on whkh !ht: C<'lll!lllll)' c~<l!ltt:r:<tgu~ lhi~ !.:u"<. 
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I iZts: tta Bank IZI 
(b) Fmm the Ef'l'cetive Date~. the Agrecme1<l ~nd this letccr will be n:nd nncl <:rn1stn1~ as QIIC 

dm:ument. 

t~) t-:x~'tlpl ;15 o!herwise provi<led In thi~ letter, tbc Fino.m:t: J)m.:umcnt.s remnin i11 f111J for~;,;..: anJ 
>!fft:ct, 

{d) Ex~pt ltfllw ~tlllltroip~ly wnivmllr; this lettet, nli wuh~r of llll}' provisioo of :'ln.): FinM~:c 
l.)ocumem is given b)' the temts Of tbi:~. leiter nnd tlu~ Fimu1ce PartieS e,xpoo.~ly rcscr\ u ill I 
th~:lr ri,g:hts urul rcrut:dles in ~ of !mY bro~Wh of. or olho;:r ~fmdt untlct, l.bti. fhumcc 
DtiClll'IlCJlls, 

')_ Governin~ lnw 

~-~'l Pmsid.ent l:llrec:tor .Gir tar 

ilT TH 
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. 1']1 
.~Bank 1::..1 ..... ·. --..-

THE SCHEDULE 

COPIF.~ OF TilE WAIVER REQUF.ST~ 
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, 

01 -hx 03 14:21 TREASURY O.>'.R 

,_ 

· ... __ ,~__;· 
No.o 0029/DAR/JY/OS 

1 Aprll2008 

Trust 

We roiu to our l~lr.cr no: 0023rD_•\R/ll1!08 dated 14 Mmh 200.3:. Ht~cwlth, wa infonn 
J<)U that we haYe agtted Ul undertai.~ to raise at leasr USS lO roi\lloo by Qll' 3 2-GOB 
{'"first hutch") Md USS 10 million by Qtr 4 200& (''seCOI;d br.tc!t') tbrou@-11 :ha 
oomphtion the Sl!lc i)f receivables Oi"'. the sales to date oo Pusat Gtosir Jati!l¢£aro 
property. \\'e ii.Ie ~:m:renily procc5sin$ these trensac!ions 1vtJ:h t\YQ local banks. ;;s ,,.e 
mentioned above, we l:l:t'e toremiacd lo undertake thtse ttansnctions. Fk.l"\'<.n.'c:-. slr.ce W!! 
are in !he iniUat saga of negotiation, wt: ;:,pprtci:,te yocr !rind coo.sider.ttion ffi giving ".tS 

tlme to give oor commitment tm !}I.e signing date of'~ Difering letter fOT iht first bat.:: h. 
We wilt only be aWe lo confum wi:lh you by JO April2008 tegarding tht: sisnirtg d&!! vf 
tbe first balch. ln [l'lgards; lG lho offtcring letter for the second ixltch,. i;: mnst be .-.g.--ed to 
and :.igned b!i !he Company oo later ;h<til SO Septer::1ber 2008. 

W c <l~o ref¢t to eaeb. of our leu:n :uidre.~ed to tba Facility Agent d;:t~ 24 Oclobcr 
2007, 29 Octo~r 2007, 19 November 2007~ 22 November 2007 un!l l! January 20GS 
rcspec!h•ely (tltc "Waiver Request Lc!tt:rs"1 pmuar~r to which we huvc n::q!.!esl'Z<l for a 
\'-'3fvcr lo ccnain twOO\S cf defirult :1os: mon; J:;!.t".\eu1arly s:e! OUt ln l::lCh of t.b.1: Wah·e:: 
Requea Letten:. 

• wttive clause 9.3{b) of the r;aellity Agr:fCttlenls '"ilh regar<.is lo th.:: ~ew J)r(ljcct 
Milestones M4 iidopt lhe revised N.:w Project Milcsrcn,;s as S';.lbmitJecl to >'"u pcr 
our letter no.: 0006/DARI!IOS d:al~·d 30 lanuary 20"\iS. 
w::ive the Financiol Covenmts ~ulrements as CC'$Cr.bcd in Schedule 3 or the 
Fac.ilily Agreement and aoccpt the revis«< Fi;tttt.!.:tl Cove:1ar.:s bilSed Rtv:iscd 
Financial MC>det 2S Mzteh 2003 as sent tt:l :you on '28: Mmh 2003. 

,. nccept the Operating IJ.:tpendiiutcs (includes t~es) :utd Capi1al nx;>«H:!i('cr!'s 
reqt1ircmm1IS based on ![\1: revised Pir.encla\ Mo<lel 28 Mueh 2003. 

P.l'l:l 

I 
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TREASURY OAR 

Ce.: 

' 

!'.f.:<! I 
I 
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NOTIC£ OP: ASSIGNMENT 

' •• - < 

Attn.l Cuslontet Service 

We hereby inform that as uf Tbk has assigned, as se(:Ut>ty. to· 
· "' ~ · Utnited., as the Swlrity Agent to the Finance Patty, all o! PT · 1£: 

11ik'a rights, tiUe, end interest in and to all b~ aroJunts under the Bank. Account Opening . 
Agreement (the "'Bank Accoc:t.~) pursuant to the-~ of p)~~ of Bank Accounts No. _ dated 

between PT · _ - · ·- - ~ 1bk and · ~ · limited. <fT 
Please kindly sign thi$ l~tw: in the space provided l>clov( for y~~_ackn~ledgement ::md retw:n wd\ r -
letter to us. -·i 

limited as thE Seru.rlty Agent 
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. . 

,. 
Acknowledg~ent 

We hereby acknowledge this letter and acknowledge and consent lo the assignment by M' Duta 

Anggada Realty Thk to· Limited of the abovementioned bank accounts. 
[nmne of the Bank} 

~-
• ' r t · 
------~'-

Name ; 

!:_I~! .. 
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List of Bank Accoonts. 

No. Ma- Sub Account 
Acrount Aeeount Nmnber 

1 IDR Proje<t A<count . 0082891·00.0 

Plaza. Bapindo 0082891-00-1 
:Plaza Bapindo 00021.!91-00.2 

PlazaOw;e f.l052ll91-00-3 
Plaza Chase 00821.!91-00-4 

P1a2:a Great ~vet 0002891-C0-5 
Plaza Great River 0082l!9Hl0-6 

' 
Graha Darya Varia 0082l!91-00-7 
Graha Da:ya Varia 0082l!91-oo-B 

Wisma Mampang 0082l!91-00-9 
Wisma Mampang 00021.!91-{)3.{) 

-

STIB 00821.!91-n>-1 
STIB 0082891·03-2 

VillaAmpeta 0082891-03-3 
VlllaAmpera 0082691-()3-4 

Jatinegara 0082B'll-03-8 
jal:inegara 0082891-03-6 

Otylofts 0082591-o:>-7 
Citylofts 0082891-03-8 
CitYlolts 0082891-()3-9 
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.. 

.. 
UstofBank Accounlll. Jakarta 

No. Master Sub Account 
A«otml Ao::OtWt Nnmber 

1 IDR Pl'ojett Aceount _ 0082891-00-<l 

Plaza Dapindo 0082891..{)().1 
Plaza llap!ndo 0082691-<J0-2 

Plaza<J,ase OOS21l91-{)().;l 
Plaza<J,ase 0082891-oo-4 

Plaza Great River 0082891-00-5 . 
Plaza Gn!at River 00!11891-00-6 

Graha Dazya Varia 00ll2Jl91-00-7 
Graha Daxya Varia 0082B91-oo-B 

Wi:sn'l.a M:unpang 00828!>1-0tl-9 
Wim'la Maxnpang 00ll2Jl91-03-ll 

Sill! 00ll2Jl91-o3-1 
Sill! 0082891-03-2 

Villa Ampera 0062891-0&3 
Vllla Ampera 0082891.()3.4 

Jatinegara 0062691·03-5 
Jatinegara OO!l2!l91-11H 

Cllylol!s 0082B91.(3..7 
Citylolts 00ll2Jl91·03-8 
cfu.to& 0062891-03-9 
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Glodok 0082ll!I1.M.o 
Glodok 0082891..(14.1 

<, Glodok 0082891..(14.2 

Icon Office & Apts 0082891-()4.3 
Icon Office & Ap"' 0082891-04-4 

Icon Oflke (Hotel) 0082891-04-5 

Ri!nlal&TelpDeposit 00828914.1-6 

2 USDJakat!aAecovnt 0082933-ll!Hl 

Plaza Baplndo 0082933-05-1 

PlazaChw.! 0082933-05-2 

Iron (Office & Apts) 0082933-05-3 

City lofts 0082933-05-4 

:r.· ~·;-
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OAFTARPERTANYAAN 

Wawancara dilakukan oleh penulis dengan Bapak Santo M. Arianto, di kantor Bapak Santo M. 
Arianto, yang merupakan konsultan hukum dari pihak Arnmger, Facility Agent. Original Lender, 
Security Agent. dan Hedging Bank, pada tanggal 8 Juni 2009, dengan pertanyaan-pertanyaan 
sebagai becikut: 

I. Apakah hentuk dari rekening bank yang digadaikan dalam perjanjian gadai """"" PT X, 
Tbk dengan Z Limited? 

2. Apakah PT X. Tbk teleh melakukan wanprestasi terhadap perjanjian !reedit an,.. PT X, 
Tbk sebagai debltur, Bank Y, Singapore Branch seba.gai Arranger~ Bank Y. Hong Kong 
Branch scbagai Facility Agent, Z Limited scbagai Security Agent. dan Bank Y Limited 
sebagai Original Lender dan Hedging Bank? 

3. Apakah alasannya Bank Y Llru.ited belum me!akukan eksekusi atas ja:minan-jaminan 
yang diberikan oleh PT X, Tbk? 
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DAFfARPERTANYAAN 

Wawancara dilakukan oleh penulis dengan Ibu Intan, bagian lelang di BaJai LeJang Indonesia, pada 
tanggal 9 Juni 2009, melalui telepon, pukul 14.00 WIB, dengan portanyaan-pertanyaan sebagai 
berikut: 

I. Apal:ah Balai Lelang Indonesia sudah pernah menangani proses polaksanaan lelang 
terhadap rekening benk'l 

2. Bagaimanakllh ketentuan polaksanaan lelang ekselrusi terlmdap rekening bank? 
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DAFrARPERTANYAAN 

Wawancara dilakukan oleh penulis dengan Bapak Bonar, Kepala Seksi Pelayanan 
Lelang, Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang, Jakarta I. Direktorat Jendera! Kekayaan 
Negarn, Departemen Keuangan Republik Indonesia, pada tangga! 3 Juni 2009, dengan 
pertanyaan·pe-yaan sebagal berikut: 

1. Apakah Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Le1ang sudah pemah menangani proses 
pelaksanaan lelang terbadap rekening bank? 

2. Bagaimanakah ketentuan pelaksanaan lelang eksekusi terbadap rekening bailk:? 

3. Bagaimanakah penentuan harga limit rekerring bank daJam pelaksanaan lelang eksekusi? 

----
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DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA 
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA 

kAN"fOR WILAYAH VII 
KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG 

JAKARTA I 

Jlllan ?vap.:~tan NomtH tO 
Jakarta10410 

Talcpon (<121)34$692{1 
Fal<tlm\11 {02'1 3508701'1 

--· Nomor: S-'ft"' /WKN.07/KNL.Oll2009 
Silat . : Segera 
Hal : Permohonan Ijin Mernperoleb Data 

-
0 5 JUN 21M! 

Kepada Yth, 
Ketua Sub Program Magister Kenotariatan 
Fakultas Bukum Universitas IndoneSia 
Kampus Baru UI, Depok 16424 

Sehubungan dengan surat Saudara nomor: 506/PN.FHUI/V/2009 tanggal26 Mei 2009 hal 
Permo bon an Ijin _ Mcmperoleh Data,. dengan ini diberitahukan bahwa pada prinsipnya kami 
berkenan menerima mahasiswa atas nama: 

Nama 
NPM 

; Septiani Fitrian, S.H. 
: 0706177822 

tmtuk meiaksanakan Penelitian & Pengurnpulan Data pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara 
dan Lelang Jakarta 1 guna penu!is.rul Tesis Program Magister Huh:n. Namun dapat kami 
sampaikan bahwa di KPKNL Jakarta I tidak ada data yang dapat mendukung penetitian dalam 
penulisan Tesis yang beijudul »finjauan Yuridis Pemberian Jnmimm Gadni Rekeuiug Bank 
(Bank Account). 

Atas perhalian saudara. kami ucapkan terimakasih. 

Kepala Kantor 

Tembusan: 
h_ Subbag Umum KPKNL Jakatta I 
G) Kepala Seksi Piutang Negara KPKNL Jakarta I 

) 
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